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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yangdvieéa karena berkat
kasih dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikanyyseinan Tesis ini.
Penyusunan Tesis ini di lakukan dalam rangka mehiesalah satu syarat untuk
mencapai gelar Magister sains Kajian lImu kepatisiasca Sarjana Universitas
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Dalam penulisan ini Penulis tertarik membahas tentaeran Direktorat
[l Pidana korupsi & Wcc Bareskrim Polri dalam mesméntas korupsi di
Indonesia.

Korupsi di Indonesia hingga saat ini masih mengkWam dan merupakan

masalah Negara yang harus mendapatkan perhatiangkdalam penanganannya.
Kepolisian merupakan aparat penegakkan hukum y#veyickewenangan oleh

Undang-undang untuk menegakkan hukum terhadap &eahkorupsi,dimana

Kepolisian harus dapat melaksanakan tugas dengénsbsuai dengan amanat
masyarakat dalam penanganan permasalahan-pernsasdt@nupsi yang ada

dilndonesia.

Penulis tertarik melakukan penelitian pada Direktdtl Pidkor & Wcc
bareskrim Polri dengan perbandingan Kejaksaan Agnaiggan Pidsus dan Komisi
Pemberantasan Korupsi. Dimana Direktorat Il Pid€okNVcc Bareskrim Polri
masih belum Optimal dalam perannya memberantaspkbrikarena adanya
hambatan-hambatan yang di tinjau dari berbagakaspe

Sebagaimana Peran Direktorat 11l Pidkor & Wcc blaries Polri dalam
menegakkan hukum terhadap tindak kejahatan kol terjadi,maka dengan
adanya optimalisasi peran Direktorat Il Pidkor & c@V bareskrim Polri,
diharapkan dapat menjalankan proses penyidikanatelbgnar dan professional.

Penulis menyadari tanpa adanya bantuan dan bimbidga berbagai
pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyustirais ini sangatlah tidak
mudah bagi penulis untuk menyelesaikan tesis inntuk) itu penulis
menyampaikan terima kasih kepada:
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ABSTRAK

Nama . Golfried Hasiholan, SH

Progran Studi  : Kekhususan Hukum Kepolisian, Progr&ajian [Imu
Kepolisian Pasca Sarjana Universitas Indonesia

Judul :  Optimalisasi Peran Penyidik DirektoratRltdana Korupsi &

WCC Bareskrim irdDalam Memberantas Korupsi

Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitaténghn metode
penelitian ini mencari fakta-fakta langsung kelag@an dengan menggali dan
mendalami factor-faktor penghambat apa yang memburektorat Il Pidkor &
Wecc Bareskrim Polri tidak optimal dalam melaksamakagas dalam penanganan
masalah tindak pidana korupsi di Indonesia.

Hasil temuan penelitian penulis menyampaikan secargkas bahwa
Direktorat 11l Pidkor & Wcc Bareskrim Polri belumptmal dalam pelaksanaan
tugasnya dalam penanganan tindak pidana korupsiya&ahambatan-hambatan
yang di hadapi oleh Direktorat 11l Pidkor & Wcc Bakrim Polri seperti dari segi
personel, latar belakang pendidikan, belum adangtunpuk teknis dalam
penyidikan mengenai penanganan Tindak pidana kodgys Bareskrim, sarana
prasarana yang belum memadai, anggaran yang masdatsterbatas, sering
terjadi bolak balik perkara, masih digabungnya pdéidikan dan penyidikan di
Direktorat Il Pidkor & Wcc Bareskrim Polri sehureggmembuat tidak
maksimalnya hasil dalam pelaksanaan tugas olelopar®irektorat 111 Pidkor &
Wcc Bareskrim Polri. Sehingga kesimpulan dari pé&aal ini adalah Direktorat
Il Pidkor & Wcc Bareskrim Polri belum optimal datamelaksanakan tugas
penegakkan hukum bidang korupsi dan rekomendatsuktgr organisasi lainnya
peneliti sajikan yaitu perbandingan dengan Kejakskenpidsus dan KPK beserta
dan data-data pendukung lainnya untuk membuktiledmva Direktorat 111 Pidkor

& Wcc Bareskrim Polri belum optimal, dengan harapdanya pembaharuan dan
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perbaikan struktur organisasi Direktorat Il Pidkwrwcc Bareskrim Polri, dan
juga dibutuhkan pimpinan yang mempunyai komitmenukinmelawan para
koruptor di Indonesia ini dalam rangka mendukundalsanaan tugas para

personil Direktorat 11l Pidkor & Wcc Bareskrim Pblr
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ABSTRACT

Name . Golfried Hasiholan, SH

Study Program . Special of Law, Program Kajiamul Kepolisian Pasca
Sarjana,\dmsity of Indonesia

Title :  Optimizing the Role of Criminal Invégation
Directagdtl of Corruption & WCC Combating

CorruptigVithin the Police Criminal Investigation

Abstract:

This study used qualitative research methods td fhre facts straight
spaciousness to dig and explore the factors inhghivhat makes Directorate |l
of Corruption & WCC Criminal Investigation Policeeanot optimal in carrying
out duties in handling the problem of corruption itndonesia.

The findings of the study authors to sitkarbrief that the Directorate 1l of
Corruption & WCC Criminal Investigation Police isot optimal in the
performance of its duties in the handling of cotimp. Many of the obstacles
faced by the Directorate Ill of Corruption & WCCiinal Investigation Police
& Police like in terms of personnel, educationatkground, lack of technical
instructions in the investigation regarding the diamy of the Criminal
Investigation Corruption, inadequate infrastructundnich is still very limited
budget, going back and forth frequently the cas@| digabungnya the
investigation at the Directorate 11l of Corrupti@@WCC Criminal Investigation
Police makes no maximum results in performance uifed by personnel of
Directorate 1ll of Corruption & WCC Criminal Invagation Police. So the
conclusion of this research is the DirectorateoflICorruption & WCC Criminal
Investigation Police is not optimal in performingw enforcement duties of
corruption and other organizational structure rec@mdation two researchers
present the comparison with the Attorney Jampidsog its KPK and other
supporting data to prove that the, DirectorateoflCorruption & WCC Criminal

Investigation Police in the hope of renewal androepment of the organizational
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structure of Directorate Ill of Corruption & WCC i@rinal Investigation Police,
and also takes the leadership that is committéto this corrupt in Indonesia in
order to support the tasks of the personnel oftinectorate Il of Corruption &

WCC Criminal Investigation Police.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu unsur yang sangat penting dari penedaldaumm dalam suatu negara untuk
mencapai pemerintahan yang bersih dan bebas dati&talah perang terhadap korupsi, karena
korupsi merupakan penyakit kanker yang imun, melpasmanen dan merusak semua sendi
kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk perekoneerta penataan ruang wilayabh.

Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKNlhdbnesia dewasa ini mengalami
berbagai kendala yang cukup kompleks. Berbagai aipaplementasi strategi pemberantasan
korupsi, kolusi dan nepotisme telah dilaksanakaalawpun tidak optimal. Demikian halnya
dengan pembentukan berbagai peraturan perundamagakodisi pemberantasan KKN. Namun
tingkat KKN, khususnya korupsi di Indonesia tidaga mengalami perubahan berarti. Korupsi
sudah menjadi wabah penyakit yang menular di setispat negara dari tingkat yang paling
rendah hingga tingkatan yang paling tinggi. Dengamikian diperlukan upaya yang lebih
komprehensif dan holistik untuk melakukan gerakatilkorupsi pada berbagai tingkatan.

Seperti kita ketahui bersama, korupsi di Indondésikanlah hal yang baru dan menjadi
endemik yang sangat lama semenjak pemerintaharrt8wdai tahun 1965 hingga tahun 1997.
Gerakan reformasi yang menumbangkan pemerintahehao dimasa Orde Baru menuntut,
antara lain ditegakkannya supremasi hukum dan pemtasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN). Masalah Korupsi adalah masalah yang palikgpa dan menarik sebagai persoalan
hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rummapggulangannya. Salah satu penyebab
sulitnya pemberantasan Korupsi adalah sulitnya pétrdn, karena para pelaku tindak pidana
ini melakukan kejahatannya dengan sangatirapi.

Banyak upaya yang dilakukan guna memperteguh pemtasan tindak pidana Korupsi
dengan cara membuat, memperbaiki dan merevisiygaraperaturan mengenai Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sehingga seolah-olah tidek eglah untuk terbebasnya koruptor dari

! www.hukumonline.comTransparansi International: Indonesia masih negara terkorup, diakses tanggal 11 Maret
20009.
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jeratan hukum. Namun keberhasilan dari suatu Undax@ng untuk menjerat pelaku Tindak
Pidana juga sangat bergantung pada aparat penegainlsebagai pelaksanarya.
Berdasakan laporan tahunan dari lembaga intemmalsiernama, Political and Economic
Risk Consultancy (PERC) yang bermarkas di Hongkémdpnesia adalah negara yang terkorup
nomor tiga di dunia dalam hasil surveinya tahun12b8rsama dengan Uganda. Indonesia juga
terkorup nomor 4 pada tahun 2002 bersama dengayaK&edangkan Pada tahun 2005 PERC
mengemukakan bahwa Indonesia masih menjadi negetardp di dunia, walaupun Bangsa
Indonesia memiliki Himpunan peraturan tentang Kerwyang terdiri dari :
9 Undang-undang :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 28@éhg perlindungan saksi dan
korban.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2006talg pengesahan United
Nation Convention Againts Coruption.
3. Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 208&dng perubahan atas Undang-
undang No 15 Tahun 2002 Tentang Tindak pidana Rercuang.
4. Undang-Undang Republik Indonesia No 15 Tahun 28@2ang tindak pidana pencucian
uang.
5. Undang-Undang Republik Indonesia No 30 Tahun 2@d2ahg Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.
6. Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2@dlahg perubahan atas Undang-
Undang No 31 Tahun 1999 tentang PemberantasankiRidana Korupsi.
7. Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahur@li@dtang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
8. Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 188fang Penyelengaraan Negara
yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepe.
9. Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 188tahg Pidana Suap.
5 Peraturan Pemerintah :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 57 TaR003 Tentang tata cara

perlindungan khusus bagi pelapor bagi dan sak$akipidana pencucian uang.

“www.digilib.unila.ac.id/goKompetensi Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
Antara Polisi dan Jaksa, diakses tanggal 8 Maret 2009.
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2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 63 T&@05 Tentang Sistem manajemen
sumber daya manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 TaR000 Tentang tata cara
pelaksanaan peran serta masyarakat dan pembenghgrgaan dalam pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 T&®D Tentang Tim gabungan
Tindak Pidana Korupsi.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 65 [Tah@99 Tentang tata cara
pemeriksaan kekayaan penyelenggara Negara.

Keputusan Presiden :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 11 Tah@d5 2tentang Tim koordinasi
Pemberantasan tindak pidana korupsi.

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 59 TaB0@4 tentang Pembentukan
Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada pengadilami Nekarta Pusat.

Intruksi Presiden :

1. Intruksi Presiden Republik Indonesia No 5 Tahun 4200entang percepatan
Pemberantasan Korupsi.

Ketetapan MPR :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Repulldonesia No XI/MPR/1998
tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih das kehgpsi, kolusi, nepotisme.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Repulidoresia No VII/MPR/2001
tentang Rekomendasi arah kebijakan pemeberantasapeahcegahan korupsi, kolusi,
nepotisme.

Keputusan Jaksa Agung :

1. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No : Kef02 /JA/05/2000 tentang
pembentukan tim gabungan pemberantasan tindakaldanpsi.

2. Keputusan bersama Ketua Komisi Pemberantasan KodapsJaksa Agung Republik
Indonesia Nomor KEP — 111212005 Nomor KEP — IALLA12005 tentang kerja sama
anatara Komisi Pemberantasan Korupsi dan KejakRaanblik Indonesia dalam rangka

pemberantasan korupsi.
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Transparansi Internasional Indonesia (T1l) menekgratndonesia sebagai negara sepuluh
besar yang terkorup didunia dalam hasil surveyri§anyebab utamanya karena gaji pegawai
negeri dibawah standar hidup sehari-hari dan sigtemgawasan yang lemah. Secara sistematik
telah diciptakan suatu kondisi, baik disadari didak dimana gaji satu bulan hanya cukup untuk
satu atau dua minggu. Disamping lemahnya sisterggvesisan yang ada memberi kesempatan
untuk melakukan korupsi. Sehingga hal ini mendorpaga pegawai negeri untuk mencari
tambahan dengan memanfaatkan fasilitas publik ukeplentingan pribadi atau golongan walau
dengan cara melawan hukum.

Selain itu, sistem peradilan pidana Indonesia tiakjalan efektif untuk memerangi
korupsi di tambah dengan tidak adanya komitmen Riamp tertinggi dalam memberantas
Korupsi. Sehingga pelaku korupsi terbebas daritgerdaukum. Menurut bank dunia bahwa
korupsi di Indonesia terjadi dimana-mana di berbdgeel golongan pegawai negeri sipil,
tentara, polisi dan politisi bahkan sudah melandaebapa kelembagaan seperti Kepolisian,
Kejaksaan, Peradilan, Dewan Perwakilan Rakyat (DK&)g seharusnya bertugas untuk
memberantas korupsi.

Oleh sebab itu, dengan memperhatikan kenyataaebtgrsliatas, maka tidaklah benar
suatu pendapat yang mengatakan bahwa terjadiny@sidtarena gaji pegawai yang rendah atau
kehidupan rakyat yang semakin melarat. Akan tekapupsi juga terjadi oleh karena adanya
keserakahan dan kurangnya ketangguhan mental ataumal para pejabat yang berwenang.

Pemberantasan korupsi di Indonesia memiliki sejatgtup panjang, sejak dibentuknya
Lembaga Pemberantasan Korupsi di era Soekarno (RAPSitia Retooling Aparatur Negara)
di awal tahun 1960-an hingga kini dengan kehadiamisi Pemberantasan Korupsi. Banyak
cerita kegagalan disamping keberhasilannya. PARARKalap awal memiliki tugas mencatat
kekayaan pejabat, akan tetapi kandas ditengah gtdvat perilaku birokrat yang sembunyi
dibalik Presiden.

Tahun 1963 PARAN diaktifkan kembali dengan opebasihi yang dipimpin AH Nasution
dan Wirjono Prodjodikusumo. Namun demikian, bankaikdala yang dialami lembaga-lembaga
pemberantasan korupsi disamping lemahnya komitnaditikpPresiden, kapasitas lembaga,

penghindaran proses hukum, mafia peradilan danvamsi partai politik maupun kekuatan lain

* Himpunan Peraturan tentang Korupsi, Sinar grafika Jakarta 2008
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sebenarnya telah ada sejak gerakan pemberantasapsikdicanangkan dari awal. PARAN
gagal karena banyak yang sembunyi di balik kekumsz@siden, sementara operasi budhi
berhenti karena dihapus Presiden Soekarno seraten& dianggap mengganggu kewibawaan
Presiden.

Sedangkan di era Soeharto kegagalan Operasi Rame(@PSTIB) karena adanya campur
tangan militer, sementara banyak kalangan mili@ngy duduk di kursi-kursi empuk Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) menggerogoti melalui b&gai jurus korupnya. Seperti
Pengungkapan Kasus Korupsi di Pertamina yang géilyaliskan sejak operasi budhi dengan
alasan pergi ke luar negeri.

Presiden BJ Habibie pernah mengeluarkan UU Nomor T2Bun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas ibrbi€rikut pembentukan berbagai komisi
atau badan baru seperti Komisi Pemeriksa Kekayagiab® Negara (KPKPN), Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atau lembaga Gméand

Di era Gus Dur lebih parah lagi, Presiden Abdurrahivahid membentuk Tim Gabungan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Badardibentuk dengan Keputusan
Presiden (Keppres) di masa Jaksa Agung Marzukidp@aa dan dipimpin Hakim Agung Andi
Andojo. Sayangnya di tengah semangat menggebu-gebuk memberantas korupsi dari
anggota tim, melalui suatu judicial review Mahkandgung, TGPTPK akhirnya dibubarkan.

Baru di era Megawati lahirlah Komisi Pemberantasdak Pidana Korupsi (KPTPK) atau
lebih sering disebut Komisi Pemberantas Korupsi KKBang saat ini sedang dimabuk
keberhasilan. Ditengah hiruk pikuk keberhasilanmy@anun KPK tidak sepi kritik mengingat
banyaknya kasus megakorupsi di depan mata. Selputksaus Bantuan Likuidasi Bank
Indonesia (BLBI), Kasus hotel Hilton, yang membueaitor kasus korupsi pada angka-angka
trilyunan rupiah, melebihi batas ambang 1 milyapiah yang dianggap mulai memasuki
wewenang KPK.

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Indonastak mencegah dan menanggulangi
kejahatan tindak pidana korupsi yaitu dengan lghirdU. No. 3 tahun 1971 tentang Tindak
Pidana Korupsi yang kemudian dicabut dengan lahirijJ. No. 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Korupsi yang kemudian diubah dendarNtl 20 tahun 2001. Selain itu,
pemerintah juga melahirkan lembaga-lembaga yandudees khusus untuk memberantas

korupsi.
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Dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitap Undang-Ugdddukum Acara Pidana
(KUHAP) disebutkan bahwa Kepolisian Negara Repulbtitonesia (POLRI) adalah sebagai
Penyidik tunggal, Kejaksaan juga punya kewenangatoukumenyidik kasus kasus korupsi
sebagai mana diatur dalam Undang- Undang KejakgsanUU No. 16 tahun 2004, UU No. 20
tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan UU B tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK).

1.2. Hipotesis
Hipotesis dapat di artikan sebagai tesis semerdtaa kebenaran smentara yang dapat
digunakan sebagai pedoman kerja untuk uiesgn langkah-langkah penelitian selanjutnya.
Perumusan hipotesis ini bermanfaat untuk menentulain kerja penelitian, dimana
hipotesis yang telah dibuat akan banyak membantandaupaya mencari jawaban
pemecahan masalah dalam penelitian. Kebenaran masth bersifat sementara ini masih
harus dinilai kebenarannya didukung bukti-bukti yamrlevan dan dihubung-hubungkan
untuk mendapatkan jawaban kebenaran terhadap pEeahas penelitian.
Dalam merumuskan hipotesis sebagaimana disebutdamdengantar logika irving copy,
bahwa:

“Merumuskan hipotesis pada suatu tahap penyelnlilsetiap orang apakah dia detektif,
ilmuan atau orang awam akan merasa bahwa ia tekxmperoleh semua fakta yang
dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang dihadapeh dikatakan bahwa ia telah
membanding-bandingkan fakta yang ada, namun masdmpunyai tugas untuk
“Menyimpulkan”. Jika berhasil maka hasil akhir daerpikir seperti itu adalah hipotesis
yang menjelaskan semua data, baik semua rangkaksam dwal yang merupakan masalah,
maupun fakta tambahan yang di tunjuk hipotesis aR@hemuan yang sesungguhnya akan
hipotesis yang menjelaskan seperti itu merupakboaeproses yang meliputi khayalan dan
juga pengetahuan. Apabila sebuah Hipotesis sudgikdn, hipotesis itu masih harus dinilai
lagi. Andaikan hipotesi itu relevan, dapat diujndaocok dengan keyakinan lain yang sudah
terbukti kebenarannya, maka criteria akhir untuk niaeé sebuah hipotesis adalah

kemampuan untuk meramalkan.

4 C.A.Quadir,1995,llmu Pengetahuan dan MetodenyarfakYayasan Obor Indonesia, Hal :58-59
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1.3. Masalah Penelitian

Mengacu pada latar belakang yang di kemukakangjipermasalahan dalam penelitian
yang akan dibahas dalam penyusunan tesis ini adaksyai berikut :

Belum optimalnya peran Penyidik Direktorat Il aith korupsi bareskrim Mabes Polri
dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indan@ka di tinjau dari aspek kualitas dan
kuantitas, dimana jika di tinjau dari aspek kuastitcontohnya berbicara masalah jumlah
personil yang kurang, dimana berjumlah 85 ( Delgpaloh lima ) personil pada Dit Il Pidkor
& Wcc Bareskrim Polri, apabila dihadapkan denganl@h penanganan perkara yang di tangani,

masih di rasakan kurang.

Dan jika berbicara dengan aspek kualitas, makabdlskan oleh sumber daya manusia
penyidik Dit Il Pidkor & WCC bareskrim Polri maséda yg latar belakang pendidikannya dari
Sekolah menengah atas yang mana terkait dengamksuma penyidikannya yang terbatas jika
di bandingkan penyidik yang sudah merasakan pe@iidtl dan juga dikaitkan dengan aspek
anggaran keuangan di Polri masih terbatas dalamngaman tindak pidana korupsi ,jika dilihat
dengan Kejaksaan yang memiliki dana yang mencukefigp penanganan kasus dan juga
penyidik kejaksaan yang mendapatkan gaji tambatian bBonorer bagi penyidiknya jika
menangani setiap kasus Tindak Pidana Korupsi,dirk@palisian dan Kejaksaan masuk dalam
Criminal Justice System, sangat berbeda denganyéRl yang mana seharusnya hanya sebagai
pemicu (trigger mekanism), namun pada kenyataakiBi& yang bersifat sementara menjadi
Garda terdepan yang di harapkan masyarakat dalamangani tindak pidana korupsi, yang
mana seharusnya KPK hanya membantu supaya Kepolisin Kejaksaan menjadi Penyidik
Garda depan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi.

Adanya hambatan- hambatan yuridis Kepolisian Khugaissang dihadapi Dit 11l Pidkor
Barekrim Mabes Polri dalam melakukan penyidikand@k Pidana Korupsi yang menyebabkan

polri belum optimal dalam melakukan tugasnya umh@mberantas korupsi.
1.4. RuangLingkup

Untuk membatasi Penelitian saya untuk mencapail lpesielitian yang focus pada
permasalahan, maka mengacu pada ruang lingkumtekitzerja Penyidik Direktorat Il Tipikor
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Bareskrim Mabes Polri dalam Pelaksanaan Tugas uP¢nkberantasan Tindak Pidana Korupsi

dilndonesia.

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.6.

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah :

1. Tujuannya supaya optimalnya peran Dir Il TipikBareskrim Mabes Polri dalam

memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

. Untuk mengetahui hambatan - hambatan yang dihaBaplyidik Direktorat Il Pidana

Korupsi & Wcc Bareskrim Polri dalam melakukan pelikan Tindak Pidana Korupsi
sehingga menyebabkan peran Polri belum optimalndateelakukan tugasnya untuk

memberantas Tindak Pidana Korupsi.

. Untuk menganalisa peran Direktorat Il Pidana Kaeiugan Wcc Bareskrim Polri yang

belum optimal dalam memberantas korupsi.

Metodologi Penelitian dan Pendekatan
Dalam penelitian tesis ini, metode yang digunalcalah sebagai berikut :
1. Pendekatan Kualitatif

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yampsarkan pada metode,
sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujugtuk mempelajari satu atau
beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan mehggmga. Selain itu juga diadakan
pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukunebigrsuntuk kemudian
mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahas@la@man yang timbul
didalam gejala yang bersangkutan.

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelihakum Normatif dan
penelitian hukum Empiris. Penelitian hukum normatimencakup penelitian terhadap
asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinlasinissejarah hukum dan
perbandingan hukum. Sedangkan penelitian hukunolegss (empiris) terdiri dari
penelitian terhadap identifikasi dan efektifitagimn ®

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitianagalah metode yuridis

normatif. Pentingnya pendekatan sosio legal datai kukum berangkat dari adanya

® Soerjono SoekantogRgantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul Pres, 1986, hal. 43. (buku 1)
® Bambang WaluyoPenelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hal. 13-16.
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ketidakpuasan para ahli yang menggunakan pendekiateninal dalam kajiannya,
mereka merasa bahwa banyak hal yang tidak terundkaptidak terjelaskan bila
masalah hukum hanya didekati secara yuridis safebih-lebih mengenai masalah
beroperasinya hukum dalam masyarakat.

Karena hukum selalu mendeskripsikan perilaku manyang tercermin dalam
norma yang tidak tergantung pada jumlah sikap kindenusia, maka penelitian
dilakukan yaitu bersifat kualitatif. Hukum sebalgnii sosial budaya selalu bermuatan
perilaku manusia sebagai mahkluk sosial. Biasamgdlagu manusia yang acap
berubah dilihat dari sisi kualitatifnya dan tida&kda sisi kuantitasnya. Sejalan dengan
itu pula, bahwa hukum juga bisa dipelajari danliditeebagai suatu studi mengenai
law in action, karena mempelajari dan meneliti hubungan timladik antara hukum
dengan lembaga-lembaga sosial yang lain sehinggapakan studi ilmu sosial yang

non doktrinal dan bersifat empifis.

2. Wawancara.

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian inipoéldata primer dan data
sekunder. Data primer adalah data yang diperolepgslang dari sumbernya. Data
primer ini diperoleh secara langsung dari laporangydikumpulkan dengan cara
melakukan wawancara (interview) kepada anggota lisggo khususnya dengan
penyidik kasus-kasus tindak pidana korupsi di Doekt kriminal khusus Satuan
tindak pidana korupsi Palri.

Data sekunder, data ini diperoleh secara tidaksiang, yang dikumpulkan melalui
dokumentasi, dokumen resmi pemerintah, hasil-hpsielitian dibidang hukum

pidana dan pendapat para ahli hukum.

3. Metode pengumpulan data
Dalam melakukan penelitian, pada umumnya data ddgsgroleh dari
kepustakaan, atau kedua-duanya. Data yang dipdeosigbung dari masyarakat atau

organisasi yang bersangkutan disebut data prineelangkan yang diperoleh dari

’ Sulistyowati Irianto, Metode Penelitian Kwalitatihlam metodelori penelitian ilmu hukum, majalatkima dan
pembangunan tahun XXXIII No. 2 April-juni 2002, hab0

8 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, 1990, hal.34
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kepustakaan disebut data sekunder. Dalam penelitiarpengumpulan data yang
digunakan adalah melalui penelusuran literatur paraturan perundang-undangan

yang ada.

4. Kajian dokumen

Analisa dokumen dalam penelitian kualitatif ini ¢perak secara induktip,
yaitu penelitian berdasarkan data/fakta empirisujueketingkat abstraksi yang lebih
tinggi. Data yang mengarah pada kajian-kajian yhegupa asas-asas, konsepsi-
konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin tmkperaturan-peraturan hukum
serta isi kaedah hukum dianalisis secara kualitatif

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN
Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah selmayikut:
A. Babl: PENDAHULUAN
Dalam pendahuluan ini, terdiri dari beberapa sdoljantara lain: 1.1.Latar

belakang, dalam pembahasan ini, penulis mengungkaiekitang apa latar belakang
dari pemilihan judul; 1.2. Hipotesis, 1.8ribi tentang permasalahan-
permasalahan yang akan penulis bahas; 1.4. Ruaggup, berisi tentang tujuan
dalam penulisan tesis; 1.5. Tujuan dan ManfaatIRiame dalam metodologi
penelitian ini penulis mengungkapkan metode-me&deyang digunakan dalam

melakukan penelitian; 1.6. Metodologi Penelitian &endekatan.

B. Babll: TINJAUAN KEPUSTAKAAN
Pada bagian bab ini penulis memuat tentang : hyd?gan Kajian

Kepustakaan, 2.2. Kerangka Teori 2.3. Kerangka &pn2.4. Kerangka Berpikir.

C. Bablll : GAMBARAN UMUM
Dalam Bab Il ini membahas :3.1. Gambaran Bareskuatmi, 3.2. Gambaran
penegakkan hukum Tindak Pidana Korupsi dilndonesia,
3.3. Gambaran Dit Ill Pidkor &Wcc Bareskrim Polri.
D. BablIV:HASIL PENELITIAN
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Pada bab ini penulis membahas tentang : 4.1. Fakidor yang
mempengaruhi tidak Optimalnya Dit Il Pidkor & WBareskrim Polri. 4.2. Upaya
peningkatan Kinerja Dit Il Pidkor & Wcc BareskriRolri.

BabV: PEMBAHASAN

Pada Bab ini penulis menganalisa 5.1. Faktor-kajdag mempengaruhi tidak
Optimalnya Dit Il Pidkor & Wcc Bareskrim dan memgdisis 5.2. Upaya
peningkatan Kinerja Dit Il Pidkor & Wcc BareskriRolri dengan teori Peran (
Goffman) dan teori system hukum (Lawrence M. Hriad) dan dengan konsep
Manajemen fungsi (Terry & Edwin B.Flippo) dengargncanaan,

pengorganisasian, Pelaksanaan, dan pengendalian.

Bab VI : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini penulis menjelaskan kualitas penyidik Il Pidkor & WCC
Bareskrim Polri dan juga memberikan saran untukingiatkan kualitas penyidik
Dit Ill Pidkor & WCC Bareskrim Polri.
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BAB I1
TINJAUAN KEPUSTAKAAN

1.1. Kajian Kepustakaan

Sebelum menguraikan pengertian korupsi, terlebithulda akan penulis uraikan
pengertian tentang tindak pidana. Pembentuk undadgng kita menggunakan istilah
strafbaarfeit untuk menyebutkan nama tindak pidana. Dalam batetandastrafbaarfeit
terdapat dua unsur pembentuk kata, yaittafbaar dan feit. Perkataanfeit adalah bahasa
Belanda yang diartikan sebagian dari kenyataanangedtrafbaar berarti dapat dihukum,
sehingga secara harfiah perkatasrafbaarfeit berarti sebagian dari kenyataan yang dapat
dihukum.

Di dalam Bab | Pasal 1 Ayat (1) KUHP ada asas ydiegbut‘nullum delicttum nulla
poena sine praevia lege poeralgang pada intinya menyatakan bahwa tiada suathyatan
dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undag@ng yang mengatur sebelumnya. Jadi di
sinilah letak perbedaan istilah hukuman dan pidakdinya adalah bahwa pidana harus
berdasarkan ketentuan undang-undang, sedangkamhoKabih luas pengertiannya.

Beberapa ahli hukutmmembuaPengertian dari perkataatrafbaarffeitantara lain yaitu :

1. Simons
Dalam rumusannyatrafbaarfeititu adalah tindakan melanggar hukum yang teladkdkan
dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja olelfeorasg yang dapat
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleangidndang telah dinyatakan sebagai
tindakan yang dapat dihukum.

2. E. Utrecht
Menerjemahkarstrafbaarfeitdengan istilah peristiwa pidana yang sering juigalitdelik,
karena peristiwa itu suatu perbuatendelenataudoen positifatau suatu melalaikaralaten
negative maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan kapmmrbuatan atau melalaikan
itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiw&uhu rechtsfeit) yaitu peristiwa

kemasyarakatan yang membawa akibat yang diaturholietim.

3. Pompe
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Perkataarstrafbaarfeit secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suaangghran norma
atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengajyajseatau tidak sengaja telah dilakukan
oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukumaadaphpelaku itu adalah penting demi
terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepgan umum. Dipidananya seseorang
tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukarmpatan yang bertentangan dengan hukum
atau bersifat melawan hukum.

4. Moeljatmo
Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukuamdan yang mana disertai sanksi berupa
pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggaarattersebut. Dapat juga dikatakan
bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yangrdjléwm#um dan diancam pidana asal saja
dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan ppeduatan (yaitu kejadian atau keadaan
yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang anngitananya ditujukan pada orang yang
menimbulkan kejahatan).
Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur
a. Perbuatan (manusia)
b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat fpradas formil ini harus ada

karena asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.

c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

5. Prof. Sudarto, SH. Menyatakan tentang:
Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankaad&eorang yang melakukan perbuatan
yang memenuhi syarat-syarat tertentutitu.

6. Sedangkan tentang hukum, Simorangkir dalam bukuRgtajaran Hukum Indonesia
menyebutkan:
Merumuskan Hukum sebagai peraturan-peraturan yargjfét memaksa, yang menentukan
tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakamgydibuat oleh badan-badan resmi
yang berwajib, pelanggaran mana terhadap perapeaturan tadi berakibat diambilnya
tindakan, yaitu dengan hukuman yang terténtu.

7. Definisi Hukum Pidana yaitu sebagai berikut.

! Sudarto. Hukum Pidana, Jilid | A, 1975, him 7
2 Simorangkir, Pelajaran Hukum Indonesia, Gunungrguakarta, cet. XI, 1962. HIm 6
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a. Hukum pidana adalah hukum sanksi. Definisi ini dikan berdasarkan ciri yang melekat

pada hukum pidana yang membedakan dengan lapakgenhain.

b. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentulunmmengenai perbuatan-perbuatan

yang dapat dihukum.

c. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan mengenai:

Perbuatan yang dilarang yang disertai ancaman agrdana bagi pelanggarnya.
Dalam keadaan apa terhadap pelanggaranya dapgahdhakuman.

Bagaimana cara penerapan pidana terhadap pelakunya.

1.1.1 Pengertian korupsi.

Dalam ensiklopedia Indonesia disebkorupsi” (dari bahasa latin : coruptio =
penyuapan; corruptore = merusak ) gejala dimana pajabat, badan-badan negara
menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuageemalsuan serta
ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfiah darugsi dapat berupa :

a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermkebkjatan dan ketidak jujuran
b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang,ripe@® uang sogok, dan
sebagainya.
c. - Korup (busuk, suka menerima uang suap/sogokjakei
kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebaga
- Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan yasmgrimaan uang sogok, dan
sebagainya)
- Koruptor (orang yang korupsi)

Secara harfiah, korupsi merupakan sesuatu yangpjahat dan merusak. Jika
membicarakan tentang korupsi memang akan menenkekg/ataan semacam itu karena
korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan kaadang busuk, jabatan dalam
instansi atau aparatur pemerintah, penyelewendarakaan dalam jabatan karena
pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penataup keluarga atau golongan

kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannygabDelemikian, secara harfiah

3 Chaerudin. Materi pokok Asas-Asas Hukum Pidan&ulas Hukum Universitas Islam As-syafi'iyah, 1996m

4 S.Wojowasito W.J.S. Poerwadarminta, kamus lengigapls-Indonesia,Indonesia-Inggris, Penerbit :Hasta
Bandung.
® Muhammad ali, kamus lengkap bahasa Indonesia mpglenerbit pustaka amani, Jakarta.
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dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istibatpsi memiliki arti yang sangat

luas.

1. Korupsi; penyelewengan atau penggelapan (uang aegtu perusahaan dan
sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan oramg lai

2. Korupsi; busuk; rusak; suka memakai barang ataug ugang dipercayakan
kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaanny&k lefoentingan pribadi)

Mantan Jaksa agung (alm) Baharuddin Lopa dalamriyadiejahatan korupsi dan

penegakkan hukumembagi korupsi menurut sifatnya dalam 2 (duajieryaitu

sebagai berikut :

1. Korupsi yang bermotif terselubung
Yakni korupsi secara sepintas kelihatannya berrmpotifik, tetapi secara tersembunyi
sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata.
Contoh; seorang pejabat menerima uang suap deagg@akan menerima si pemberi
suap menjadi pegawai negeri atau diangkat dalantu ga#datan, namun dalam
kenyataannya setelah menerima suap, pejabat ék treemperdulikan lagi janjinya
kepada orang yang memberi suap tersebut. Yang pa#talah mendapatkan uang
tersebut.

2. Korupsi yang bermotif ganda
Yaitu seseorang melakukan korupsi secara lahirdinéannya hanya bermotifkan
mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotifylakmi kepentingan politik.
Contohnya; seseorang yang membujuk dan menyogokrspopejabat agar dengan
menyalahgunakan kekuasaannya, pejabat itu dalamgamdnl keputusannya
memberikan suatu fasilitas pada si pembujuk iteskipun sesungguhnya si
pembujuk (penyogok) tidak memikirkan apakah famslittu akan memberikan hasil

kepadanya.

Sementara itu pengertian korupsi menurut UndangwugdNo. 31 tahun 1999 jo
Undang-undang No. 20 tahun 2001 sebagai hukumifp@sé constitutun/ius operatuym
ada beberapa tipe pengertian korupsi tersebutPyait

1. Pengertian korupsi tipe pertama

® Lilik Mulyadi,SH.,MH. Tindak pidana korupsi diindesia, Penerbit PT. ALUMNI, Bandung, 2007 hal.79
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Tindak pidana korupsi tipe pertama terdapat dalaterkuan pasal 2 UU No. 31

tahun 1999 menyebutkan, bahwa:

a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukerug@n memperkaya
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara, dipiddgragan pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling singkate#hpat) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedit 200.000.000,00. (dua
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000,00. (satu millyar
rupiah).

b) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimdkayat (1) dilakukan
dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatunkan

2. Pengertian korupsi tipe kedua

Pengertian korupsi tipe kedua diatur dalam ketenpzsal 3 UU No. 31 Tahun 1999,

yakni :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan séndiri atau orang lain atau

suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kegampatau sarana yang ada

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatigiltan Keuangan negara
atau perekonomian negara, dipidana penjara seumdug atau pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan atau denda pateglikit Rp. 50.000.000,- (lima
puluh juta) rupiah dan paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu milyar rupiah).”

3. Pengertian korupsi tipe ketiga

Pengertian korupsi tipe ketiga terdapat dalam ke#en pasal 5,6,8,9,10,11,12,13

Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang merupakanl pasd Undang-undang

Hukum Pidana (KUHP) kemudian ditarik menjadi tingadtana korupsi.

4. Pengertian Korupsi tipe keempat

Pengertian korupsi tipe keempat adalah tipe korpescobaan, pembantuan atau

pemufakatan jahat serta pemberian kesempatan,asatan keterangan terjadinya

tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orangatilwilayah Indonesia (pasal 15

dan 16 UU No. 31 tahun 1999).

5. Pengertian korupsi tipe kelima
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Pengertian korupsi tipe kelima ini bukanlah betsifaurni tindak pidana korupsi,
tetapi tindak pidana lain yang berkaitan dengadatinpidana korupsi sebagaimana
diatur dalam BB Il Pasal 21 sampai dengan pasdl@4No. 31 tahun 1999, yang
berbunyi antara lain :

a. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, mejirdtau menggagalkan
secara langsung atau tidak langsung penyidikanyrgetan, dan pemeriksaan
disidang pengadilan terhadap tersangka atau teejataupun para saksi dalam
perkara korupsi dipidana dengan pidana penjaraagaingkat 3 (tiga) tahun
paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau dendzgedikit Rp. 150.000.000,-
(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling bankak 600.000.000,-(enam ratus
juta rupiah)

b. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasah28l 5 atau pasal 36 UU
No. 31/1999 yang dengan sengaja tidak memberi &sgan atau memberi
keterangan yang tidak benar dipidana dengan pigangra paling singkat 3
(tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) taramatau denda paling sedikit
Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiahh geling banyak Rp.
600.000.000,-(enam ratus juta rupiah)

c. Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap keterdgabagaimana dimaksud
dalam pasal 220, pasal 231, pasal 241, pasal 423| 29 atau pasal 430 KUH
Pidana dipidana dengan pidana penjara paling $ediisatu) tahun dan paling
lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedki6B.000.000,-(lima puluh
juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000a(tegfus juta rupiah),dan

d. Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimanakdid dalam pasal 31
UU No.31 tahun 1999, dipidana dengan pidana perpafing lama 3 (tiga)
tahun dan atau denda paling banyak Rp.150.000(86fxtus lima puluh juta
rupiah).

1.1.2 Unsur- unsur, Jenis, Tempat dan waktu Tindak Pidana Korupsi.
Berikut ini penulis akan menguraikan unsur-unsemijg dan tempat
maupun waktu tindak pidana :

A. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana itu tededirii :

1. Unsur subjektif;
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a. Kesengajaan atau kelalaian
b. Maksud dari suatu percobaan atau poging sepertj giamaksud dalam pasal
53 ayat (1) KUHP)
c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahmgncurian, penipuan,
pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdajslam kejahatan
menurut pasal 340 KUHP
e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam runtusdak pidana menurut
pasal 308 KUHP
2. Unsur objektif ;
a. Sifat melawan hukum
b. Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai megjeil melakukan
kejahatan yang diatur dalam pasal 415 KUHP
c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakbagse penyebab dengan
kenyataan sebagai akibat.
Jenis tindak pidana
Jenis tindak pidana terdiri atas pelanggaran d@h&tan. Pembagian tindak pidana
ini membawa akibat hukum materiil, yaitu sebagaikioe :
a. Undang-undang tidak membuat perbedaan ampratdan culpa dalam suatu
pelanggaran
b. Percobaan suatu pelanggaran tidak dapat dihukum
Keikutsertaan dalam pelanggaran tidak dapat dihukum
d. Pelanggaran yang dilakukan pengurus atau anggotgupes ataupun para
komisaris dapat dihukum apabila pelanggaran ijadesepengetahuan mereka
e. Dalam pelanggaran itu tidak terdapat ketentuan bad@nya pengaduan yang
merupakan syarat bagi penuntutan.
. Tempat dan waktu tindak pidana
Tidak mudah untuk menentukan secara pasti tentakguvdan tempat dilakukannya
tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh hakikat akidana merupakan tindakan
manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannyengkali manusia

menggunakan alat yang dapat menimbulkan akibat wa#ttu dan tempat yang lain
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dimana orang tersebut telah menggunakan alatdalatDiapat pula terjadi bahwa
tindakan dari seorang pelaku telah menimbulkanatkpada waktu dan tempat yang
lain daripada waktu dan tempat dimana pelaku tetsetelakukan perbuatannya.
Tempus delictadalah waktu dimana telah terjadi suatu tindakmadsedangkaocus
delicti adalah tempat tindak pidana berlangsung.

Prof. Van Bemmelen mengatakan bahwa, yang dipansabagai tempat dan waktu
dilakukannya tindak pidana pada dasarnya adalapatedimana seorang pelaku telah
melakukan perbuatannya secara materiil. Yang degmggbagai locus delicti adalah :
a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukadigseperbuatannya

b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan olefasgotu bekerja

c. Tempat dimana akibat langsung dari suatu tindatketelah timbul

d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.

1.2. KerangkaTeori

Penelitian ini menggunakan Kerangka teori yang itilh untuk memahami peran
penyidikan dan penyelidikan korupsi yang ada diektorat Il Tipikor Mabes Polri
termasuk yang di dalamnya mekanisme control teghdinyidik yang di tinjau dari
berbagai aspek birokrasi Direktorat Pidkor BareskBirokrasi yang baik dan control
sangatlah penting sekali untuk menekan agar tidgladi Penyimpangan dalam setiap
proses penanganan kasus di Direktorat Il pidkobésaPolri.
1.2.1. Teori Peran

Pemberantasan korupsi memasuki abad 21 tampakmysgatami perubahan

paradigma, dari penghukuman dan penjeraan kepaddikberatkan pengembalian aset
hasil korupsi yang ditempatkan di negara lain. Pa&han paradigma ini secara nyata
dimuat dalam Bab V konvensi Perserikatan Bangsgd#a(PBB) antikorupsi tahun 2003,
yang telah diratifikasi dengan UU RI No 7/2008lenurut Teori peranan ,perananan

adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dgan suatu posisi tertentu

” http://. Indonesia .heartsoul.com/cerita/d/c370.shtml
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(Sarbin & Allen, 1986;Bidle & Thomas, 1966Menurut Teori ini, Peranan yang bebeda
membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. ( p:Mtt Indonesia
.heartsoul.com/cerita/d/c370.shtml)

Peranan Penyidik Dit Il Pidkor & Wcc Bareskrim Rolini berhubungan dengan
jabatannya sebagai seorang penyidik.Hal ini sedeiagan bertitik tolak pada teori peran
tersebut, diharapkan penyidik dapat bekerja segaodessional dalam memberantas
korupsi di Indonesia sekarang ini.

Peranan adalah sekumpulan harapan atau perilakubgahubungan dengan posisi
dalam struktur sosial, dan gagasan ini menyatakaanpan selalu di pertimbangkan dalam
konteks relasi karena hanya dalam relasi perangmatddi kenali (Mulson dan
Balgopal,1978).

Salah satu kesulitan pekerjaan social dalam meatgerkan ciri khusus relasi
profesional adalah pekerjaan social yang harusisaihkan sikap dan perilaku yang di
harapkan dari peranan profesional dan ada perdebaentang bagaimana
menyeimbangkan karena ada keterbukaan dalam dellagan klien.

(http;//blogs.unpad.ac.id/teguhaditya/arsip/pekefigacial/peksos/teori-pekerjaan-
sosial/teori-peranan-dalam-pekerjaan-
sosial.teguh.web.id/blogs.unpad.ac.id/teguhaditya

Pada kenyataanya harapan dari masyarakat serimgkhBnturan oleh ketidak
sadaran penyidik akan perannya. Menurut Atep Adyat (2003:5), “Kebanyakan orang
tidak pernah menyadari posisi dirinya, sehingganareka)sama kali tidak memahami
peran dirinya dalam interaksi sosial, baik dilinggan pekerjaan maupun di lingkungan
kemasyarakatan®. Untuk mengatasi masalah yangndukakan Atep, maka penyidik
harus berperilaku sesuai dengan perannya sebagapeadapat Robert Linton dan Park
mengenai teori Peran.

Teori Peran menggambarkan interaksi social dalaminelogy actor-aktor yang
bermain sesuai dengan apa-apa yang di tetapkamotiztya. Sesuai dengan teori ini,
harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersagiagnuntun kita untuk
berprilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menuruti @ seorang yang mempunyai peran
misalnya dokter, mahasiswa, orangtua, wanita, dastbagainya, diharapkan agar
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seseorang tadi berprilaku sesuai dengan persebigr Perilaku seseorang ditentukan
oleh peran sosialnya masing-masing.

Pada kenyataannya, peranan penyidik seringkaésliaskan dengan apa yang
diamanatkan oleh perundang-undangan yang ada.Kiepaya apa yang terjadi pandangan
Goffman tentang peranan.

Karya Goffman (1986) memperlihatkan cara lainnykmelihat adanya peranan.
Dalam interaksi social orang mengetahui tentanggdaen melalui cara menangkap tanda-
tanda dari berperilaku oranglain. Kita dapat memgpeuhi pandangan oranglain dengan
cara mengatur informasi; kita melakukan perbuatargydirancang agar kesannya tepat.
Peranan dalam pandangan ini adalah perbuatan ylakgk#n karena adanya harapan
social yang terkait dengan status social. Penamgita biasanya diidealkan dan
didalamnya tercakup harapan social.

(http://blogs.unpad.ac.id/teqguhaditya/arsip/pekesasial/peksos/teori-pekerjaan-

sosial/teori-peranan-dalam-pekerjaan-

sosial.tequh.web.id/blogs.unpads.ac.id/teguhaditya

1.2.2. Teori System Hukum

Mekanisasi arti “system” (hukum) mengalami suatupahan mendasar. Arah
idealistis SPP (Sistem Peradilan Pidana) ini ddppahami melalui sinonimitas pendapat
Lawrence M. Friedman dalam bukunya American Lawhai\is a Legal System ?
mengenai system hukum. Sistem, lanjutnya, haruleédlaah sebagai suatu kesatuan
yang meliputi tindakan re-evaluasi, reposisi, dampaharuan (reformasi) terhadap
struktur (structurg, Subtansi (Subtance)hukum darbudaya hukum (Legal culture).
Keterpaduan (“Integrated”) dari system hukum teuséh selayaknya dilakukan secara
simultan, integral dan pararel.

Systemic Approacimi sebagai bahan untuk memecahkan persoalan hukum
(Legal Isue ) atau penyelesaian hukum ( Legal mwiyt maupun pendapat hukum
(Legal Opinion), termasuk permasalahan korupstuyai

Pertama dari segiStructure (struktur) yang meliputi perbaikan segala
kelembagaan atau organ-organ yang menyelenggapakadilan sehingga terdapat

minimalisasi terjadinya KKN. Birokrasi struktur aelilan menimbulkan mafia
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pengadilan yang tealh menjadi polemik peralihaemilium yang selalu tidak
terpecahkan. Fungsi pengawasan peradilan terhada@@vokat setiap 2 tahun sekali
akan menjadi awal perbuatan tercela.

Persoalan hukum yang ada antara lain, berlakunyadJ8b tahun 1999 tentang
perubahan ketentuan pokok kekuasaan kehakimanusyes pasal 11, yaitu pemisahan
fungsi administratif badan peradilan dari eksekiiDépartemen Hakim dan Ham) kepada
Mahkamah Agung meski di laksanakan secara berfadlapy lama 5 tahun, merupakan
salah suatu pemecahan masalah yang berkepanjdaganembantu para Hakim
menjalankan fungsi judisielnya. Kekuasaan ekstdidak lagi mencampuri masalah
administratif yang berdampak pada penaganan telemsubtantif judisiel hakim dalam
menjalankan tugas profesionalnya. Perkara yangrberdi politik dapat di jalankan
sesuai hati nurani para Hakimnya, tanpa ada ramadtir eksekutif yang telah
memisahkan diri dari fungsi administratif judikatif

Dibentuknya suatu Komisi Pemberantasan Korupsi yemngifat independen dan
komisi ini memiliki kewenangan penyelidikan, petigan dan penuntutan sebagai
institusi penegakan hukum yang sudah ada (PolsKagaksaan). Pula adanya Komisi
Ombusdman Nasional melalui Keputusan Presiden Nbasin 2000 yang memberikan
peran masyarakat yang cukup signifikan dalam rangiaciptakan dan mengembangkan
kondisi yang kondusif terhadap pelaksanaan pemtzsram Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

Indonesia telah melakukan pendekatan komporasfganbentukan institusi ini
dengan Negara lain,sepdrtongkong melaluilndependence&Commision Anty
Corruption, Malaysia dengarAnti Corruption Agency Singapura dengargingapore’s
Corruption Prevention and Investigation BureadanM uangthai melaluiThailand’s
National Counter Corruption Commission.

Penyelesaian dan Pendapat Hukum adalah sebaggpe@jetasan pada unsur
ketiga dibawah ini.

Kedua,dari segiSubtanceyang menyangkut pembaharuan terhadap berbagai
perangkat peraturan dan ketentuan normative (Rgfdrm), pola dan kehendak perilaku
masyarakat yang ada dalam system hukum tersebubdPasan dalam makala inilah
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yang membahas sekilas problematika dalam penepgrandang-undangan tentang
Tindak Pidana Korupsi.

Persoalan hukum pada era reformasi ini, pembahaeulaadap subtansi hukum
mengarah kepada Pendekatan kemasyarakatan, bgkaada sisi legalistic formal.Juga
dengan di berlakukannya UU. No.20 Tahun 2001 tgnpemubahan Undang-undang No
31 Tahun 1999 tentang pemeberantasan Tindak Pikitani@si, yang akan di bahas
tersendiri khususnya eliminasi terhadap prinsipak&pn hukum dan proses berakar yang
baik merupakan identifikasi bahwa hukum hanyalddagai roda bergulirnya kekuasaan
politik.

Dahulu, putusan Hakim yang tidak sesuai denganndgiekekuasaan akan
mengakibatkan Hakim tersebut menerima mutasi keatlagang sangat jauh dan rentan
dari pusat kekuasaan. Penyelesaiaan dan Pend#pat laolalah tidak perlu dilakukan
seperti contoh tersebut ,namun perlu di carikatuss@usi yang bertujuan untuk
memperbaiki citra penegakkan hukum, yaitu ant@rageriu adanyaaw Enforcement
Officer Act, Menurut Prof Seno adji didalam karangan bukunyauldsirdan
Penegakkan Hukum. UU semacam ini sangat di perlbkgnpenunjangan control
terhadap para aparat penegak hukum yang melak@kegakkan hukum yang
melakukan penegakkan hukum tehadap pemberantasak pidana korupsi.
Diharapkan studi Komparasi yang di jadikan landdssgi pembentukan UU yang sangat
urgensif ini. Sanksi tegas dan berat di perlukanitllumengingat kehendak penegakkan
hukum di Indonesia ini sangat tergantung pada leelaamn pejabat penegak Hukum ini,
bukan saja para Hakim, tetapi pejabat pada syséeadialn pidana, yaitu Kepolisian,
Kejaksaan, KPK dan Lembaga permasyarakatan. Dddigani di harapkan adanya
antisipasi perilaku korupsi di ketahui sedini muingiKekayaan yang di peroleh dari
hasil perbuatan korupsi, umumnya berupa penempatag pada sarana perbangkan
akan di ketahui sedini mungkin, karena undang-ugd@matinya di perkenankan
adanya suatu investigasi terhadap asal-usul uasepiet secara komprehensif.

Ketiga, legal culture(budaya hukum) merupakan aspek signifikan yanighate
bagaimana masyarakat menganggap ketentuan sebaganindedsehingga masyarakat
akan selalu taat dan sadar pentingnya hukum sebagfai regulasi umum. Persoalan

Hukum adalah budaya Hukum ini berkaitan erat desgahetika dan moral masyarakat
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dan pejabat penegak hukum dalam menyikapi KKN. Masa&ndahnya moral dan
budaya hukum inilah yang sangat penting dalam pagw#an hukum Indonesia, sangat
mengganggu struktur dan substansi dari sistem hidaoara keseluruhan peranan
pejabat penegak hukum dalam memberantas KKN sdngahgaruhi oleh moral dan
etika yang berintegritas dengan pemahaman buddyarhatas pembersihan KKN
tersebut. Menurut Dr. Baharuddin Lopa, .S.H. (ahef)wa faktor iman dan pengaruh
lingkungan sangat menentukan integritas pejabaganhukum.

Penegakkan hukum untuk memberantas korupsi dkéakdengan cara
memberikan dukungan peningkatan moral dan etikagenhukum, seperti telah di
usulkan di atas, yaitu perlu segera di rencanakarbpataraw Enforcement Officer
Act, selain itu adanya perbaikan system recruitmerat galon Hakim (Jaksa, Polisi)
yang bebas dari KKN, melalui kurikulum peningkakasadaran beretika (hukum). Jadi,
tanpa adanya political will dari institusi keNegamabukan dalam artian sempit Eksekutif
saja, tetapi juga dari Legislatif dan Judikatif k@gemberantasan korupsi akan sulit
mencapai hasil yang maksimal.

Dari penelitian(field research) yang dilakukan oleRrof.Dr Andi Hamzah,

S.H. ke berbagai Negara, antara lain Muangthai, Madaylan Australia (khususnya
Negara bagian New South Wales), melalui bukunya g®cara lengkap, jelas dan terurai
yaitu “Perbandingan Pemberantasan Korupsi Diberbagai Negg penulis
memberikan beberapa masukan dan pendapat sebagat be

Aktifitas yang independen dari independen Commmsagainst Corruption (ICAC)
seperti di Austaralia, Thailand ( National Counteoi@iption Commission ) sangat
menunjang keberhasilan pemberantasan korupsi,mgagkomisi ini tidak berada
dibawah (sub-ordinasi )dari Pemerintah. Karena geperti di NCCC di Thailand dapat
secar bebas melakukan penyidikan terhadap Perdagradvi Thaksin (masih aktif
sebagai Perdana Menteri saat itu ) yang di dugaakgkan tindak pidana korupsi.
Political Will secar coprehensif terhadap pembeesatin korupsi itu tidak harus
datangnnya dari eksekutif, tetapi lembaga Non-ak#fekeperti legislative maupun
Yudikatif, harus sangat membrikan respon yang 8lgm untuk menghasilkan

pemberantasn korupsi yang maksimal tersebut. Inmgresi ini terlihat pada system
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pertanggung jawaban komisi ini yang langsung kepaalédemen (semacam legislative),
bukan kepada Perdana Meteri (seperti di Malaysia

Dari semua Pemasalahan-pemasalahan di atas, sfisgeat berarti peran
kebijakan criminalCriminal Policy) melalui pendekatan non-penal, yaitu dengan
meningkatkan langkah-langkah kampanye anti-kormmpsalnya. Kampanye semacam ini
di perlukan

Dengan pendekatan antara masyarakat, pemg@etocial power) dan instusi
kenegaraan. Mengapa di katakana institusi kenagardasalah korupsi di Indonesia
sekarang ini sudah tidak dapat dikatakan lagi sah@aysoalan eksekutif saja, tetapi
sudah terkontiminasi terhadap institusi kenegalaanya, apakah itu Legislatif,
yudikatif, lembaga non-pemerintah, lembaga kenegayang lainnya. Pendekatan
sistemik ini harus di artikan sebagai sikap angisiperhadap sistem institusi kenegaraan
secara komprehensif.

Harus di sadari bahwa tanpa adanya perbaikan mana¢tika dari pejabat
penegak hukum, keutuhan subtansi dan etika daabpepenegak hukum, keutuhan
subtansi dan stuktur dari sistem hukum akan menmmii&i yang berarti. Memperbaiki
kinerja Sistem Peradilan Pidana terpadu sebaliketg®w memperhatikan ketiga hal
tersebut, tanpa didukung peningkatan budaya hulkammtbral yang baik dari aparatur
penegak hukum akan menghasilkan era terhadap dstielamn peradilan pidana,
akibatnya pemberantasan tindak pidana korupsi heelyatas retorika safa.

1.3.Kerangka Konsep

Dalam bab ini penulis akan membahas aspek-aspekifen ilmiah ketika akan
melakukan pembatasan- pembatasan sebagai bentglrakan penelitian agar benar-
benar terarah dengan sistematis. Batasan-batasaneimadi penting agar pembaca
dengan hasil penelitian ini tidak bias dan memipkirsepsi, pemahaman, perspektif,
atau cara pandang yang sama antara pembaca desgahs.pMenurut Cresswell
dijelaskan bahwa: “Definisi dan pernyataan tentaigmifikasi penelitian disertakan
dalam penjelasan dan sering kali dijelaskan dalendghuluan. Peneliti mendefinisikan
istilah-istilah yang mungkin tidak dimengerti ol@mdividu diluar bidang penelitian.
Sebuah istilah perlu didefenisikan atau tidak tetgag penilaian penulis, tetapi penulis

¥ Seno Adiji,Indriyanto, Korupsi dan Penegakan HukDiagit Media, Jakarta,2009, h.96-102
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dengan mendefenisikan istilah jika ada pertanyaainsdidut pandang pembanca. Kata-
kata dalam bahasa Sehari-hari akan “makna gand&iaddailmiah dengan tegas
memisahkan makna ganda ini dari kata-kata dalarkdtapatan. Inilah alasan mengapa

istilah-istilah umum diberi “makna teknis “untuluan limiah.”

1.3.1. Konsep fungsi managemen.
Dalam Pelaksanaan Tugasnya Penyidik Dit 11l Pidk&Wcc Bareskrim Polri
yang mengedepankan Profesionalisme, tentu di parltkngsi-fungsi manajemen dalam
menjalankan perannya sebagai penyidik. Melalui $isfighgsi manajemen juga peran
penyidik dapat di lihat, khususnya dalam pelayanrmasi perkembangan penyidikan.
Definisi Manajemen menurut Terry, “the accomplighaf a predetermined objective
through the efforts of other people”. (Mencapaiukuj yang ditetapkan terdahulu dengan
mempergunakan kegiatan lain-lain orang). (J. Panglaykim dan Hanzil
Tanzil,1986:27).
Fungsi pertamaadalah perencanaan. Perencanaan berarti memildgeapang di
kerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencandakukan untuk menentukan
tujuan organisasi secara keseluruhan dan carakenb@k memenuhi tujuan itu.
(http//id.wikipedia.org/wiki/Manajemen ).
Fungsi Keduaadalah Pengorganisasian atau organizing. Pengnagéan dapat
dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang tikerjakan, siapa yang
harus mengerjakan, bagaimana tugas-tugas tersi&bldrdpokkan, siapa yang
bertanggung jawab atas tugas tersebut di kelompolgi@pa yang bertanggung
jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan manausgwmuharus diambil.
(http:id.wikipedia.org/wiki/manajemen).
Fungsi Ketigaadalah pelaksanaan atau actuating. Artinya acda&iggerakkan
orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinygpatawh dengan kesadaran
secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yamdnein@aki secara efektif.
Dalam hal ini yang di butuhkan adalah Kepemimpitiagadership).
( http//id.wikipedia.org/wiki/Manajemen).
Fungsi Keempatadalah Pengendalian atau controlling. Menurut BdBvFlippo

pengendalian adalah pengamatan atas tindakan daempengannya dengan
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rencana dan perbaikan atas setiap penyimpangamyangkin terjadi, atau pada
saat-saat tertentu, penyusunan kembali rencanafnamtan penyesuainnya terhadap

penyimpangan yang tidak dapat diubah. (Edwin Bgajf@990:6).
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1.4. Kerangka Berpikir

TEORI
Peranan
(Sarbin & Allen )

DATA
THN 2008
3KASUS P 21

KINERJA PENEGAKAN

HUKUM KORUPSI
OPTIMALISAS RENDAH:

THN 2009 DIT IIl PIDKOR &WCC 1"PENYEL ESAIAN
2KASUS P 21 BARESKRIM,POLRI PERK ARA-BLM

OPTIMAL

2. SUMBER DAYA
MANUSIA

3 ANGGARAN

THN 2010 PENYIDIKAN

20 KASUS P21

Teori
Sistem Hukum
(Lawrence M.Friedman)
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BAB 111
GAMBARAN UMUM

3.1.Badan Reserse Kriminal Mabes Polri

Pasca berakhirnya orde baru, Korupsi menjadi safib issue yang sangat
penting sebagai suatu bentuk kejahatan yang memwgdteuangan Negara. Korupsi
telah merusak berbagai sendi-sendi kehidupan baragdorupsi membuat system
menjadi lemah, korupsi menjadi pembangunan berjtliak efesien, dan akhirnya
korupsi akan menjadikan suatu Negara sebagi Negmmg miskin dan kaya akan
hutang.

Upaya penegakkan hukum yang di lakukan oleh Kepalisnelalui kesatuan
Badan Reserse Kriminal Mabes Polri belum memberigangaruh yang signifikan
dalam menindak terhadap para pelaku korupsi dilesiarini.

Hakikatnya, ruang lingkup tugas dan fungsi lensbgpolisian Bareskrim diatur
dalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang KepnliNegara Republik Indonesia.
Pada asasnya, lembaga kepolisian dipimpin olehasgoKepala Kepolisian Republik
Indonesia (Kapolri) bahwa dalam rangka pemberantasadak pidana korupsi
sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia B tahun 2004 tanggal 9
Desembar 2004 tentang Percepatan PemberantasapsKoawwruf 11 butir 10 khusus
Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dtiruksikan, bahwa :

a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadapakngidana korupsi untuk
menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara.

b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap lpkgyaaan wewenang,
dilakukan oleh anggota kepolisian Negara Republiklohesia dalam rangka
penegakan hukum.

c. Meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan Repubtikniesia, Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dasamaiinsaksi Keuangan, dan
institusi negara yang terkait dengan upaya penegakiukum dan pengembalian
kerugian keuangan negara akibat tindak pidana karup

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara PidgtdHAP) hakikat

kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikanlamia perkara pidana.
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Berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 5 KUHAP metkantuibahwa penyelidikan
adalah serangkaian tindakan penyidik mencari damemakan suatu peristiwa yang
diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dafaat tidaknya dilakukan
penyidikan. Berikutnya, berdasarkan pasal 1 butipasal 4 KUHAP menyatakan
penyelidik adalah pejabat polisi negara Republifolesia, sehingga berdasarkan
ketentuan pasal 5 KUHAP, penyelidik:

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseoraranteatianya tindak pidana
2. Mencari keterangan dan barang bukti
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan mgkan serta memeriksa

tanda pengenal diri

4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang begang jawab.

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakaro beer.
a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pegdelie dan penyitaan
b. Pemeriksaan dan penyitaan surat
c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Pada hakikatnya, kepolisian menjadi penyelidik ddep semua tindak pidaha.
Sementara ada lembaga penyelidik lain misalnya KemHAM, menjadi peyelidik
terhadap kasus pelanggaran HAM befatKomisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU)3dan sebagainya.

Kemudian menurut pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikadalah serangkaian
tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkakti yang dengan bukti itu
membuat terang tentang tindak pidana yang terjadiglina menemukan tersangkanya.
Ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP penyidikalah pejabat polri dan menurut
pasal 7 ayat (1) KUHAP, mempunyai wewenang:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tgatianya tindak pidana
b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat ie@jad

! Baca UU No. 2 tahun 2002 dan KUHAP
2 Baca UU No. 26 tahun 2000
% Baca UU No. 5 tahun 1999

Optimalisasi peran..., Golfried Hasiholan, Pascasarjana Ul, 2011.



c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memetiksda pengenal diri
tersangka
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahg®edgitaan

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

_—h

Mengambil sidik jari dan memotret orang

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sait@gsangka atau saksi

> @

Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hghdonya dengan pemeriksaan

perkara

I. Mengadakan penghentian penyidikan

j.  Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang begang jawab.

Kemudian berdasarkan huruf j pasal 6 ayat (1) harkiJHAP dan pasal 7 ayat
(1) KUHAP yang menyebutkan kewenangan penyidik kifitoengadakan tindakan lain
menurut hukum yang bertanggung jawatjelaskan sebagai tindakan yang :

a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum

b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskaukiannya tindakan jabatan

c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal termaslatdbngkungan jabatannya

Atas pertimbangan yang layak dan berdasarkan keadaemaksa

e. Menghormati hak asasi manusia.

Berikutnya menurut redaksional bunyi kalimat dalalUHAP yang
berbunyj”.....menurut hukum yang bertanggung jawat&rsebut dalam pasal 5 ayat (1)
huruf angka 4 RUU KUHAP tahun 2002 diubah bunyimpanjad)’.....melakukan
tindakan lain sesuai dengan peraturan perundangamgyberlaku.” Akan tetapi ternyata
perubahan draf tersebut menimbulkan pandangan damsa yang kurang disetujui
sebagaimana pendagt wisnubroto dan G. widiartana, dengan alasan :

a. Makna dan cakupan peraturan perundangan yang beldddih sempit dari pada
hukum yang bertanggungjawab sehingga justru memsibateang gerak pejabat
penyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugasstaingga muncul kesulitan baru
ketika terjadi kevakuman hukum positif.

b. Dalam menjalankan tugas dan wewenang, landasamtgpa harus pada peraturan

formal, tetapi ketika hukum formal belum mengattauapenerapan hukum formal
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justru akan berakibat terhambatnya proses penkafidatau penyidikan, diskresi tetap
diperlukan asal dapat dipertanggungjawabkan.

c. Jika dilihat penjelasan pasal 5 RUU KUHAP draf @002, ternyata redaksinya
sama persis dengan penjelasan pasal 5 KUHAP (UU8N@ahun 1981). Artinya,
justru dalam RUU KUHAP terjadi ketidak sinkronantam bunyi pasal dan
penjelasannya.

Dalam aspek penyidikan ini terdapat adanya varegplisian menjadi penyidik
dalam semua tindak pidana (pasal 7 ayat (2) KUHABRsa menjadi kordinator
penyidikan dalam tindak pidana korupsi (Pasal 27 /1999 jo UU 20/2001), TNI
angkatan laut menjadi kordinator penyidik dalanddi pidana Zona Ekonomi Eksklusif
(ZEE) dan tindak pidana perikanan (UU No. 5 tah@83l tentang ZEE). Penyidik
pegawai negeri sipilRPNS mempunyai wewenang menyidik tindak pidana di 2t&a
tindak pidana perikanan (pasal 73 ayat (1) UU Nd&iun 2004), imigrasi, hak atas
kekayaan intelektual (HAKI), pelayaran (pasal 47 NO. 9 tahun 1992, pasal 130 UU
No. 6 tahun 1989, UU No. 10 tahun 1992), Bea cdkai pasar modal (Pasal 1001 ayat
(2) UU No. 8 tahun 1995).

Kemudian, terhadap kepangkatan penyidik pejabasipeégara dan PPNS diatur
oleh peraturan pemerintah (Pasal 6 ayat (1) dakK(@AP yo PP No. 27 tahun 1983).
Adapun syarat kepangkatan penyidik polisi serendadahnya berpangkat Ajun
Inspektur tingkat dua (AIPDA), sedangkan PPNS shbfrendahnya berpangkat
pengatur muda Tingkat | (golongan 11/B) atau diskama(Pasal 2 ayat (1) PP 27/1983).
Kemudian, syarat kepangkatan penyidik pembantu untuk polisi serendadahnya
berpangkat Brigadir polisi tingkat dua (BRIPDA)daagkan PPNS serendah-rendahnya
berpangkat pengatur muda (golongan II/A atau yasgnibkan (pasal 3 ayat (1) PP
27/1983).

Akan tetapi dengan adanya pemisahan Polri dengdrsdidhgaimana TAP MPR
RI No.VII/MPR/2000 dan TAP MPR RI No. VI/MPR/2002unkedudukannyalibawah
langsung Presiden sejak tanggal 1 januari 200yatesendirinya adanya konsekwensi

perubahan nama dan jenjang kepangkatan penyidik pahg ditetapkan oleh PP

* Al. wisnubroto dan G. widiartana, Pembaharuan hokaara pidana. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,20G8. 39.
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27/1983 yang dapat disetarakan sebagai penyidik &mendah-rendahnya berpangkat
brigadir polisi.

Adapun tata cara penetapan pejabat penyidik daryiggknpembantu polri
tersebut berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (IN&J@2 tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia yang berbunyi, “jabatanymik dan penyidik pembantu
adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangleitigan keputusan Kapolri’.
Kemudian berdasarkan paragraf 5 penjelaRaiJ KUHAP tahun 2002, tidak dikenal
lagi terminology penyidik pembantu, tetapi hany&edal istilah penyidik saja agar
seluruh penyidik khususnya dijajaran Kepolisian &ag Republik Indonesia dapat
disejajarkan dengan penegak hukum lainnya. Berkiasdtetentuan pasal 75 KUHAP,
dalam melakukan penyidikan kepada seorang tersgoeh@dik membuat berita acara
pemeriksaan dan menyerahkannya kepada lembaga&ajak

3.1.1. Tugas Dan Wewenang Bareskrim Sesuai UU NO. 2 TAHUN 2002

Tugas pokok Badan reserse criminal Mabes Polrudidélam pasal 13 Undang-
undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri yaitu meragdihkeamanan dan ketertiban
masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan gengan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat. Didalam menjalankms fookok memelihara keamanan
dan ketertiban masyarakat, polri memiliki tanggyagab terciptanya dan terbinanya
suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupasyarakat. Untuk memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat, polri berusadigaga dan memelihara dakan
kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan ke&khawatiran, sehingga ada
kepastian dan jaminan dari segala kepentingam serbebas dari adanya pelanggaran
norma-norma hukum.

Di dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamatam ketertiban
masyarakat tersebut di capai melalui tugas preverdupun refresif. Tugas di bidang
preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pemabi dalam wujud pemberian
pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada makatjaagar masyarakat merasa
aman, tertib dan tenteram tidak terganggu segailataknya.

Tugas-tugas di bidang refresif adalah mengadakayigikan atas kejahatan dan

pelanggaran menurut ketentuan Undang-undang. Tughesif ini sebagi tugas
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kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakke&urh, yang dibebankan kepada

petugas kepolisian, sebagaimana dikatakan olehjaH§lv¥s Bachtiar, bahwa petugas-

petugas kepolisian dibebani dengan tanggungjawabushuntuk memelihara ketertiban

masyarakat dan menangani tindakan-tindakan kejahéi@k dalam bentuk tindakan

terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk yparyeegahan kejahatan agar para

anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja daladake aman dan tenteram.

Adapun Tugas pokok kepolisian dalam pasal 13 UU N&ahun 2002 tentang

Polri terdiri dari :

a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalanpadiol terhadap kegiatan
masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan

b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamimaean, ketertiban dan
kelancaran lalu lintas jalan

c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasy@rakat, kesadaran hukum
masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhad&pm dan peraturan
perundang-undangan

d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional

e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaanisteterhadap kepolisian
khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuktile pengamanan swakarsa

g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setimalak pidana sesuai dengan
hukum acara pidana dan peraturan perundang-undéigaga

h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokter&epolisian, laboratorium
forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingiagas kepolisian

i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, aragat dan lingkungan hidup
dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termaseiberikan bantuan dan
pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi sianu

J) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk semeerg@belum ditangani oleh
instansi dan/atau pihak yang berwenang

k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuaim&egantingan dalam lingkup

tugas kepolisian, serta

® Harsya W. Bachtiar, op.cit, hal. 1
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[) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturangserg-undangan.

Tugas kepolisian sebagaimana tersebut diatas,nskkpolisian sebagai alat
negara penegak hukum yang menjalankan tugas repuesisil, juga melaksanakan
tugas sosial dalam rangka memberikan pengayomantinchsgan dan pelayanan
masyarakat. Kondisi demikianlah menjadi ciri khakgyjaan kepolisian, disatu sisi harus
memelihara ketertiban disisi lain diharuskan menaeinya dengan jalan hukum.
Sehingga kondisi seperti tersebut polisi akan mudahjadi cercaan masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo gidagip oleh Achmad ali,
bahwa ‘aparat penegak hukum menjalankan dua tugas yaigatdi pihak untuk
mencapai ketertiban (order) dan dipihak lain untoielaksanakan hukum (Law). Ini
tampak pada tugas kepolisian, mereka berbeda dya/a@éu hukum dan ketertiban yang
sering bertentangan, maka pekerjaan polisi punrmpiiampang mendapat kecaman dari
warga masyarakat®

Selain tugas pokok kepolisian diatas, dalam pengglaraan kepolisian masih
ada bagian tugas yang disebut tugas pembinaan, tyglas-tugas dalam rangka memberi
bimbingan tehknis maupun taktis dalam menjalankamgg$i kepolisian. Tugas
pembinaan ini diberikan kepada lembaga-lembaga atasyarakat potensial yang
berdasarkan undang-undang diberikan tugas dan uagggvab menjalankan fungsi
kepolisian, yang dalam istilah lain sebagai algiokisian khusus.

Berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) undang-gndan2 tahun 2002 tentang
Polri, menyebutkan bahwa: Pengembang fungsi Kapoliadalah Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh :

a. Kepolisian khusus
b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan/atau

c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

® Achmad ali, Menguak tabir Hukum, Pustaka Primaadals 1998, h.139

" Sesuai dengan Keppres No. 372 tahun 1962 pasaint, dimaksud dengan alat-alat kepolisian khusagahd
alat/badan sipil pemerintah yang oleh atau atas&kuadang-undang diberikan wewenang untuk melaktugas-
tugas kepolisian dibidangnya masing-masing.
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Dalam konsep negara hukum, bahwa wewenang pentfeamtberasal dari
peraturan perundang-undangan, artinya suatu wegeyearg bersumber dari peraturan
perundang-undangan, sehingga di dalam Negara hakasilegalitas menjadi salah satu
prinsip utama yang dijadikan dasar dalam penyel@@gon pemerintahan terutama bagi
Negara hukum yang menganuiVil law systerii(Eropa continental). Dengan demikian
setiap penyelenggaraan pemerintahan harus meimeijkimasi, yaitu kewenangan yang
diberikan oleh undang-undang.

Adapun wewenang kepolisian yang diperoleh secaibust yakni wewenang
yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undaagéra lain wewenang kepolisian
yang dirumuskan dalam pasal 30 ayat (4) UUD 1948wewmang kepolisian yang
dirumuskan dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Rialn wewenang yang dirumuskan
dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHABwenang kepolisian yang
dirumuskan dalam pasal 30 ayat (4) UUD 1945 berbriKKepolisian Negara Republik
Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamadwm ketertiban masyarakat
bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyaragetta menegakkan hukum
Rumusan fungsi kepolisian dalam UUD 1945 ini memidiua makna, yakni fungsi yang
melekat sebagal alat negara yang menjaga keamaarkedertiban masyarakat, dan
tugas yang dijalankan yakni melindungi, mengayomiglayani masyarakat serta
menegakkan hukum.

Adapun wewenang kepolisian yang dirumuskan dalam N#J 2 tahun 2002
tentang Polri pasal 15 ayat (1) meliputi:

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyayaley dapat mengganggu
ketertiban umum

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masta

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecal@n mengancam persatuan
dan kesatuan bangsa

e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup émamgan administrasi
kepolisian

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagiartimn@akan kepolisian dalam

rangka pencegahan
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Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian

Mengambil sidik jari dan identitas lainnya sertanmoéret seseorang

Mencari keterangan dan barang bukti

Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional

Mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangamgydiperlukan dalam rangka
pelayanan masyarakat

Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dakspekan putusan pengadilan,

kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat

. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk senaemttu.

Selain itu, Polri juga mempunyai wewenang khusymksian yang meliputi

kewenangan sesuai peraturan perundang-undangaah {pasyat (2)) dan wewenang

penyelidikan atau penyidikan proses pidana. Adapesvenang polri dalam bidang

penyelidikan atau penyidikan proses pidana seasal[d6 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002

meliputi sebagai berikut :

a.
b.

Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledalmpengtaan

Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuoipatkejadian perkara untuk
kepentingan penyidikan

Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidikndalagka penyidikan
Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menaagagerta memeriksa tanda
pengenal diri

Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa saliagsangka atau saksi
Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hghaonya dengan pemeriksaan
perkara

Mengadakan penghentian penyidikan

Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum

Mengajukan permintaan secara langsung kepada ishigaamg berwenang ditempat
pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atadaai&k untuk mencegah atau

menangkal orang yang disangka melakukan tindakhpida
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Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepadaigéngegawai negeri sipil serta
menerima hasil penyidikan penyidik pegawai neggiii sintuk diserahkan kepada
penuntut umum, dan

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang begiamg jawab.

Sementara wewenang Polri dalam melakukan penyehdilan penyidikan tindak

pidana yang dirumuskan dalam Undang-undang Naa@td981 tentang KUHAP pasal

5 dimana disebutkan karena kewajibannya penydhdivenang :

a.
b.

Qo o w

Menerima laporan atau pengaduan dari seseorarantgatlanya tindak pidana
Mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh bérlseseorang yang dicurigai
dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang begiang jawab

Kemudian penyelidik atas perintah penyidik dapalakean tindakan berupa :
Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, peniggele dan penyitaan
Pemeriksaan dan penyitaan surat
Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik

Atas tindakan penyelidik tersebut, maka penyelidikus membuat dan

menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakakepada penyidik. Sementara itu,

sebagai penyidik, kewenangan kepolisian diaturdgdasal 7 ayat (1) KUHAP, dimana

karena kewajibannya mempunyai kewenangan :

a
b
c.
d
e
f.

> @

. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorarantgatianya tindak pidana

. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat ieejad

Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan meméaikda pengenal diri tersangka

. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahgedgiaan

. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa saliagsangka atau saksi
Mendatangkan orang atau ahli yang diperlukan dalambungannya dengan
pemeriksaan perkara

Mengadakan penghentian penyidikan
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j.  Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang begiamg jawab.

Kewenangan dalam melakukan tindakan lain menuwkii yang bertanggung
jawab sebagaimana disebutkan diatas dapat dilaksampeenyelidik atau penyidik
dengan syarat :

a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum

b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskdakan tersebut dilakukan
c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam linggafabatannya

d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yamgksa, dan

e. Menghormati hak asasi manusia

Kewenangan bertindak oleh anggota Polri menurutgiennya sendiri (diskresi)
dapat dilakukan dalam keadaan :

a. Keadaan yang sangat perlu
b. Tidak bertentangan dengan perundang-undangan

c. Tidak bertentangan dengan kode etik profesi kejpolis

1.1. Gambaran Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Pada ketentuan pasal 26 Undang-undang No. 31 tH9®@ disebutkan bahwa:
“penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidarggadilan terhadap tindak pidana
korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidgaag berlaku, kecuali ditentukan
lain dalam undang-undang ini'Dari konteks ketentuan pasal 26 UU No. 31 tahurf199
sebagaimana tersebut diatas dapat dikonklusikamvébadtiukum Acara Pidana yang
berlaku guna melakukan penyidikan, penuntutan gertaeriksaan disidang pengadilan
adalah hukum acara pidana yang berlaku pada saghukum positifius constitum
kecuali jika undang-undang menentukan lain.

Apabila dengan bertitik tolak dari visi, perumusgerumusan dan pengesahan
eksistensi Undang-undang No. 31 tahun 1999, jélasiadah bahwasannya Undang-
undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-unétarkgim Acara Pidana (KUHAP)
selaku hukum positifigs constitutum/ius operatynmerupakan hukum acara yang
dipergunakan secara teoritis dan praktik pada sdingkat peradilan dalam menangani
tindak pidana korupsi. Untuk itu dapat dikatakahwa adanya ketentuan hukum acara

Optimalisasi peran..., Golfried Hasiholan, Pascasarjana Ul, 2011.



bersifat ganda bagi penyidikan, penuntutan dandgarapelaku tindak pidana korupsi di
Indonesia.

Disatu sisi sebagai bagian hukum pidana Kkhusiiss (singalare,ius
speciale/bijzonder strafrechttindak pidana korupsi mempunyai hukum acara kkus
yang menyimpang dari ketentuan hukum acara padanmyar Untuk aspek ini, hukum
acara pidana yang diterapkan berslét specialist! Konkretnya, ada penyimpangan-
penyimpangan itu dimaksudkan untuk mempercepat eduos dan mempermudah
penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan disidatapdmendapatkan bukti-bukti suatu
perkara pidana korupsi dan penyimpangan terselakulian bukan berarti bahwa hak
asasi tersangka/terdakwa dalam tindak pidana kotigesk dijamin atau dilindungi,
tetapi diusahakan sedemikian rupa sehingga penwigamapenyimpangan itu bukan
merupakan penghapusan seluruhnya yang terpaksaldila untuk menyelamatkan hak

asasi tersebut dari bahaya yang ditimbulkan korupsi

1.1.2. Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus
Sedangkan dipihak lain, sebagai ketentuan umum “&augeneralist” dalam

artian bagaimana melakukan penyidikan, penuntuganpgémeriksaan sidang pengadilan
dalam perkara korupsi sepanjang tidak diatur adgem@yimpangan dalam Undang-
undang No. 31 tahun 1999, prosesnya identik dempgakara pidana umumnya yang
mengacu KUHAP. Melihat sifat demikian, berdasarkatentuan teoretik dan praktik
hukum acara tindak pidana korupsi bersifat gandsarping mengacu kepada ketentuan
acara Undang-undang No. 31 tahun 1999 selfgaspecialist”, juga berorientasi pada
Undang- undang No. 8 tahun 1981 sebdgaigeneralist”. Adapun ketentuan-ketentuan
khusus atatllex specialist” yang menyimpang dari hukum acara pidana pada uilyamn
sesuai dengan Undang-undang No. 31 tahun 199hteR@mberantasan Tindak Pidana
Korupsi adalah sebagai berikut :
1. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidangagu#ian dalam perkara tindak

pidana korupsi didahulukan dari perkara lain gusayplesaian secepatnya (pasal 25

UU No. 31 tahun 1999). Terhadap aspek ini, apatieitdapat 2 (dua) atau lebih

perkara yang oleh undang-undang ditentukan untuttahdilukan, mengenai
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penentuan prioritas perkara tersebut diserahkaa pad lembaga yang berwenang

disetiap proses peradilan.

Dalam menentukan tindak pidana korupsi yang seliblpuktiannya, dapat dibentuk

tim gabungan dibawah koordinasi Jaksa Agung (p28dlU No. 31 tahun 1999).

Apabila dijabarkan, yang dimaksud dengan tindakameéd korupsi yang sulit

pembuktiannya, antara lain tindak pidana korupbidding perbankan, perpajakan,

pasar modal, perdagangan dan industri, komodijabgka atau dibidang moneter

dan keuangan yang :

a. Bersifat lintas sektoral

b. Dilakukan dengan menggunakan tehknologi canggih

c. Dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatoagse penyelenggara negara
sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No.aB8nt 1999 tentang
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas danpsk kolusi dan

nepotisme.

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib meiriketerangan tentang seluruh
harta bendanya dan harta benda istri atau suamihada benda setiap orang atau
korporasi yang diketahui dan atau diduga mempuimgdiungan dengan tindak
pidana korupsi yang dilakukan tersangka (pasal @8\Nd. 31 tahun 1999)

Penyidik, penuntut umum atau hakim untuk kepentingenyidikan, penuntut atau
pemeriksaan disidang pengadilan berwenang memiatardngan kepada bank
tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakmaruhéetentuan perundang-
undangan yang berlaku dan Gubernur Bank Indonesi&ewajiban memenuhi
permintaan itu dalam waktu selambat-lambatnya 8a)tihari terhitung sejak
permintaan diterima secara lengkap, kemudian diaukan pemblokiran dan bila
kemudian hasil pemeriksaan terhadap tersangkakieeddak diperoleh bukti yang
cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum laédim, bank pada hari itu juga
mencabut pemblokiran (pasal 29 ayat (1),(2),(3)déh (5) UU No. 31 tahun 1999.
Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyitat skiraman melalui pos,
telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigaimpanyai hubungan dengan

perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperfgggal 30 UU No. 31 tahun
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1999). Pada dasarnya, ketentuan ini dimaksudkankumntemberi kewenangan
kepada penyidik dalam rangka mempercepat prosesdiean yang pada dasarnya
didalam kitab undang-undang hukum acara pidanakunembuka, memeriksa atau
menyita surat harus memperoleh izin terlebih dabaliketua pengadilan negeri.
Dalam penyidikan dan pemeriksaan disidang pengadsiaksi dan orang lain yang
bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilaraegyebut nama atau alamat
pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemuragkidapat diketahui identitas
pelapor (pasal 31 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999apun yang dimaksud dengan
pelapor dalam ketentuan pasal 31 UU No. 31 tahuO)l@dalah orang yang
memberi informasi kepada penegak hukum mengenti sndak pidana dan bukan
pelapor sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angk&24dlo. 8 tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana

Dalam hal penyidikan menemukan dan berpendapat daaw atau lebih unsur
tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bulégaigkan secara nyata telah ada
kerugian keuangan negara, penyidik segera menyamnalerkas perkara hasil
penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negtuk dilakukan gugatan perdata
atau diserahkan kepada instansi yang dirugikankuntengajukan gugatan dan
putusan bebas dalam perkara tindak pidana korigzd¢ tnenghapuskan hak untuk
menuntut kerugian terhadap keuangan negara (pa@s&llB8 No. 31 tahun 1999).
Adapun yang dimaksud dengaecara nyata telah ada kerugian keuangan negara
adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitungajunya berdasarkan hasil
temuan instansi yang berwenang atau akuntan pydnhg ditunjuk. Sedangkan yang
dimaksud dengan putusan bebas adalah putusan fengsebagaimana dimaksud
dalam pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8rtat@B81 tentang Hukum Acara
Pidana

Dalam hal tersangka/terdakwa meninggal dunia padaat sdilakukan
penyidikan/pemeriksaan disidang pengadilan sedanglecara nyata telah ada
kerugian keuangan negara, penyidik/penuntut umugeraemenyerahkan berkas
perkara/salinan berkas berita acara sidang kepakiza jpengacara negara atau
diserahkan kepada instansi yang dirugikan untudkditan gugatan perdata terhadap
ahli warisnya (pasal 33 dan pasal 34 UU No. 31r&lf99)
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9.

10.

11.

Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai safisi ahli, kecuali ayah, ibu,
kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suarak dan cucu dari terdakwa. Orang
yang dibebaskan sebagai saksi ini dapat diperikbagai saksi apabila mereka
menghendaki dan disetujui secara tegas oleh tealdi@mudian apabila tanpa
persetujuan ini, mereka dapat memberikan keterasghagai saksi tanpa sumpah.
Selain itu, kewajiban memberi kesaksian berlakuajugrhadap jabatannya,
diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas aggang menurut keyakinannya
harus menyimpan rahasia (pasal 35 dan pasal 36 OU3M tahun 1999). Apabila
dijabarkan lebih jauh, yang dimaksud dengan petuggsma ini adalah hanya
petugas agama katolik yang dimintakan bantuan kemy yang dipercaya
menyimpan rahasia

Dimungkinkan hak terdakwa membuktikan bahwa iakticeelakukan tindak pidana
korupsi dan adanya kewajiban penuntut untuk menarktdakwaannya (pasal 37
UU No. 31 tahun 1999). Aspek ini merupakan pemlawktierbalik yang bersifat
terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempuralauhtuk membuktikan bahwa
ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajémberikan keterangan tentang
seluruh harta bendanya dan harta benda istri atamisanak dan harta benda setiap
orang atau korporasi yang diduga mempunyai huburdgmgan perkara yang
bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajib@mbuktikan dakwaannya.
Pada asasnya, ketentuan ini merupakan suatu pemyanpdari ketentuan kitab
undang-undang hukum acara pidana yang menentukiawabgksa yang wajib
membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan tenda Menurut ketentuan ini,
terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakutkagak pidana korupsi.
Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebukab berarti ia tidak terbukti
melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tdiagkewajiban untuk
membuktikan tindak pidana korupsi menurut ketentpasal 37 UU No. 31 tahun
1999 disebut sebagai pembuktian terbalik yang tasbaebab jaksa masih tetap
wajib membuktikan dakwaannya

Peradilanin absentiadapat diterapkan hakim (pasal 38 UU No. 31 tah889)1L
Peradilan in absentia ini dapat diterapkan dalahtendakwa telah dipanggil secara

sah, dan tidak hadir disidang pengadilan tanpaaalasgng sah. Perkara dapat
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12.

diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. Adapuksuthditerapkan peradilan in
absentia ini adalah untuk menyelamatkan kekayagaraesehingga tanpa kehadiran
terdakwa pun, perkara dapat diperiksa dan diputes bakim. Apabila sebelum
putusan dijatuhkan terdakwa hadir, terdakwa waijieriksa dan segala keterangan
saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidamg ysekarang. Kemudian,
putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwh pkenuntut umum ditempel
pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemedaitah atau diberitahukan
kepada kuasanya dan untuk peradilan in absentigerdakwa meninggal dunia
sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat cukup kukti bahwa yang bersangkutan
telah melakukan tindak pidana korupsi, hakim atastutan penuntut umum
menetapkan perampasan barang-barang yang teldh digsi untuk itu tidak dapat
dilakukan upaya hukum banding dan bagi setiap orbatkepentingan dapat
mengajukan keberatan kepada pengadilan yang tetafptahkan penetapan waktu
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengoman, dan

Jaksa agung mengkoordinasikan dan mengendalikayelikan, penyidikan dan
penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukarsdoma-sama oleh orang yang
tunduk pada peradilan umum dan peradilan milites§b39 UU No. 31 tahun1999).
Adapun yang dimaksud dengarengkoordinasikamadalah kewenangan jaksa agung
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud #atantuan UU No. 16 tahun
2004 tentang kejaksaan dan ketentuan pasal 3919ydty No. 30 tahun 2002.

1.1.3. Pembuktian Terbalik Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakaextra ordinary crimes diperlukan

penanggulangan dari aspek yuridis yang luar biagg ordinary enforcemengan

perangkat hukum yang luar biasa putat{a ordinary measurg¢sSalah satu langkah

konprehensif yang dapat dilakukan dalam sistemdgdara pidana Indonesia adalah

melalui sistem pembuktighyang relative lebih memadai yaitu diperlukan adany

8 pembuktian hakikatnya dapat diklasifikasikan kedahukum pidana formal dan hukum pidana materigheDsi ini apabila
mengacu kedalam hukum perdata bahwa pembuktiam situr dalam HIR (stb.1941-44)/Rbg (Stb 192722udga diatur
didalam kitab undang-undang hukum perdata (KUH &ajd (Vide: Lilik Mulyadi, Hukum acara perdata meut teori dan
praktik peradlan Indonesia, PT. Djambatan, Jak&#d,!l, 2002,hal.10). akan tetapi dengan berlakuikifab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP, UU NO. 8/1981), secarglieit pembuktian merupakan ruang lingkup hukurdgpia formal.
Pada hakikatnya, pembuktian merupakan suatu keéelor dari unsur-unsur hukum pembuktian yang benkaitlan
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“pembuktian terbalik” atau“pembalikan beban pembuktizhatau dalam sistem Anglo
Saxon atau Case Law dikenal dengan terminolagyetrsal burden of proof/shifting
burden of proof” atau dalam sistem eropa kontinental dikenal dertgaminology
“‘omkering van het bewijslat”.

yang bersifat premium remidiun”dan sekaligus mengandung prevensi khusus.
Oleh karena itu, dengan ditetapkannyeerhbuktian terbalikini, bergeserlah beban
pembuktiaan dari jaksa penuntut umum kepada teralaistem pembuktian dalam
ketentuan pasal 17 UU No.3 tahun 1971 dikenal desgdem pembagian pembuktian,
yaitu merupakan suatu asas yang mewajibkan terdakizk membuktikan ketidak
salahannya, tanpa menutup kemungkinan jaksa melakdial yang sama untuk
membuktikan kesalahan terdakWaAspek ini ditegaskan oleh Wantjik Saleh sebagai
berikut:

“Penegasan tentang sistem pembuktian dalam UU Nah@n 1971 tersebut
secara tegas sudah dinyatakan oleh menteri kehakifeof. Oemar Seno Adji, S.H.
yang menjelaskan didepan sidang DPR GR bahwa @gBs&UU No. 3 tahun 1971
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tidagnganut asas pembuktian
terbalik. Menurut beliau asas pembuktian terbalilenuntut dari terdakwa untuk
membuktikan dia tidak bersalah dan sebaliknya periurumum tidak perlu
membuktikan kesalahan terdakwa. Dengan demikiamuroe asas tersebut apabila
terdakwa tidak bisa membuktikan ketidak bersalaganitu, terdakwa dianggap
bersalah. Pasal 17 RUU No. 3 thaun 1971 tidak meagé&omkering van bewijslat”
(pembuktian terbalik) melainkan hanya merupakanypepangan dari aturan-aturan
biasa mengenai pembuktiaf”

Selanjutnya, ketentuan UU No. 3 tahun 1971 dirasd&urang efektif baik dari
aspek perumusan, penindakan dan implementasinyg wamimbulkan reformasi
hukum tentang pemberantasan korupsi sehinggadhahiihp MPR No. XI/MPR/1998

berhubungan satu dengan yang lain serta salingapgimgnempengaruhi dalam suatu keseluruhan atauldtebu (Vide:
Martiman Prodjohamidjojo, op.cit,hal. 98).

® Inriyanto Seno Adji, Pembalikan Beban Pembuktiatah Tindak Pidana Korupsi, Kantor pengacara dansiiasi hokum
“Prof. Oemar Seno Adji,SH & Rekan”, Jakarta, 204l,39-40.

10 st. Harun Pudjiarto, RS, Politik hukumUndang-urglaPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Universitmsajaya,
Yogyakarta, 1994, hal.72.
1 Wantjik Saleh K.Tindak Pidana KorupsiGhalia Indonesia, Jakarta, 1979, hal.61.
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tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih badras korupsi, kolusi dan
nepotisme. Dari sisi kebijakan formulatif, padaggal 16 agustus 1999 diundangkan
UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindaan® Korupsi, yang
menggantikan UU No. 3 tahun 1971.

Apabila dilihat secara detail ketentuan pasal 37 NO. 31/1999 menganut
adanya dua sistem pembuktian ydsistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas
dan berimbang”’ dan “sistem negativ’ sebagaimana ketentuan KUHAP. Dalam
penjelasan UU 31/1999, pengertiggembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan
berimbang’, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikamwaa ia tidak
melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberketerangan tentang seluruh harta
bendanya dan harta benda istri atau suami, anakhdea benda setiap orang atau
korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengdtamebersangkutan dan penuntut
umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaanny

Akan tetapi, ternyata dalam perkembangannya UU3daahun 1999 kemudian
diganti dengan UU No. 20 tahun 2001. Tegasnyahssd&u aspek menarik dalam UU
No. 20 tahun 2001 adalah dianutnya perubahan sipembuktian terbalik, sehingga
menurut penjelasan umumnya secara tegas disebgkava :

“...mengingat korupsi di Indonesia terjadi secaraeamatik dan meluas sehingga

tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi jiggah melanggar hak sosial

dan ekonomi masyarakat secara luas, pemberantasampsi perlu dilakukan
dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pembessntaindak pidana korupsi
harus dilakukan dengan cara khusus, antara laingpapan sistem pembuktian
terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepaddateva”.
Kemudian, dalam penjelasan UU No. 20 tahun 200ih [Emjut juga dijelaskan pula
tentang dimensi, bahwa:

“Ketentuan mengenai pembuktian terbalik perlu ditexnkan dalam UU No. 31

tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidanagsirsebagai ketentuan yang

bersifat “premium remidium” dan sekaligus mengangsifat prevensi khusus
terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dadasal 1 angka 2 atau
terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimadlalain pasal 2 UU No.
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28 tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yangitbetan bebas korupsi,

kolusi dan nepotisme untuk tidak melakukan tindd&na korupsi.”

Ketentuan pasal 37 UU No. 20 tahun 2001 menumjefsesannya merupakan
konsekwensi berimbang atas penerapan pembuktizaliteterhadap terdakwa bahwa
terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yamgnibang atas pelanggaran hak-
hak mendasar yang berkaitan dengan asas pradugartatahgresumption of
innocencg dan menyalahkan diri sendindn self incriminatiopn Konsekuensi logis
dimensi demikian, ketentuan pasal 37 ayat (2) UU20aahun 2001 tidak menganut
sistem pembuktian secara negatif menurut undangagthegatief wettelijk).

Kemudian, pada dasarnya ketentuan pasal 38 C U2Wt@mhun 2001
mempunyai dasar pemikiran bahwa untuk memenuhikesdilan masyarakat terhadap
pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikateH#enda yang diduga atau patut
diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Hartadbdersebut diketahui setelah putusan

pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetagdcht van gewijsde

Dengan titik tolak dimensi tersebut, negara meinfldk untuk melakukan
gugatan perdata terhadap terpidana dan atau atidinya terhadap harta benda yang
diperoleh sebelum putusan pengadilan memperoletakaik hukum tetap (inkracht van
gewijsde) baik putusan tersebut didasarkan kepadang-undang sebelum berlakunya
UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindin® Korupsi atau setelah
berlakunya undang-undang tersebut. Lebih jelaamy@ang-undang pemberantasan
korupsi ini untuk melakukan gugatan perdata kepegradana dan atau ahli warisnya
terhadap harta benda yang diperoleh sebelum pupessgadilan memperoleh kekuatan
hukum tetap (inkracht van gewijsde) tidaklah barlakrut (retro aktif).

Konsekuensi logis dengan diterapkannya gsesibuktian terbalik”yang
bersifat murni atau absolute/mutlak, asas yangdipekan adalah asas praduga
bersalah atatpresumption of guilt”,berarti seseorang dianggap bersalah telah
melakukan suatu tindak pidana korupsi sampai deygag bersangkutan dapat
membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindalana korupsi. Oleh karena itu

secara teoritis jikalau memang diterapkan gsesbuktian terbalik”yang bersifat

Optimalisasi peran..., Golfried Hasiholan, Pascasarjana Ul, 2011.



murni atau absolute/mutlak, disini tidak diperluldan diwajibkan jaksa penuntut umum
untuk membuktikan kesalahan terdakwa telah melaktikdak pidana korupsi.

Apabila ditelusuri secara lebih detail dengan dip&an asas beban “pembuktian
terbalik” yang bersifat murni atau absolute/mutla&rus juga adanya limitasi tentang
bukti permulaan yang cukup baik alat bukti dan bgraukti bahwa kesalahan terdakwa
harus jelas dan benar sehingga tidak ada keraguikitpun tentang kesalahan orang
bersangkutan telah melakukan suatu tindak pidangko Pararel dengan aspek
demikian, penerapan pembuktian terbalik yang kereiurni atau absolute/mutlak
menurut Guwandi harus mempunyai limitasi dengan pgegunakan ukuran pembuktian

sebagai berikut:

a. Dalam penerapan sistem pembuktian terbalik harasba#iti-bukti sedemikian rupa
sehingga bila diukur mempunyai kekuatan lebih bedéan kebenarannya. Hal ini
untuk memperkecil kesempatan tersangka/terdakwalkumhembuktikan yang
sebaliknya, yaitu bahwa ia tidak bersalah.

b. Dalam penerapan sistem pembuktian terbalik harumsmaiskan sebagai tingkat
ukuran bukti-bukti yang akan memberi kekuatan hukyamg kuat yang akan
memberi suatu kesan kepada hakim dan publik susdgkat ukuran yang
diperjuangkan oleh penuntut/penggugat untuk sesarzggguh-sungguh menjerat
pelaku tindak pidana korupi.

Dari uraian diatas, jelaslah bahwasannya dengaregitan asas beban
pembuktian terbalik yang bersifat murni atau abisdhutlak secara teoritis , normative
dan praktik, dipersyaratkan harus ada keyakinasgjglenuntut umum bahwa terdakwa
melalui alat bukti dan barang bukti yang ada selvanigative telah benar melakukan
tindak pidana korupsi, dan bila hal ini diabaik&araberakibat bahwa terdakwa berhasil
membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindalana korupsi sehingga akan
mengakibatkan terdakwa diputus bebas (vrijsprakgh) leakim didepan sidang
pengadilan baik dipengadilan umum maupun pengadddmoc tindak pidana korupsi.

12 Harian kompas, 9 april 2001, hal.4
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1.2. Gambaran Dit Il Pidkor & WCC Bareskrim Mabes Polri Dan Sat Tipidkor
Kewilayahan.

Korupsi pada saat ini sudah merupakan Kejahatag lygar biasa (extra-ordinary
crime) sehingga penaganannya pun harus dilakukagadecara luar biasa juga. Namun
penaganan korupsi oleh Kepolisian khususnya DRildkor & WCC Bareskrim Mabes
Polri belum dapat di andalkan oleh masyarakat Iedian apalagi dengan berdirinya
lembaga sementara yaitu KPK. KPK di bentuk sebagaban atas mandulnya
penanganan korupsi di Indonesia selama ini. Berdedgan Kepolisian dan Kejaksaan,
kehadiran KPK selain dikuatkan dalam bentuk UU, é&eangan KPK pun di nilai
super.

Namun upaya hukum tindak pidana korupsi yang ot#h,Kejaksaan dan KPK
tidak dapat memberantas sampai pada akar-akarrtgebetum memberikan pengaruh
yang significant terhadap perilaku korupsi. berbagaundang-undanganpun dan
peraturaan telah di buat untuk melawan dan memtaer&orupsi,seiring waktu yang
berjalan korupsi pun mengalami perubahan dalamrineodus operandinya.
Dinamika penegakkan hukum tindak pidana korupsgysetdang gencar-gencarnya di
lakukan oleh aparat penegak hukum tetap jadi soqmialic dan topic utama dalam
kehidupan bernegara.Penegakkan hukum tindak pidam@si pada saat ini dan
kedepan terus di lakukan, meski perlawanan terhagapa pelemahan terus ada, selain
itu kondisi politik dalam negri menjadi penghamdati pada trigger mechanism
terhadap pemberantasan korupsi. Berdasarkan dafakia yang ada pada Polri, upaya
penegakkan hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Peldrin maksimal di banding
institusi hukum lainnya.

3.3.1.Visi dan Misi Direktorat |11 / Pidkor & WCC
Visi ; mewujudkan penyidik tipikor yang profesional ganposional,
jujur, adil, bertanggung jawab, menjunjung tinggi\M.
Misi ;
1. Mengembangkan sistem manajemen pelaksanakmédisidik

Tindak Pidana korupsi dalam rangka  peneggaklid&nom.
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2. Membangun dan meningkatkan kemajuan profesmeraidik untk
penanganan kasus tipikor dan berkaitan dengan kasus
yang menyangkut kerugian keuangan negara.

3. Membangun dan Melengkapi sarana peralatan pdikgal dan
penyidikan untuk penanganan tipikor sampai dentjagkat satuan
kewilayahan.

4. Membina dan mengoptimalkan pelaksanaan fuogsnéik dan
identifikasi kepolisian dalam rangka mengembandéeanajuan
penyelidikan tipikor secara ilmiah.

5. Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikaauseprofesional
dan proporsional dengan menjunjung tinggi supreimalsim dan
HAM dalam rangka memberantas kejahatan tipikordyeessama
masyarakat dan seluruh instansi yang memiliki kangan untuk
mewujudkan adanya kepastian hukum, rasa keadilatndanesia
sebagai negara hukum.

6. Melibatkan kerjasama dengan instansi yangiedan (kejaksaan,
BPKP,BPK,dll) dalam rangka penanganan kejahatakotip

7. Mengintensifkan kerjasama Kepolisian Interoaal, dalam rangka
penanganan kejahatan tipikor.

8. Memelihara solidaritas di lingkungan direktdib/ pidana korupsi
dan WCC Bareskrim Polri dari berbagai pengaruheshat yang
sangat merugikan organisasi, sehingga upaya mekganvesi dan
misi penegak hukum kedepan.

Berbagai kelemahan yang ada saat ini menjadik®fttan masukan bagi upaya
peningkatan pemberantasan korupsi yang professimaasfaran dan akuntabel serta
sinergis dimasa yang akan datang bersama-samadambanberantasan tindak pidana
korupsi lainnya yaitu Kejaksaan Rl dan KPK.

Pemberdayaan sumber daya dengan optimal menjadr fsng potensial untuk
meningkatkan upaya pemberantasan tinddak pidangg&iosecara maksimal, konsisten
dan berkelanjutan. Potensi ini di miliki oleh Itgsi Polri dari tinggkat Bareskrim Polri

sampai Sat Tipidkor pada kesatuan kewilayahararDalpaya meningkatkan
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kemampuan pemberantasan tindak pidana korupsdaiektorat tindak pidana korupsi
Bareskrim Polri dan Satuan kewilayahan di perluRhre Print Penegakkan hukum
tindak pidana korupsi tahun 2011 sebagai suaty kediiijakan dan strategi penegakkan
hukum tindak pidana korupsi baik pada tingkat Divekt Tindak Pidana Korupsi
Bareskrim Polri maupun satuan Tipidkor kewilayadan menjadikan tahun 2011
sebagai kebangkitan Polri dalam penegakkan Hukodaki pidana korupsi .
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1.3. Data Rekapitulas Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Polri dari

Tahun 2008 - 2010

DATA KASUSTP. KORUPSI TAHUN 2008

JUM SELESAI

NO POLDA LAH PROSES KERUGIAN YANG DI KE

LP | P21 | SP3 |LIMPAH SIDIK KEU NEG KEMBALIKAN T
1. | DIT 8 3 3 . 2 72.184.235.937,+ 33.000.000.000,

TIPIDKOR

2. | NAD 20 17 2 c 6 26.904.242.721,- 4.265.500.000,-
3. | SUMUT 18 7 1 = 13 5.585.577.077,- -
4. | SUMBAR 6 - - 3 5.063.000.000,- 3.230.773.818,-
5. | RIAU 4 - - 1.534.760.756|- 305.000.000,-
6. | KALBAR 3 - - 3 91.683.951,- -
7. | SUMSEL 21 10 1 : 13 4.158.009.383,- -
8. | METROJAYA 14 3 6 = 5 50.006.877.030,- 28.997.996.471,
9. | JABAR 35 13 2 = 20 26.172.923.634,- -
10. | JATENG 25 8 - = 17 40.755.844.595,- 2.072.920,8
11. | JATIM 63 39 2 3 22 15.550.324.279,- 988.1400,0(
12. | BALI 5 1 = = 4 14.703.190.626}- -
13. | KALTIM 3 2 - - 1 7.527.050.000,- 270.000.000,-
14. | KALSEL 4 4 - - 3 508.183.500}- -
15. | SULSEL 17 - - - 8.812.439.723,- -
16. | SULUT 16 4 1 - 12 605.000.000,- -
17. | MALUKU 3 1 - - 2 3.593.768.000,- -
18. | PAPUA 6 11 2 - 6 6.115.452.210}- 90.789.000,-
19. | KALTENG 2 5 - - - 64.995.340,- 56.113.840,-
20. | SULTENG 7 2 1 - 1 3.362.756.041,- 156.180.000,-
21. | SULTRA 9 3 - - 4 4.498.210.913,- 535.000.0Q0,-
22. | NTB 2 - - - 2 106.000.000,- -
23. | NTT 5 3 - - 2 309.861.692
24. | DIY 7 10 - - 1 12.755.899.492| - 6.007.817.890,-
25. | LAMPUNG 11 3 - - 7 147.975.303.822,- 32.100,304
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26. | JAMBI 7 4 1 2 387.826.805/- -

27. | BENGKULU 25 7 1 17 6.277.948.248,- -

28. | BANGKA 9 2 - 1 987.250.642 - -
BELITUNG

29. | BANTEN 7 6 1 3 3.215.122.453,- 183.500.0Q0,-

30. | GORONTALO 3 - - 3 1.585.000.00Q,- -

31. | MALUKU 11 5 - - 27.993.252.000}- 1.612.000.000,-
UTARA

32. | KEPRI - - - -
JUMLAH 359 | 201 22 180 512.388.696.382,- | 81.785.339.093,-

Sumber : Direktorat |11 Pidkor & WCC Bareskrim Polri 2011
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DATA KASUS TP. KORUPSI TAHUN 2009

JUMLAH SELESAI
NO POLDA LP PROSES KERUGIAN KEU YANG DI KET
P.21 SP3 LIMPAH SIDIK NEG KEMBALIKAN
(Rp) (Rp)
1. | DIT 12 2 2 - 9 10.216.345.200,- 1.000.000.000,-
TIPIDKOR

2. | NAD 25 19 2 - 6 13.432.991.501 - 4.261.200.000,-
3. | SUMUT 16 7 - - 12 425.000.000,- -

4. | SUMBAR 4 - - - 4 19.000.000,- -

5. | RIAU 7 2 - - 4 1.306.643.933,- 437.993.931 -
6. | KALBAR 8 - - - 8 1.790.270.133,- -

7. | SUMSEL 17 10 - - 5 1.308.135.163,- 1.300.000.000,-
8. | METROJAY 8 2 8 - 5 263.000.000.000,- | 183.377.609.684,-

A

9. | JABAR 89 13 - - 63 18.166.369.627 - -

10. | JATENG 28 8 - - 20 42.937.144.595- 2.072.927.810 -
11. | JATIM 65 39 4 - 6 10.580.441.277.- 228.800.000-
12. | BALI 6 1 - - 5 2.323.009.811 - -

13. | KALTIM 8 5 - 1 2 27.700.757 .432- 293.506.000,-
14. | KALSEL 15 11 - - 14 3.911.793.541 - -

15. | SULSEL 24 12 1 - 15 7.380.523.053,- -

16. | SULUT 9 5 2 - 5 927.000.000,- -

17. | MALUKU 3 - - - 3 1.261.728.300,- -

18. | PAPUA 7 11 - - 7 9.178.566.165,- -

19. | KALTENG 2 3 - - - 380.273.168 - 380.273.168,-
20. | SULTENG 8 15 - - 7 11.900.482.699,- 372.610.000,-
21. | SULTRA 13 3 - - 9 4.109.421.340,- 87.529.412 -
22. | NTB 1 1 - - - 818.454.540.- 532.000.000,-
23. | NTT 7 - - - 7 3.223.103.978,- -

24. | DIY 10 8 - - 6 2.616.127.680,- 525.000.000,-
25. | LAMPUNG 9 2 - - 8 1.374.000.000,- 1.931.600.,-
26. | JAMBI 3 - - - 3 947.250.000,- -
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27. | BENGKULU 27 7 3 15 7.791.641.091,- 73.671.000,-
28. | BANGKA 4 1 3

BELITUNG
29. | BANTEN 9 7 1 7 7.226.389.805,- 12.000.000,-
30. | GORONTA 1 1 4.000.000.000,-

LO
31. | MALUKU 9 10 5 4.131.365.148 -

UTARA
32. | KEPRI 1 1 36.100.000,-

JUMLAH 455 204 20 265 455.753.777.260,- | 195.671.252.605,-

Sumber : Direktorat |11 Pidkor & WCC Bareskrim Polri 2011
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DATA KASUS TP. KORUPSI TAHUN 2010

JUMLAH SELESAI PROSES | KERUGIAN KEU YANG DI KET
NO POLDA LP SIDIK NEG KEMBALIKAN
P21 | SP3 | LIMPAH (Rp) (Rp)
1. | om 11 20 2 1 2 36.888.478.811- | 88.109.929.039-
TIPIDKOR

2. | NAD 13 5 - - 7 257.558.278.811,- | 182.045.000.000 -
3. | sumuT 8 8 1 - 8 2.937.415.467 -

20.000.000,-
4. | SUMBAR 7 1 - - 2 1.996.856.753 -

139.554.500,-
5 | RIAU 4 5 - - 4 271.757.000,-
6. | KALBAR 4 6 - - 2 10.479.411.224-
7. | SUMSEL 7 4 - . 6 816.658.712,-
8. | METROJAYA 6 9 1 1 3 66.935.772.300,- | 66.000.000.000,-
9. | JABAR 25 12 - - 23 8.025.177.160 -
10. | JATENG 7 7 - - 6 6.320.739.774,-
1. [ JATIM 19 17 [ 10 - 13 6.425.495.292, - 190.260.520,-
12. | BALI 6 2 1 - 6 484.800.000 - 15.685.000 -
13. | KALTIM 5 5 - 1 3 743.926.209 -
14. | KALSEL 19 15 1 - 6 234.114.650,-
15. | SULSEL 12 14 3 - 11 6.979.312.282 -
16. | SULUT 9 3 - - 7 6.583.675.000-
17. | MALUKU 1 - - - 1 12.301.716.165,- 424.000.000 -
18. | PAPUA 5 8 - - 3 8.092.255.066, - 27.000.000,-
19. | KALTENG 5 4 - - 4 19.875.316.997 -
20. | SULTENG 1 3 - - -
21. | SULTRA 1 9 - - 1
22. | NTB 3 3 1 - 3 231.107.100.- 35.000.000 -
23. | NTT 5 10 - - 4 56.000.000-
24. | DIY 2 6 - - 2
25. | LAMPUNG 3 4 - - 2 61.776.000,-
26. | JAMBI 11 2 - - 11 127.500.000,- 120.000.000,-
27. | BENGKULU 9 5 - - 9 93.311.859 -
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28. | BANGKA 1
BELITUNG

29. | BANTEN 7 3 5 224.597.500,-

30. | GORONTALO 1 1 1.915.000.000,-

31. | MALUKU 8 2 8 1.632.675.284,- 231.000.000,-
UTARA

32. | KEPRI 3 6 3 66.194.962 -
JUMLAH 1028 585 61 6 626 1.497.685.951.986,- | 614.814.020.757,-

Sumber : Direktorat |11 Pidkor & WCC Bareskrim Polri 2011

Kasus yang di tangani Dit Il Pidkor Bareskrim i8ltahun sebelumnya dari Tahun

2008-2010 mengalami kenaikan yang signifikan hapgda 2010, penyidik Pidkor Bareskrim
Mabes Polri menyelesaikan kasus yang P21 hingdgaa@s dimana pada tahun 2008 hanya
dapat membuat 3 P21 dan 2009 hanya 2 kasus yangka2di bandingkan dengan Polda —
polda pada tahun 2008 — 2010, maka jelas sekialliBlidkor & Wcc Bareskrim Mabes Polri

belum Optimal dalam menangani kasus Tindak Pidarapsi di Indonesia.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

4.1.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belum Optimalnya Dit IIl Pidkor & Wcc
Bareskrim Polri
Harus di akui Manajemen penegakkan hukum oleh Ralisusnya Dit 111 / Pidkor
& Wcc Bareskrim Polri beserta jajarannya saat iasih terlihat banyak kelemahan.
Beberapa problem manajemen penegakkan hukum yaag disdentifikasikan di sini
adalah terkait dengan persoalan kualitas sumber ehayusia (SDM) dalam hal ini adalah
pengetahuan dan keterampilan penyidik tipikor mesiaasa kurang. Hal tersebut
mengakibatkan kurang mampunya penyidik dalam m&kpenyidikan terhadap kasus
korupsi.
A. Personil
Pelaksanaan Tugas penegakkan hukum Tipidkor, sdhgangaruhi oleh personil atau
SDM yang melakukan penyelidikan dan penyidikandkpr, dalam hal ini kuantitas dan
kualitasnya.
1. Aspek kuantitas

a. Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri, dipimpin oldPersonil yang berpangkat Brigjen.
Pol. (Brigadir Jenderal Polisi) dengan jabatan gabBirektur.

b. Pada Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri, TerdapatLima) unit, masing- masing
unit di pimpin oleh personil yang berpangkat KomBet (Komisaris Besar Polisi)
dengan jabatan Kepala unit (Kanit), dimana masiaging unit personilnya terdiri
dari 9 (Sembilan) sampai dengan 11 (sebelas) &i&nyi

c. Jumlah keseluruhan Personil Direktorat Tipidkoreéa&rim Polri adalah 85 (delapan
puluh lima) anggota, yang apabila dilihat dari O®Rftar Susunan Personil) memang
melebihi, namun apabila di hadapkan dengan jumé&kagpa yang harus di tangani,
masih di rasakan kurang memadai.

d. Pada tiap-tiap Polda,telah terbentuk Satuan tirRidlana Korupsi, yang di pimpin
oleh personil yang berpangkat AKBP (Ajun Komisd@esar Polisi) pada polda tipe A
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dan B1, dan personil yang berpangkat Kompol (Korrggaolisi) dan Polda tipe B-2,
dengan jabatan sebagai Kasat Il / Tipidkor.

Pada Satuan Tipidkor Polda jajaran terdapat &)(tsgmapi dengan 4 (empat) unit,
untuk Polda Tipe A dan B-1, dipimpin oleh persopdng berpangkat Kompol
(Komisaris Polisi) dan pada Polda Tipe B-2, dipimpleh personil yang berpangkat
AKP (Ajun Komisaris Polisis), dengan jabatan sebdggpala unit (Kanit), dimana
masing-masing unit terdiri dari 3 (tiga) sampaethpat) penyidik, dan masing-masing
penyidik membawahi 3 (tiga) samapi dengan 6 (erRenyidik pembantu.

2. Aspek Kualitas.

Terkait dengan kemampuan penyidik itu sendiri dapedtahui dari pendidikan yang

pernah diikuti baik pendidikan umum, pendidikangenbangan Kepolisian dan

pendidikan kejuruan maupun pelatihan — pelatihang yeernah diikutinya.

a.

Pada Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri, dari dgtng ada di ketahui personilnya
paling rendah pendidikan SMA, dan sudah banyak y@gendidikan S1 dan S2
dengan latar belakang disiplin ilmu.

Pada Satuan Tipidkor Polda Jajaran, dari data gaiagdiketahui personilnya paling
rendah berpendidikan SMA,dan diantaranya terdapayiftik dan penyidik pembantu
yang berpendidikan S1 dan S2 dengan berbagabelakang disiplin ilmu.

Pada Unit Tipidkor satuan Reskrim Polrestabes tdleTa / Res Polda Jajaran, dari
data yang ada diketahui personilnya paling rendanpdmdidikan SMA, dan
diantaranya terdapat Penyidik dan penyidik pembgathg berpendidikan S1 dan S2
dengan berbagai latar belakang disiplin ilmu.

Untuk meningkatkan kemampuan Penyidik dan Penyiddmbantu di satuan
kewilayahan ( Polda dan Polrestabes / Metro / Re$ ), setiap tahun anggaran
dilaksakan Rakernis, latihan peningkatan penyedididan penyidikan tindak pidana
korupsi dan kegiatan coaching darclinic oleh TipidBareskrim Polri.

Pada Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri , daria@gbang ada diketahui hamper semua
personil sudah pernah mengikuti pendidikan kejursanse, berupa pendidikan

kejuruan dasar serse, pendidikan lanjutan kejursarse, diantaranya berupa
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pendidikan kejuruan lanjutan Tipidkor, dan terdagatia personel yang telah
mengikuti pendidikan kejuruan perwira senior resers

f. Pada Satuan Tipidkor Polda jajaran,dari data yalagd&etahui terdapat personil yang
sudah pernah mengikuti pendidikan kejuruan Resdrsmjpa pendidikan kejuruan
dasar reserse, pendidikan kejuruan lanjutan resdraetaranya berupa pendidikan
kejuruan lanjutan Tipidkor, namun demikian masimyak personil yang belum
pernah mengikuti pendidikan kejuruan reserse.

g. Pada Unit Tipidkor Satuan Reskrim Polrestabes fdlefTa / Res Plda Jajaran, dari
data yang ada di ketahui terdapat personil yan@rspeérnah mengikuti pendidikan
kejuruan reserse, berupa pendidikan kejuruan dasarse dan pendidikan lanjutan
reserse, diantaranya beruap pendidiakn lanjutamdkiop namun demikian masih

banyak personil yang belum pernah mengikuti pekdmdkejuruan reserse.

3. Anggaran
1. Besarnya anggaran penyelidikan dan penyidikan dekborat Tipidkor Bareskrim

Polri adalah berupa indeks, sebagaimana tertudagdaeraturan Menteri Keuangan

RI Nomor 81 / PMK.02 / 2007, tanggal 23 Juli 208iitang satuan belanja Umum dan

Skep Kapolri No Pol : Skep / 443 /IX /2007, tangddl September 2007 tentang

indeks biaya khusus penyelidikan dan penyidikan siaat Keputusan No Pol.: Skep

/701 / XII / 2006.Tanggal 1 Desember 2006 tentatam@ard Biaya Khusus (SBK) di

lingkungan Polri T.A. 2007, sebagai berikut :

a. Kasus dengan Klasifikasi kegiatan penyidikan sasgét ( level 1) dukungan
anggaran sebesar Rp. 25.790.000,-

b. Kasus dengan klasifikasi kegiatan penyelidikants(lilevel 11 ) dukungan
anggaran sebesar Rp.14.925.000,-

c. Kasus dengan klasifikasi kegiatan penyidikan sedargvel 11l ) dukungan
anggaran anggaran sebesar Rp 9.300.000,-

d. Kasus dengan Klasifikasi kegiatan penyidikan mudah ( level IV ) dukungan

anggaran sebesar Rp.4.740.000,-
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2. Pada tahun 2008 berdasarkan DIPA Bareskrim Polggaman penyelidikan dan
penyidikan untuk Direktorat Il / Pidkor & WCC sed@@ Rp. 1.740.062.000,- yang
diterima melalui Bensat Bareskrim Polri.

3. Untuk tahun 2009 dan 2010 , Direktorat Ill / Pidkrwcc Bareskrim Polri sudah
menjadi Satuan kerja, sehingga pengelolaan anggganandiri.

4. Pada tahun 2009 tersebut, terdapat alokasi dan& yrbgram penyelidikan dan
penyidikan Tipidkor, sebesar Rp. 1.553.180.000ngde rincian untuk pelaksanaan
penyelidikan dan penyidikan Tipidkor sebesar R@3.540.000,-dengan perincian
kegunaan untuk masing-masing Unit yaitu sebesaB(®pl48.000,- dengan target
kegiatan :

a. Triwulan | sebesar Rp. 77.287.000,- untuk kepeatndgegiatan sebanyak 3
penyelidikan.

b. Triwulan Il sebesar Rp. 77.287.000,- untuk kepeam kegiatan sebanyak 2
penyelidikan dan 1 penyidikan.

c. Triwulan Il sebesar Rp. 77.287.000,- untuk kepemgan kegiatan sebanyak 3
penyelidikan.

d. Triwulan IV sebesar Rp.77.287.000,- unutk kepemstmdkegiatan sebanyak 2
penyelidikan dan 1 peyidikan.
Jadi,seandainya pelaksanaan kegiatan berjalarnrJanaka kegiatan yang
dilakukan dalam 1 tahun anggaran oleh masing-masmigadalah minimal 6
kegiatan penyelidikan dan 2 kegitan penyidikanaBiping dana penyelidikan
dan penyidikan tersebut di atas, juga dianggarkémkudana foto copy sebesar
Rp.6000.000,- dan dana unutk tamu sebesar Rp.0GRLO.

5. Pada tahun 2010 sebesar Rp.1.335.735.000,- depgancian kegunaan untuk
masing-masing unit, sebesar Rp.267.147.000,-demgaimcian tiap-tiap triwulan,
sebesar Rp.66.786.750,- namun tidak ada targetkapg kegiatan penyelidikan dan
penyidikan sebagaimana pada tahun 20009.

6. Selain anggaran untuk kegiatan penyelidikan daimdpeyn, pada Direktorat Tipidkor
Bareskrim Polri terdapat program pemeliharaan keamsadan ketertiban, yang di
antaranya di anggarkan untuk kegiatan supervisel@ua Clinic, Rakernis Tipidkor

dan Back up Opsnal.
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7.

Pada Kesatuan kewilayahan, dalam hal ini Poldagpoidupun Polrestabes / Metro /
Ta /Res, untuk anggaran penyelidikan dan penyidtkadak pidana lainnya, artinya
alokasi dana sangat tergantung kebijakan kasatkekassat setempat.

Pada umumnya kegiatan peyelidikan dan peyidikakaparTipidkor yang dilakukan
oleh satuan Reskrim Polda jajaran, menggunakaksndiengan klasifikasi kegiatan :
a. Kasus penyidikan sangat sulit (level 1) dukungaggarannya Rp.25.790.000,-

b. Kasus penyidikan sulit (level Il) dukungan anggasabesar Rp.14.925.000,-
Pada Umumnya kegiatan penyelidikan dan penyidikankgsa Tipidkor yang
dilakukan oleh satuan Reskrim Polrestabes/Metrd@/&es, menggunakan indeks

dengan klasifikasi kegiatan :

a. Kasus penydikan sulit (level II) dukungan anggasanesar Rp.14.925.000,-
b. Kasus penyidikan sedang (level 1ll) dukungan anggaebesar Rp.9.300.000,-

4. Sarana dan Prasarana

1. Adapun kondisi sarana dan prasarana yang dimiléh direktorat Tipidkor Bareskrim

Polri saat ini adalah sebagai berikut :

a. Ruang pemeriksaan ada 10 (sepuluh) ruangan yaogltgngun pada tahun 2010

C.

bersumber dari dana swadaya. Pada ruangan penagriksasudah di lengkapi
dengan CCTV namun belum operasional. Ruang penaarksangat membantu
dalam menggali keterangan baik dari pelapor mawgumber keterangan, namun
karena belum operasional maka belum memberikahysas memuaskan.
Perlengkapan computer berikut printer

Perlengkapan computer berikut printer, adalahuttaha yang digunakan penyidik
untuk menggali keterangan dari pelapor maupun sumfm@masi yang kemudian
di tuangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaaptop berikut printer

portable selama ini masih menggunakan milik pritakzati masing-masing

penyidik, sehingga belum ada dukungan anggarark unéimenuhi keperluan
lainnya seprti kertas, tinta, perbaikan / pemeéhardan lain-lain.

Perlengkapan Handycam
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Perlengkapan Handycam merupakan alat pendukungdigagakan untuk
merekam secara audio visual terhadap kondisi ydragldpi oleh penyidik pada
saat melakukan penyelidikan. Handycam yang dimali&h Direktorat Pidkor
Bareskrim Polri ada 2 ( dua ) unit dengan kondisak. Hasil rekaman dapat

digunakan sebagai salah satu bukti petunjuk.

d. Peralatan recorder / rekam
Peralatan recorder / rekam digunakan unutk meredaar audio terhadap
keterangan yang diminta oleh penyidik kepada sunmb@mmasi atau
pelapor.Recorder (alat rekam) yang di miliki oleineRtorat Pidkor Bareskrim
Polri ada 5 (lima) unit yang di peroleh melalui slaga masing-masing
penyidik.Hasil rekaman suara dapat digunakan selkatdh satu bukti petunjuk.

e. Jaringan Internet
Pada Direktorat Tipidkor belum tersedia jaringaeiinet online, yang tersedia
adalah jaringan intranet untuk internal BareskrioiriPSarana jaringan internet
sebagian besar dipenuhi secara swadaya oleh masisigg penyidik dengan
menggunakan modem internet.

f.  Tranfortasi
Direktorat Tipidkor memiliki 7 (tujuh) unit mobiladlam kondisi baik yang dapat
digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas. Pasiagrmasing mobil
tersebut sebenarnya sudah tersedia berbagai gsadakung antara lain alat
rekam video, computer, termasuk printer dan GP&uabelum digunakan
sebagaimana mestinya karena tidak ada personeldyaiggiskan untuk
mengoperasionalkan sarana yang ada pada mobibikrse

2. Pada Satuan Kewilayahan, baik di Polda-Polda madjmirestabes / Metro / Ta/Res,

sarana dan prasarana untuk kegiatan penyelidikarpeilayidikan kasus tindak pidana

korupsi, masih menjadi satu dengan satuan / umig yaenangani tindak pidana

korupsi, masih menjadi satu dengan satuan / umigj yaenangani tindak pidana lain,

dalam arti pengunaan sarana dan prasarana tesseigat tergantung dengan kebijakan

Kasatker dan Kasat sesuai kebutuhan di lapangan.
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4.1.1. Upaya Peningkatan KinerjaDit |11 Pidkor & Wcc Bareskrim Polri.

Upaya-upaya peningkatan kinerja Penyidik Dit lltir & Wcc Bareskrim Polri
harus di tinjau dari berbagai aspek yang di ung&apkielalui wawancara oleh para
Mantan Pejabat dan Pejabat Dit 1l Pidkor & Wcc &krim Polri, dan juga pejabat
Kejaksaan dan KPK.

4.2.  Sedangkan menurut hasil wawancara dergajen Pol. Drs. Indarto, SH,
Mantan Direktur III/Pidkor & WCC Bareskrim Polri, ada beberapa
faktor/aspek yang mempengaruhi terjadinya tindakdama korupsi
diidentifikasikan sebagai berikut :

- Aspek perilaku individu.
Yaitu faktor-faktor internal yang mendorong sesagrantuk melakukan
korupsi seperti sifat tamak, kurang kuat menghadagaan, penghasilan yang
tidak mencukupi kebutuhan hidup, malas atau tidaly bekerja keras, serta
tidak diamalkannnya ajaran agama secara benar.

- Aspek organisasi.
Yaitu kurangnya keteladanan, disorganisasi, lemalsistem pengawasan dan
pengendalian serta cenderung menutupi perbuatapiorang terjadi dalam
organisasi.

- Aspek masyarakat.
Yaitu berkaitan dengan budaya dan kebiasaan yalugp ldan berkembang
dalam lingkungan masyarakat yang kondusif untykderya tindak pidana
korupsi seperti kebiasaan memberikan tip atau jsseag Sikap permisif
masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana kosepsigai hal yang wajar.

- Aspek hukum.
Yaitu adanya peraturan perundang-undangan yangater®nopolistik yang

cenderung menguntungkan suatu kelompok, juga adstoyan perundang-
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undangan yang kontradiktif sehingga menimbulkabg#aan penafsiran serta
penjatuhan sanksi pidana yang relatif ringan.

- Aspek sarana dan fasilitas.
Yaitu meliputi dukungan sarana dan fasilitgserasional penegakan hukum
yang belum memadai bila dibandingkan dengan keanalmu pengetahuan

serta teknologi yang digunakan untuk melakukaratingidana korupsi.

4.1.2. Sedangkan menurut wawancara tehadap KBP Pol. Sang Made Mahendra Jaya
Kasat | Dit IlI, pidkor & WCC Bareskrim Polri pada tanggal 08-03-2001, ada
beberapa faktor/aspek yang mempengaruhi terjaditipdak pidana korupsi
diidentifikasikan sebagai berikut :

a. Aspek kewenangan

Kewenangan KPK lebih Luas dibanding dengan Pohildejaksaan
yang mana bukan dari SPP, mulai dari penyitaarggedadahan, tanpa
pemberitahuan PN, bias lakukan lidik,sidik, dartdtiserta pemanggilan
dalam satu lingkaran koordinasi yang baik.

b. Aspek Keuangan (anggaran).

Berkaitan dengan Kinerja berbasiskan anggaran dinmusangat
berpengaruh sekali dengan operasional dalam peikgeti dan penyidikan
Tipikor yang dibatasi anggarannya jika di bandinglangan KPK Non
limit, sangat berbeda sekali dengan Polri yang naaggaran yang di berikan
dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi stargatas, ini di katakan
oleh beliau, karena beliau pernah ikut dalam Titigék®r merasakan sendiri
masalah pembiayaan gakkum sudah di jamin samatiskKp&t saat
ini.sedangkan pembiayaan Polri masih kesulitamdateemenuhi standar
opsnal karena biaya TPK disamakan dengan Tipidumi yeengan klasifikasi
sangat sulit, sulit, sedang, dan ringan.Sedanglesu&TPK tidak ada yang
mudah, hamper semuanya sulit. Penyidik Polisi mdisidiebani untuk
mencari dana dalam lidik contohnya koordinasi darsgksi ahli sekedar
makan-makan, membiayai informan,dan lain-lain.Paydan penyidikan
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TPK saat ini murni dari dinas dan tidak bissa daap&an dari rekanan
samping atau dari judi.

. Aspek Teknologi

KPK sudah memanfaatkan scientific investigatioresepyping dan
lindungi UU. Soal sadap Polisi pun bias namun hadsspenetapan
pengadilan dalam hal ini sangat rawan akan keboc@®iaPolisi alat tersebut
tidak semuanya bias dipakai karena akses sangat\disial cloning hp
mengeledah ruangan mengajak tim labfor harus ajabi
. Hukum jangan di campur dengan Politik

KPK bias mengatur politik hukum sehingga mendajpapati public.
Polisi belum bisa menciptakan kesan positif dal@megakkan hukum TPK.
Sesuablue print 2011 apabila tiap Polres tangani 2 kasus dikalikan deng
500 Polres di seluruh Indonesia, maka 1000 kasuahuen terungkap, di
tambabh tiap Polda 5 kasus dikalikan 31 Polda yalagdalndonesia makal55
di tambah 1000 maka menjadi 1155 kasus.

. Sistem manajemen Polisi belum bagus.

Polisi tidak punya tim lidik khusus,saat ini ligédi satu dengan sidik
dalam satu wadah subdit gakkum. Seharusnya lidoksdih dengan sidik
dengan harapan kasus yang akan di proses sampangedilan benar-benar
matang sehingga tidak ada sp3 yang bisa membuaj beapikiran negative
terhadap kinerja Polisi. Saat ini tekanan sudaharayrwalaupun penyidik
bersifat independen namun mereka ada yang meneampse¢kingga tetap ada
tekanan dan hal itu perlu di sikapi dengan bijatgenyidik. Ibaratnya
jangan sampai opname karena mereka masih berkaksakita proses maka
yang opname adalah kita, tunggu saat lengsernyadilakukan sidik.Reward
and Punishment di KPK berjalan dengan baik sedaRglii tidak. Sehingga
ada anggapan untuk apa kerja capek-capek tetapr kdak di
perhatikan.Kondisi di Polres juga masih tumpanditirkarena masih menjadi
satu dengan tipidum. Padahal Polres adalah potangibesar untuk di

kembangkan.
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f. Upaya yang harus dilakukan.

Tindak Pidana Korupsi memegang peran penting besifiemsi dan nama
baik Polri.Harus di berikan biaya khusus sidik TB¥beda dengan Tipidum.
Harus ada Komitmen dari pimpinanyang kuat agak sisrjalan dengan baik.
Anggota Dit lll TPK Bareskrim Mabes Polri harus pardedikasi, reward
karena menyangkut martabat Polri. Apabila tidak mamenyidik maka
harus keluar dari satuan Dit Ill. Standar TPK jaan BNN dan Densus yang
di biayai dari luar Negri. Sedangkan Dit Il bareskmabes Polri dalam
penanganan TPK harus lidik dan sidik sendiri daggaran yang terbatas.

4.1.3. Sedangkan menurut wawancara terha#da@P Pol. Ahmad Wiyagus Kasat |1

Dit 111, pidkor & WCC Bareskrim Polri pda tanggal 09-03-2011 Pk 10.00

Wib, ada beberapa faktor/aspek hambatan dalam alkkey hukum Tindak

Pidana Korupsi sebagai berikut:

a. Personel Dit Ill secara kualitas dan kuantitas kgranemadai, dimana
banyak di tempatkan di Dit Ill tidak mengerti tamgakorupsi dan harus
belajar lagi dari nol.

b. Banyak yang tidak tertarik menjadi penyidik di Dit

c. Penguasaan Taktik dan Tehnik lidik / sidik kurarngnmadai.

d. Anggaran Dit Il kurang memadai apabila pertahumdapatkan 1,4 M dan
target per tahun 40 kasus berarti 1 kasus 35 Apabila di bandingkan
dengan KPK dengan biaya Opsnal 19 M maka targdgtiper 20 kasus,
alokasi dananya adalah bisa mencapai ratusangutasus.

e. Sarana dan Prasarana kurang memadai seperti rikaag/ang tidak nyaman
bahkan sekarang diambil alih oleh Cyber Crime yampdapatkan bantuan
dana dari polisi Australia.

f.  Struktur Organisasi kurang optimal karena saatdirpimpin Direktur yang
bertanggung jawab terhadap semua urusan mulai @eaga
masyarakat.Lidik.dan sidik,seharusnya tiap urusan pighpin Direktur
sehingga secara structural akan terjdohlance dalam penanganan
korupsi.Jika di bandingkan dengan KPK sudah tetiatk dengan membagi

tiap urusan yang di pimpin kasubdit.Demikian jugmghn kejaksaan yang
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sudah tertata baik dengan adanya Jamintel dan danspuntuk urusan lidik
yang di pisahkan dengan sidik. Selain itu keduduRarri yang berada
dibawah eksekutif yakni Presiden tidak independgedi KPK.

g. Metoda kewenangan Polri sangat terbatas dalam hiétarmil karena hanya
mengacu pada Kuhap, sedangkan KPK punya hukum &dargakni UU
tentang KPK.

4.1.4. Sedangkan menurut wawancara terhadaBP Rosmita Kasubag Renmin Spripim
pada tanggal 23-03.-2011, ada beberapa hambatam gednegakkan hukum Tindak
Pidana Korupsi sebagai berikut:

Dimana Ibu ros ini pernah melakukan kelompok disdesgan Prof

Andrianus Meliala masalah korupsi yang mana mentkéaapa KPK sukses

karena KPK mempunyai kewenangan sebagai penyidikymiutan, dan

pengadilan tersendiri. Dimana KPK jelas dalam segigaran dan kesejahteraan
terhadap penyidik cukup dimana sangat berbeda ddfgpolisian yang mana
kembali ke anggaran dan juga Komitmen dari PimpMagara ini tidak
sungguh-sungguh dalam memberantas korupsi. Mehahal jika Polri ingin

Maksimal dalam penganan Korupsi di Buatnya Pilajék yang mana di buat

tiap Polda dengan 1 Polres dan 1 Polsek yang manaKgrupsi sesuai dengan

gaya KPK, dan dibuat target untuk memacu anggdtzkunaksimal dalam
menangani kasus Tipikor di iringi punish and rewgadg jelas, dan juga
anggaran yang mencukupi dan di dukung dengan Maraj baik terhadap
anggota Polri yang mana selama ini biasanya meunaag sendiri dalam
menangani kasus korupsi. Transfaran terhadap nastadalam penanganan
kasus, dan SDM Penyidik yang baik dan Profesioaknd penanganan kasus
yang semakin hari semakin canggih. Menurut belika dibandingkan

Kepolisian dulu dalam penanganan korupsi dan depgaanganan Korupsi

sekarang ini sama saja, hanya sekarang ini letiib sgiministrasi karena

tuntutan masyarakat yang kritis sekarang ini.Umh@énekan Korupsi di Indonesia
hanya butuh pimpinan yang mempunyai Komitmen dgghitas dan Moral yang
baik.
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4.2.Struktur Organisasi Dit |11 Pidkor & WCC Bareskrim Polri.

DIR TIPIDKOR
WADIR
URKEU URTU
SUBBAG SUBBAG
OPSNAL RENMIN
SUBDIT SUBDIT SUBDIT SUBDIT SUBDIT
I I [ v v
KANIT KANIT KANIT KANIT KANIT
-V -V -V -V -V
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BAB V
PEMBAHASAN

1.1. Analisa Faktor-Faktor
Belum Optimalnya Direktorat |11 Pidkor & Wcc Bareskrim Polri

Pada Bab ini Penulis akan menganalisa terhadap-fakta temuan hasil penelitian
yang telah didapatkan dan mengaitkannnya dengamntéeoi dan konsep-konsep yang
relevan. Pembahasan akan difokuskan terhadap p&rapidikan yang belum optimal
dalam memberantas korupsi, dengan mengkaitkan Pepan, Teori System Hukum dan
juga konsep Manajemen Fungsi. Dimana Menurut Tperananan adalah sekumpulan
tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu pasit&ritu

(Sarbin & Allen, 1986;Bidle &Thomas, 1966). Menurtieori ini, Peranan yang
bebeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula (http:// Indonesia
.heartsoul.com/cerita/d/c370.shtml)

Peranan Penyidik Dit Il Pidkor & Wcc Bareskrim Rolini berhubungan dengan
jabatannya sebagai seorang penyidik. Hal ini sedermgan bertitik tolak pada teori peran
tersebut, diharapkan penyidik dapat bekerja segaodessional dalam memberantas
korupsi di Indonesia sekarang ini.

Peranan adalah sekumpulan harapan atau perilakubghubungan dengan posisi
dalam struktur sosial, dan gagasan ini menyatakaanpn selalu di pertimbangkan dalam
konteks relasi karena hanya dalam relasi peranpatdi kenali (Mulson dan Balgopal
,1978).

Salah satu kesulitan pekerjaan sosial dalam meai@atkan ciri khusus relasi
profesional adalah pekerjaan sosial yang harus sadkan sikap dan perilaku yang di
harapkan dari peranan profesional dan ada perdebaentang bagaimana
menyeimbangkan karena ada keterbukaan dalam delagan klien. Jika dikaitkan dengan
Fungsi Manajemen Dalam Pelaksanaan Tugasnya Plenidi Il Pidkor & Wcc
Bareskrim Polri yang mengedepankan Profesionalisieetu diperlukan fungsi-fungsi
manajemen dalam menjalankan perannya sebagai genyidelalui fungsi-fungsi
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manajemen juga peran penyidik dapat di lihat, kboga dalam pelayanan informasi
perkembangan penyidikan. Definisi Manajemen mentiarty, “the accomplishing of a
predetermined objective through the efforts of ptpeople”. (Mencapai Tujuan yang
ditetapkan terdahulu dengan mempergunakan kedgitatain orang). (J. Panglaykim dan
Hanzil Tanzil,1986:27 ).
Fungs pertama adalah perencanaan. Perencanaan berarti memildgeapang di
kerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencandakukan untuk menentukan
tujuan organisasi secara keseluruhan dan caraken@k memenuhi tujuan itu.
(http//id.wikipedia.org/wiki/Manajemen).
Fungs Kedua adalah Pengorganisasian atau organizing. Pengnagéan dapat
dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang tikerjakan, siapa yang
harus mengerjakan, bagaimana tugas-tugas tersébldrdpokkan, siapa yang
bertanggung jawab atas tugas tersebut di kelompolgi@pa yang bertanggung
jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mandusgpuharus diambil.
(http:id.wikipedia.org/wiki/manajemen).
Fungsi Ketiga adalah pelaksanaan atau actuatitigyaiadalah menggerakkan
orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinygoatawh dengan kesadaran
secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yamfeinéaki secara efektif.
Dalam hal ini yang di butuhkan adalah Kepemimpifiagadership).
( http//id.wikipedia.org/wiki/Manajemen).
Fungs Keempat adalah Pengendalian atau controlling. Menurut BdBviFlippo
pengendalian adalah pengamatan atas tindakan daempengannya dengan
rencana dan perbaikan atas setiap penyimpangamyamgkin terjadi, atau pada
saat-saat tertentu, penyusunan kembali rencanafnamtan penyesuainnya terhadap
penyimpangan yang tidak dapat diubah. (Edwin Bgajf©990:6).

Dan jika dikaitkan Teori “system” (hukum) mengalauatu perubahan
mendasar. Arah idealistis SPP (Sistem Peradilaan@jdni dapat di pahami melalui
sinonimitas pendapat Lawrence M. Friedman dalanuiyg American Law : What
is a Legal System ? mengenai system hukum.Sistenuthya, haruslah di telaah
sebagai suatu kesatuan yang meliputi tindakan ai+asi, reposisi, dan

pembaharuan (reformasi) terhadamuktur (structure), Subtansi (Subtance),
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hukum darbudaya hukum (Legal culture). Keterpaduan (“Integrated”) dari system
hukum tersebut itu selayaknya dilakukan secaral@amuntegral dan pararel.

Systemic Approach ini sebagai bahan untuk memecahkan persoalan
hukum (Legal Isue) atau penyelesaian hukum (Legialtion), maupun pendapat
hukum (Legal Opinion), termasuk permasalahan korypgu :

Pertama, dari segiStructure (struktur) yang meliputi perbaikan Struktur
Kepolisian khususnya pada direktorat 11l Pidanaufsi & Wcc Bareskrim Polri
yang di tinjau dari berbagai aspek kualitas damiitess sehingga dapat mencegah
dan meminimalisasi terjadinya KKN dilndonesia.

Kedua, dari segiSubtance yang menyangkut pembaharuan terhadap
berbagai perangkat peraturan diKepolisian termaswenang dan ketentuan
normative (legal Reform), yang mengikuti pola dehdéndak perilaku masyarakat
yang ada dalam system hukum tersebut.Pembahasan nekala inilah yang
membahas sekilas problematika Direktorat 111 Pid&a/CC Bareskrim Polri yang
belum Optimal dalam penanganan Tindak Pidana Kgrdpa masih adanya
perbedaan Wewenang Kepolisian dengan instansilédam penanganan korupsi.

Ketiga, legal culture (budaya hukum) merupakan aspek signifikan yang
melihat bagaimana masyarakat menganggap ketergbagascivic-minded
sehingga masyarakat akan selalu taat dan sadangreya hukum sebagai suatu
regulasi umum dengan upaya-upaya melakukan s@siatiteh Direktorat Il
Pidana Korupsi &Wcc bareskrim Polri terhadap Maakat Indonesia untuk tidak
melakukan Tindak Pidana Korupsi. Dan Persoalan Hu#ilndonesia adalah

budaya Hukum ini berkaitan erat dengan soal etdkk@amoramasyarakat dan

pejabat penegak hukum (Kepolisian) dalam mensiK&N. Masalah rendahnya
moral dan budaya hukum inilah yang sangat pentatgnad pembangunan hukum
Indonesia, sangat mengganggu struktur dan substangistem hukum secara
keseluruhan peranan pejabat penegak hukum dalanbenamas KKN sangat di
pengaruhi oleh moral dan etika yang berintegrieagydn pemahaman budaya
hukum atas pembersihan KKN tersebut .Menurut DhaBaddin Lopa, .S.H. (alm)
bahwa factor iman dan pengaruh lingkungan sangaéentekan integritas pejabat

penegak hukum.
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1.11.

Dengan hasil penelitian yang saya lakukan di DiPitlana korupsi & Wcc
Bareskrim Polri. Dit lll Pidana korupsi & Wcc Bakesn Polri, baik dalam
berbagai aspek, misalnya jumlah personil belunutdapat dikatakan sebagai
kekuatan, bila kualifikasi personil hanya rata-isdfa, karena organisasi lain
(bersaing) memiliki personil dalam jumlah yang tgds, namun memiliki
keunggulan dalam keahlian dan juga kewenangan lyarigpda juga. Kelemahan
adalah kinerja yang tidak memenuhi sasaran yaetpgitan (rendah) dari setiap
sumber daya organisasi dalam masa tertentu sep&epolisian. Peluang adalah
setiap potensi yang dapat diraih, harus diraih aafitarus diciptakan untuk diraih
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan organisasi Esdasekarang dan masa
mendatang. Sedangkan ancaman adalah segala sgmugiakan memberikan
dampak negatif terhadap kelemahan apabila sismeian tidak dicarikan solusi
pemecahan masalahnya. Sesuai dengan kajian gietas-faktor yang
mempengaruhi terhadap kualitas penyidik Dit IllK&id& WCC Bareskrim Mabes
Polri secara umum dikelompokkan menjadi faktorriman faktor ekstern.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Polri dalatakakan
penegakkan hukum tindak pidana korupsi yang tegta@am blue print bareskrim

Polri yaitu antara lain:

Faktor Intern
a. Faktor Kekuatan :

1. Komitmen oleh Pimpinan Polri yang ditindaklanjutilelo Pimpinan
Kabareskrim yang diteruskan kepada Dir Dit Il liid & WCC Bareskrim
Mabes Polri untuk memberantas dan mencegah tindddng korupsi di
Negara kita sungguh sangat tinggi, sehingga begyahgpositif terhadap
peningkatan kinerja Penyidik Dit Il Pidkor & WCCaBeskrim Mabes Polri.

2. Motivasi yang tinggi dari pimpinan Polri dan Staflam hal ini anggota Dit
Il Pidkor & WCC Bareskrim Mabes Polri untuk meméaetas dan mencegah
tindak pidana korupsi, berpengaruh terhadap matiyenyidik untuk
membongkar atau mengungkap kasus yang telah tsgaidi mencegah agar

perbankan dijauhkan dari tindak pidana korupsi.| iHaterbukti dengan
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bertambahnya kasus korupsi perbankan yang ditarsganan tindak pidana
korupsi Dit 1l Pidkor & WCC Bareskrim Mabes Polmeskipun belum
maksimal sesuai harapan pimpinan dan anggota.

3. Telah terbinanya mental/moral para penyidik Dit Ridkor & WCC
Bareskrim Mabes Polri dalam pelaksanaan tugas ysesuai harapan
pimpinan, sehingga sama sekali tidak dapat ditenmddal oknum yang
menghendaki damai dengan petugas penyidik.

4. Adanya perasaan ingin tahu yang tinggi dari pargyidék mengenai hal-hal
yang berkaitan dengan korupsi dan perbankan, mgagimodus operandi
tindak pidana korupsi khususnya korupsi perbankgik pemerintah/negara
semakin berkembang dan menggunakan alat-alat @ingang tinggi dan
juga pelakunya adalah kaum intelektual yang berplddah.

b. Faktor Kelemahan :

1. Kekurang-tahuan  Penyidik tentang Perundang-undang&orupsi
menyebabkan sering terjadi penerapan pasal yangngutepat terhadap
pelaku Tindak Pidana Korupsi.

2. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimilikiliDPidkor & WCC
Bareskrim Mabes Polri sejauh ini berpengaruh teapddnerja para penyidik
utamanya terhadap Tindak Pidana Korupsi. Saraasamna yang kurang
adalah alat transportasi untuk operasional selzariylaitu mobil dan sepeda
motor. Sementara yang tidak ada sama sekali dagasadibutuhkan
diantaranya adalah faximilemobile repeater, alat komunikasi, alat
penyadapan, tanda penyidik, kamera TKP dan komplettop ataulaptop.
Dalam keterbatasan sarana prasarana, penyidik tm@@mgalankan tugas
meskipun seringkali menggunakan milik pribadi ggtayaman Satker lain.

3. Disamping sarana prasarana yang terbatas (kur&af))yang juga sangat
penting adalah keterbatasan anggaran untuk mendyelaksanaan tugas di
lapangan. Bahkan tidak jarang untuk mendukung agerasional tetap
berjalan, menggunakan dana pribadi. Walaupun saasudah ada dana

penyidikan, namun jumlahnya masih terbatas.
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4. Koordinasi dengan Kejaksaan di bidang Pidsus bétulaksana dengan baik,

dan juga dengan lembaga auditor negara BPK dan BRKmasuk

didalamnya lembag@riminal Justice Sstem masih kurang baik.

1.1.2. Faktor Ekstern
a. Faktor Peluang
1) Adanya peluang yang cukup besar untuk menyertakaggcta yang

2)

3)

4)

bertugas di Dit Ill Pidkor & WCC Bareskrim Mabesliaintuk mengikuti
pendidikan kejuruan yang bersifat nasional yangeldigggarakan oleh
Mabes Polri (Lemdiklat Polri), meskipun kuotanyagat terbatas. Namun
dari keterbatasan tersebut untuk selanjutnya dajigruskan kepada
anggota yang lain yang belum pernah mengikuti pkkain kejuruan TP
Korupsi .

Mengikutsertakan anggota yang bertugas Dit Il Brdk WCC Bareskrim
Mabes Polri khususnya yang menjadi penyidik unt@ngikuti pendidikan
dan latihan yang dilaksanakan oleh Satker senditil{l Pidkor & WCC
Bareskrim Mabes Polri), Departemen Hukum, Perundartangan dan
HAM, atau Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan, isKkom
Pemberantasan Korupsi dan LSM anti korupsi sepéntionesian
Corruption Warch dan Tranparency | nternational.

Adanya upaya menijalin kerjasama (MoU) yang samasaenguntungkan
dengan instansi lain (Negeri dan Swasta) yang iteskperti Bl, BPK dan
BPKP.

Dukungan secara langsung maupun tidak langsung BEamerintah
Republik Indonesia terhadap penanganan TP Korupdgngan
dikeluarkannya instruksi presiden no.5 tahun 208dtaing percepatan

pemberantasan korupsi.

b. Faktor Kendala

1)

Posisi saat ini, Indonesia masih masuk dalam kategegara yang paling
korup di dunia masih rendah rankingnya diantaraareegegara lainnya,

seperti hasil survei yang dilakukan oleh dua lerabagjernasional yang
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cukup dipercaya yaitliransparency International di Berlin dan Political,
Economic Research Consultancy di Hongkong.

2) Lembaga Penyidik Korupsi lainnya yang juga mempurk@venangan
untuk melakukan penyelidikan, penyidikan bahkanup&man, organisasi
lain tersebut bisa juga dikatakan pesaing sebagalitas untuk hal yang
positif dan kemajuan. Lembaga-lembaga tersebutnkakewenangannya
juga melakukan proses penyelidikan dan penyidikahek pidana korupsi
sektor perbankan, bahkan Kejaksaan dan Komisi Pemiasan Korupsi
lebih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan edahsebagai bahan
lidik dari BPK dan BPKP. Beda dengan penyidik Pglng mencari

sendiri informasi adanya tindak pidana korupsiedjada sektor.

1.2. Analisia Upaya Peningkatan Kinerja DIT 11l Pidkor & WCC Bareskrim Polri

Berdasarkan faktor-faktor intern dan ekstern sebag#a disebutkan di atas,

maka strategi yang dapat dilakukan agar penyidgatimenjadi berkualitas adalah

sebagai berikut :

1.2.1. Strategi SO (Memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan
memanfaatkan peluang).

1. Komitmen oleh Pimpinan Polri untuk memberantas m@ncegah TP Korupsi,
membuka peluang menyertakan anggota mengikuti gixadi korupsi yang
bersifat nasional semakin besar ; membuka peluamgyetkenggarakan
pendidikan dan pelatihan korupsi yang bersifat nrasemakin besar di Dit 11|
Pidkor & WCC Bareskrim Mabes Polri; membuka peluamguk terjalinnya
kerjasama (MoU) dengan instansi lain semakin l@seikpatannya ; membuka
peluang untuk memperoleh dukungan yang tinggi damerintah Rl untuk
menangani TP Korupsi ; semakin tingginya mempérg@eluang dukungan
lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat Jakartaerta dalam upaya-
upaya mencegah dan memberantas TP Korupsi di Isdgdan semakin
membuka peluang mewujudkan tuntutan masyarakat akalanya

pemberantasan TP Korupsi secara tuntas.
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2. Motivasi yang tinggi dari pimpinan dan staf Dit Ridkor & WCC Bareskrim
Mabes Polri untuk memberantas dan mencegah TP Kiosgsuai dengan
aturan UU yang berlaku, dan juga membuka peluangyertakan anggota
mengikuti pendidikan korupsi yang bersifat nasisghakin besar, membuka
peluang menyelenggarakan pendidikan dan pelatifeaopki yang bersifat
mandiri semakin besar di Dit lll Pidkor & WCC Bakeisn Mabes Polri;
membuka peluang untuk terjalinnya kerjasama (MoEhgan instansi lain
semakin luas kesempatannya; membuka peluang urgokperoleh dukungan
yang tinggi dari pemerintah Rl untuk menangani TdPugsi.

3. Telah terbinanya mental/moral para penyidik di DIt Pidkor & WCC
Bareskrim Mabes Polri dalam pelaksanaan tugas ysespai Standard
Opersional Prosedur, sehingga membuka peluang mekga anggota
mengikuti pendidikan korupsi yang bersifat nasigehakin besar; membuka
peluang menyelenggarakan pendidikan dan pelatifopki yang bersifat
mandiri semakin besar di Dit Reskrimsus ; membutagng untuk terjalinnya
kerjasama (MoU) dengan instansi lain semakin les®kpatannya; membuka
peluang untuk memperoleh dukungan yang tinggi damerintah Rl untuk
menangani TP Korupsi.

4. Adanya perasaan ingin tahu yang tinggi dari parayidé&k mengenai hal-hal
yang berkaitan dengan korupsi, membuka peluang caaggnengikuti
pendidikan korupsi yang bersifat nasional semalisaly membuka peluang
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan korupsg ybersifat mandiri
semakin besari di Dit Reskrimsus; membuka peluantuku terjalinnya
kerjasama (MoU) dengan instansi lain semakin leseipatannya; membuka
peluang untuk memperoleh dukungan yang tinggi damerintah Rl untuk

menangani TP Korupsi.

1.2.2. Strategi ST (Strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk
mengatas ancaman).
1. Komitmen oleh Pimpinan Bareskrim Mabes Polri damuskdsnya Dit I

Pidkor & WCC Bareskrim Mabes Polri untuk memberamtan mencegah TP
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Korupsi merupakan cerminan kesungguhan Bangsa ésitn untuk
memerangi TP Korupsi diharapkan mampu menekan (reeggouhi)
perubahan posisi Indonesia yang masih masuk kedaégara yang paling
korup.

2. Motivasi yang tinggi dari Pimpinan dan Staf Dit IRidkor & WCC
Bareskrim Mabes Polri untuk mencegah dan membeyamfd Korupsi
diharapkan mampu bersaing dengan lembaga penyi@iknya dalam
pengungkapan perkara tindak pidana korupsi dan jugapu menekan
(mempengaruhi) perubahan posisi Indonesia yanghmdisilang negara
paling korup.

3. Telah terbinanya mental/moral para penyidik Dit PFidkor & WCC
Bareskrim Mabes Polri dalam pelaksanaan tugasapkan mampu bersaing
dengan lembaga penyidik lainnya dalam pengungkppéara tindak pidana
korupsi dan juga mapu menekan (mempengaruhi) peambposisi Indonesia
yang masih dibilang negara paling korup. Sehinggaambah kepercayaan
masyarakat dalam dan luar negeri terhadap bangsaetdgra Indonesia serta
penegak hukum Polri dalam menegakkan hukum.

4. Adanya perasaan ingin tahu yang tinggi dari pargyipék mengenai hal-hal
yang berkaitan dengan korupsi dan perbankan, gikanamampu bersaing
dengan lembaga penyidik lainnya dalam pengungkppéiara tindak pidana
korupsi dan juga mapu menekan (mempengaruhi) peambposisi Indonesia
yang masih dibilang negara paling korup. Sehinggaambah kepercayaan
masyarakat dalam dan luar negeri terhadap bangsaedmra Indonesia serta
penegak hukum Polri dalam menegakkan hukum.

5. menekan (mempengaruhi) perubahan kategori Indoryasig masih masuk
negara yang paling korup, sehingga berpengarubdaepkepercayaan dalam
dan luar negeri terhadap bangsa dan negara Indoseda penegak hukum
Polri dalam menegakkan hukum.

1.2.3. Strategi W-O (Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaaatan peluang

yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada).
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1.2.3.1 Adanya peluang yang cukup besar untuk menyertakggoda Satuan Dit

Il Pidana Korupsi & WCC Bareskrim Polri untuk nggkuti pendidikan

kejuruan yang bersifat nasional sehingga anggotgaudieberkualitas dan

kinerja maksimal, dengan demikian dapat menutuggrkatasan personel

(penyidik) yang berkualitas; menutupi kekurangamgouasaan perkara

korupsi perbankan ; menutupi keterbatasan saranma plasarana,

menutupi keterbatasan anggaran dan menutupi k@sidyang kurang
baik dengan BI,BPK dan BPKP juga lembaga CJS.

a. Mengikutsertakan anggota Dit Ill Pidkor & WCC Bawem Mabes
Polri menjadi peserta pelatihan yang dilaksanakteh Satker sendiri
Dit lll Pidkor & WCC Bareskrim Mabes Polri, dengdemikian dapat
menutupi keterbatasan personel (penyidik) yanguagitas; menutupi
kekurangan penguasaan perkara korupsi ; menutuggrbledasan
sarana dan prasarana, menutupi keterbatasan aaggigm menutupi
koordinasi yang kurang baik dengan, Bl, BPK dan BRkga lembaga
CJS lainnya.

b. Adanya upaya jalinan kerjasama (MoU) dengan instains dengan
demikian dapat menutupi keterbatasan personel igikhyyang
berkualitas; menutupi kekurangan penguasaan perkampsi
perbankan ; menutupi keterbatasan sarana dan @masamenutupi
keterbatasan anggaran dan menutupi koordinasi Yamgng baik
dengan Bl, BPK dan BPKP juga lembaga CJS.

c. Adanya dukungan langsung maupun tidak langsungpeanerintah RI
terhadap penanganan korupsi, dengan demikian dapatutupi
keterbatasan personel (penyidik) yang berkualitasmenutupi
kekurangan penguasaan perkara korupsi perbankamutupe
keterbatasan sarana dan prasarana, menutupi kKesabaanggaran
dan menutupi koordinasi yang kurang baik dengarBBK dan BPKP
juga CJS.

d. Dukungan dari Pemerintah, masyarakat dan lembagdas@nya yang

sangat tinggi terhadap upaya-upaya yang dilakukanRBskrimsus
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dalam mencegah dan memberantas TP Korupsi, dengauikidn
dapat menutupi keterbatasan personel (penyidik)y ya@rkualitas;
menutupi kekurangan penguasaan perkara korupsiameh ;
menutupi keterbatasan sarana dan prasarana, meketiepbatasan
anggaran dan menutupi koordinasi yang kurang baiigan Bl, BPK
dan BPKP juga CJS.

1.2.4. Strategi W-T (Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif

dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari

ancaman).

a.

Keterbatasan personel penyidik yang berkualitaggansampai membuat
Polri tidak dipercaya oleh masyarakat dalam menegakukum, dan juga
negara Indonesia masih masuk dalam negara yanggpkbrup, jangan

sampai tingkat kepercayaan jangan sampai partisipasyarakat semakin
minim. Untuk itu kualitas penyidik harus ditingkan.

Sering terjadi kekurangan penguasaan perkara kopgrbankan, jangan
sampai tingkat kepercayaan masyarakat turun, jangmmpai korupsi

meningkat, dan jangan sampai partisipasi masyasaaakin minim. Untuk

itu kualitas penyidik harus ditingkatkan.

Dengan adanya keterbatasan sarana dan prasaragem jaampai tingkat
kepercayaan masyarakat turun, jangan sampai komgrsingkat, dan jangan
sampai partisipasi masyarakat semakin minim. Urtwksarana prasarana
harus ditingkatkan.

Dengan adanya keterbatasan anggaran operasiojaalgan sampai tingkat
kepercayaan masyarakat turun, jangan sampai komgrsingkat, dan jangan
sampai partisipasi masyarakat semakin minim. Untukanggaran perlu

ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan riil di lajpang

Koordinasi yang kurang baik dengan Bl, BPK dan BRk&ga CJS yang lain,

jangan sampai tingkat kepercayaan para masyarakat,tjangan sampai
korupsi meningkat, dan jangan sampai partisipasyarakat semakin minim.
Untuk itu perlu ditingkatkan koordinasi dengan Qainya secara baik.
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan balalgan rangka
meningkatkan kualitas penyidik Dit 1l Pidkor & WCRareskrim Mabes Polri
korupsi khususnya dan penyidik Bareskrim Mabesi Rolumnya, terdapat
faktor intern dan ekstern yang mempengaruhinyah ®arena itu perlu
memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada semaimalisir kelemahan
dan ancaman agar tidak menjadi lebih besar dan gaeggu terhadap
peningkatan kualitas dan kuantitas penyidik dalamapganan Tindak Pidana
Korupsi khususnya dalam menangani perkara-perlatgpki di Dit Il Pidkor &
WCC Bareskrim Mabes Palri.
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6.1.

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN
Sebaga mana diketahui dalam Bab 111 telah dijel askan bahwa kualitas Penyidik Dit 111

Pidkor & WCC Bareskrim Polri berkaitan dengan pengungkapan Tindak Pidana Korupsi masih
tergolong rendah. Rendahnyakualitas diketahui berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Kondis proses penyidikan tindak pidana korups dilakukan oleh Dit Il Pidkor & WCC
Bareskrim Polri saat ini masih belum efektif dan optimal.

2. Kondisi Penguasaan Undang-Undang Korupsi yang dikuasai oleh penyidik dan penyidik
pembantu Dit |11 Pidkor & WCC Bareskrim Polri masih sangat lemah sehingga penerapan
pasal dan perundang-undangan menjadi kurang tepat.

3. Kondisi Sarana, Prasarana dan Anggaran yang dimiliki oleh Dit I Pidkor & WCC
Bareskrim Polri masih terbatas dalam rangka menopang kegiatan penyelidikan dan
penyidikan perkara korupsi perbankan.

4. Kondisi koordinas antara penyidik Dit 111 Pidkor & WCC Bareskrim Polri dengan instansi

lain seperti Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan, serta lembaga Criminal Justice system seperti jaksa penuntut umum dan
pengadilan masih lemah.

Menyadari realita demikian, Dit 11 Pidkor & WCC Bareskrim Polri berupaya agar

penyidik lebih berkualitas sehingga mampu memuaskan pelanggan (masyarakat).

Berkaitan dengan semakin meningkatnya tindak pidanakorupsi di Negarakita, dimana

dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan (Crime Total) seperti terlihat dari perkara
yang ditangani oleh Dit 111 Pidkor & WCC Bareskrim Polri, belum lagi perkara korups

perbankan yang tidak terdeteksi dan terungkap karena kekurangtahuan permasalahan tindak

pidana korupsi dan perbankan yang dimiliki oleh penyidik.

Disisi lain upaya penyelesaian kasus (Crime Clearence) yang ditangani Dit |11 Pidkor &

WCC Bareskrim Polri menunjukkan kondisi yang belum memuaskan, yaitu pada tahun 2010
Cuma 20 (dua puluh) kasus yang P 21, demikian juga tahun 2008 ada 3 (tiga) yang P21, maka
gunamenyikapi hal demikian, perlu diformulasikan suatu kebijaksanaan untuk meningkatkan
kualitas penyidik Dit 11 Pidkor & WCC Bareskrim Polri.
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6.2. SARAN

Untuk meningkatkan kualitas Penyidik Dit |11 Pidkor & WCC Bareskrim Polri guna
efektifitas penanganan tindak pidana korupsi, perlu dilakukan suatu strategi untuk dapat
dipedomani oleh Personil Dit |11 Pidkor & WCC Bareskrim Polri. Hal ini disebabkan makin
maraknyatindak pidana korups yang terjadi di sektor perbankan yang akibatnya dapat
melemahkan perekonomian kita, karena dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara.

Selanjutnya Untuk itu guna meningkatkan kualitas Penyidik dalam rangka efektifitas

penyidikan tindak pidana korupsi perbankan, dan secara tidak langsung bisa mempengaruhi

angkaindeks korupsi di Indonesiamenjadi baik dibandingkan dengan negara lainnya dengan
harapan:

1. Meningkatkan efektifitas proses penyidikan korups perbankan yang terjadi pada
bank milik pemerintah/negara dengan meningkatkan kualitas penyidik melalui
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan seperti kategori dibawah ini:

- Bagi penyidik yang belum memiliki pendidikan S-1 (Sarjana Hukum) agar diberikan
kesempatan untuk mengikuti kuliah yang dilaksanakan setelah jam dinas selesai, yang
biasanya kuliah tersebut dilaksanakan pada malam hari (ekstension), sehingga tidak
mengganggu dinas.

- Mengikutsertakan penyidik mengikuti pendidikan kejuruan tentang tindak pidana
korupsi dan perbankan yang diselenggarakan oleh Mabes Polri yang mana jadwal
pendidikannya mengikuti kalender pendidikan dari SDM Mabes Polri atau Bareskrim
Polri.

- Membuat program kegiatan pelatihan tentang penyidikan tindak pidana korupsi dan
perbankan, yang mana pesertanya adalah penyidik yang ada di Dit |1l Pidkor & WCC
Bareskrim Polri. Pelatihan ini sifatnya wajib sehingga dapat diikuti oleh seluruh
anggota Dit 1l Pidkor & WCC Bareskrim Polri tanpa terkecuali. Adapun penggar-
pengajar pada saat pelatihan tersebut yaitu dengan mengundang ahli-ahli dari instansi
terkait yang berhubungan dengan penegakan hukum di bidang korupsi seperti dari Bl
BPK,BPKP, Departemen Hukum dan HAM RI , ahli Hukum Pidana korupsi dan
Perbankan dari Universitas Indonesia, KPK dan K ejaksaan.
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Mengikutsertakan penyidik mengikuti seminar, diskusi, yang berhubungan dengan
penegakkan hukum korupsi perbankan yang diselenggarakan oleh instansi terkait seperti
Bl, BPK, BPKP, Komisi Hukum Nasional, Departemun Hukum dan Ham RI.

Mengirim penyidiknya untuk mengikuti kejuruan mengenai korupsi dan perbankan
yang diselenggarakan oleh Negaranegara mau seperti, Amerika Serikat (ILEA),
Jepang (JICA) dan Cina (ALELO) untuk menambah wawasan bagi penyidik mengenal
penegakan hukum korupsi dan perbankan, agar sekembalinya dari luar negeri penyidik
tersebut dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatnya di Indonesia. Selain itu dapat
meningkatkan citra Indonesia di mata dunia, bahwa saat ini Indonesia sudah serius

menangani tindak pidana korupsi.

2. Meningkatkan Kualitas Penyidik melalui Peningkatan kemampuan Penguasaan dan

Pemahaman aturan dan perundang-undangan korupsi dan Perbankan seperti

dibawah ini:

Memberikan pelgaran dan sosialisas undang-undang korupsi dan Perbankan kepada
Penyidik dan penyidik pembantu di Dit |11 Pidkor & WCC Bareskrim Polri.

Melengkapi buku-buku dan penunjang lainnya yang berisikan materi perundang-
undangan Korups dan Perbankan.

Studi kasus atau persolan perkara korupsi perbankan yang telah menjadi yurisprudensi
dengan demikian dapat menjadikan pedoman bagaimana penerapan pasal-pasal korupsi

dan perbankan dalam tindak pidana korupsi perbankan.

3. Meningkatkan Kualitas Penyidik melalui Peningkatan Sarana, Prasarana dan

Anggaran seperti dibawah ini:

Mengajukan permohonan untuk pemenuhan sarana dan prasarana ke Mabes Polri sesuai
dengan skala prioritas, artinya kebutuhan yang diprioritaskan adalah kebutuhan yang
berhubungan dengan proses penyidikan seperti komputer desktop, laptop, printer, kertas,
alat-alat tulis kantor, dan berbagai macam aat-alat khusus lainnya yang berhubungan
dengan kegiatan penyilidikan dan penyidikan.

Memenuhi komitmen untuk menyediakan anggaran guna meningkatkan kualitas penyidik
yang memadal untuk satuan tindak pidana korups khususnya, termasuk di dalamnya
dukungan peningkatan anggaran bagi Dit 111 Pidkor & WCC Bareskrim Polri.
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- Daam kegiatan operasional anggota ada dukungan anggaran dari dinas yang cukup
sehingga penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi perbankan dapat

dilaksanakan secara optimal.
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Foto di depan Kantor Dit |11 Pidkor & WCC Bareskrim Polri
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BADAN RESERSE KRIMINAL POLISI

DIREKTORAT I1I/PIDANA KORUPSI & WCC

pataTiPikor DIT [HI/PIDKOR & WCC

TAHUN 2008
PERKEMBANGAN PENYIDIKAN
NO. SATWIL NO.LP/TGL URAIAN PERKARA TERSANGKA KERUGIAN PENYELMT KET.
NEGARA KEU NEG P-21 P-19 | SP3 | PROSES | LIMPAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. | DIT II/PIDKOR & | 1.LP/235/V/ Tindak Pidana Korupsi (suap) | 1. BAMBANG S - P-21
wcC 2008/SIAGA-I, Bank Mandiri Cabang Cikarang | 2. A. KOSWARA
tgl 5 Mei 2008. Bekasi dan PT Katsushiro | 3. ADHI YULIAN-
Indonesia Cikarang — Bekasi. TO
4. HENDRY E.
Tindak Pidana Korupsi (suap)
Bank Mandiri Cabang Cikarang
2. LP/236/VI Bekasi dan PT Katsushiro | BUDI SETYO U P-21
2008/Siaga-I, Indonesia Cikarang — Bekasi.
tgl5 Mei 2008.
Tindak Pidana Korupsi pada
PT BNI Tbk Sentra Kredit
Konsumen Makassar pada
tahun  2006-2007  dalam
3. LP/263/V/ melaksanakan Program BNI | 1.ZAKARIAL. 27.000.000.000,- - P-21
2008/Siaga- OTO. 2.MUSLIMIN
I, tgl 19 Mei 3.A. YANI
2008. Tindak Pidana Korupsi | 4.H. TAJANG
Penyalahgunaan Dana | 5.BASRIAD
Anggaran  Subdit  Penyakit
Jantung dan Pembuluh Darah
TA 2006-2007(Dep Kes RI)
4. LP273IV/ HARYANTI, SE 740.029.000,- SP-3
2008/Siaga-
I, tgl 26 Mei
2008.
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2 3 4 5 6 10 11 12 13
DIT 1I/PIDKOR & | 5.LP/363/VIl/ TPK Dana CAPEX DFWN TA | M.TABRANI 427.682.000,- SP-3 -
wce 2008/Siaga-I, 2007 dim pengadaan barang

tgl 4 Juli berupa SF CME MSC di Divisi
2008. Fixed Wireless Network di PT
Telekominasi Indonesia
Jakarta.
Dugaan TPK  pengadaan
minyak mentah jenis Zatapi.
6. LP/463/VIII/ BURHANUDDIN Proses Audit Sidik
2008/Siaga-I, (Mantan  Penga-
tgl 12 Agustus Dugaan TPK pada proyek | daan MM)
2008. pembangunan gd kesenian
Polri Cipinang dan
7. LP/438/VIII pembangunan gedung multi | Ir. RA. SUTRIS- | 7.577.596.808,- Sidik
2008/Siaga-I, fungsi Polri Tahap lll dan 2 unit | NO, KGA
tgl 6 Agustus barak siaga 3 lantai di Cikeas
2008. Gunung Putri Bogor.
Dugaan TPK di UPMS Jaya
pura.
8. LP/492/VIIl/ SUSTIADJI 36.438.928.129,- SP-3 -
2008/Siaga-Il, (Mantan  General
tgl 25 Agus- Manager UPMS VIII
tus 2008. PT Perta-mina).

Optimalisasi peran..., Golfried Hasiholan, Pascasarjana Ul, 2011.

UNIVERSITAS INDONESIA




2 3 4 8 10 11 12 13
DIT I/PIDKOR & | 9.LP/691/XI/ Dugaan Penipuan dan | SUKIONO IRA- - Sidik
wce 2008/Siaga-Il, penggelapan  dengan  cara | WAN dkk
tgl 24 -11-i meminjam  uang  dengan
2008. jaminan  saham-saham yang

dituangkan dalam pengakuan
hutang
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999
TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan kearamggara atau perekonomian
negara dan menghambat pembangunan nasional, sehivaggs diberantas dalam
rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur barkas Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945;

b. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadiaise ini selain merugikan
keuangan negara atau perekonomlan negara, jugaharebgt pertumbuhan dan
kelangsungan pembangunan nasional yang menurgigredi tinggi;

c. Bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang @emtasan Tindak Pidana
Korupsl sudah tidak sesuai lagi dengan perkembarmgduituhan hukum dalam
masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undaraang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lafektif dalam mencegah dan
memberantas tindak pidana korupsi;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalkdaoch huruf a. b, dan c
perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang Roanbasan Tindak Pidana

Korupsi.
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Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-UnDasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republikdodesia Nomor
XI/MPR/1998 tentang Penyelengpara Negara yang Bedsin Bebas Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Memutuskan:
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA

KORUPSI.

BAB |
KETENTUAN UM UM
Pasal 1
Dalam Undang-undang Ini yang dimaksud dengan:
1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaamy \terorganisasi baik
merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
1) Pegawai Negeri adalah meliputi :
a. Pegawai negeri sebagaimana undang-undang tentgreg#&waian;
b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitalahgadndang Hukum
Pidana;

c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuanggaraetau daerah;
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d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu kaspgyang menerima
bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau

e. Orang yang menerima gaji atau upah dari Kkorporasin |yang
mempergunakan modal atau fasilitas dari negararateyarakat.

f. Setiap orang adalah orang perseorangan atau tekrkagaorasi

BAB ||
TINDAK PIDANA KORUPSI
Pasal 2
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakuk@uwgtan memperkaya diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaapgatl merugikan keuangan
negara atau perekonornian negara, dipidana deridangppenjara seumur hidup
atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tattam paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.00D@D (dua ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu mulwath).
(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dinthkslam ayat (1) dilakukan

dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhka

Pasal 3
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkasediri atau orang lain atau suatu
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesemp@asaana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugidoammngan negara atau

perekonomian negara, dipidana dengan pidana pes@mur hidup atau pidana
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penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan palimgal20 dua puluh) tahun dan atau
denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima pulita fupiah) dan paling banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 4
Pengembalian kerugian keuangan negara atau pemlamo negara tidak
menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sehaga dimaksud dalam
Pasal 2 dan Pasal 3.
Pasal 5
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagairdanaksud dalam Pasal 209
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana denggamnp penjara paling singkat
1 (satu) tahun dan paling lama 5 (rima) tahun daw aenda paling Sedikit Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan palirrgyek Rp 250.000.000,00 (dua
ratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 6
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagairdanaksud dalam Pasal 210
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengaanp penjarm paling
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (limaabgtahun dan denda paling sedikit
Rp 150.000.000,00 (seratus km puiuh jute ruplahh gmling banyak Rp
750.000.000,00 (tujuh ratus lima pulufl juta rupiah
Pasal 7
Setiap oranq yang melakukan tindak pidana sebagairdanaksud dalam Pasal 387
atau Pasal 388 Kitab Undang-undang Hukum Pidangidata dengan pidana

penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan palingal@nftujuh) tahun dan atau denda
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paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta abpidan paling banyak Rp
350.000.000,00 (tige ratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 8
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagairdanaksud dalam Pasal 415
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana deng@amp penjara paling singkat
3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tadan denda paling sedikit Rp
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dpaling banyak Rp
750.000.000,00 -(tujuh ratus lima puluh juta rupiah
Pasal 9
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagairdanaksud dalam Pasal 416
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana denggema penjara paling singkat
1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun damdd paling sedikit Rp
50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan palimgyak Rp 250.000.000,00 (dua

ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 10
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagalrdanaksud dalam Pasal 417
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana deng@emp penjara paling singkat
2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun damdd paling sedikit Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan palingydlarRp 350.000.000,00 (tiga

ratus lima puluh juta rupiah).
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Pasal 11
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagairdanaksud dalam Pasal 418
Kitab Undang-undang Hukum Pidana dipidana dengdangi penjara paling singkat
1 (satu) tahun dan paling lama 5 (Nma) tahun dan denda paling sedikit Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paliregnyek Rp 250.000.000.00 (dua
ratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 12
Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagairdanaksud dalam Pasal 419.
Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 4@5 Hitdang-undang Hukum Pidana
dipidana (3) dengan pidana penjara seumur hidupmti@ana penjara Paling singkat
4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)rtadan denda paling sedikit Rp

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan palemyybk Rp 1.000.000.000,00 (satu

miliar rupiah).

Pasal 13
Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepadawai negeri dengan mengingat
kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jadatakedudukannya, atau oleh
pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat padat@ atau kedudukan tersebut
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tighayin dan atau denda paling

banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh wp&h).
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Pasal 14
Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-unglamg secara tegas menyatakan
bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-untiaegbut sebagai tindak
pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur ddlerdang-undang ini.
Pasal 15
Setiap orang yang melakukan percobaan pembantaanpatrmufakatan jahat untuk
melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengaana yang sama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 3, Pasal 5 sampzani@&asal 14.
Pasal 16
Setiap orang di dalam wilayah negara Republik ledanyang memberikan bantuan,
kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terg@atimdek pidana korupsi dipidana
dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak gi#anupsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 3, Pasal 5 sampgaétasal (7)

Pasal 17
Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksdiaihd Pasal 2. Pasal 3 Pasal 5
sampai dengan pasal 14 terdakwa dapat dijatuhiaharb sebagaimana dimaksud
dalam.
Pasal 18
(1) Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undstgng Hukum Pidana
sebagai pidana tambahan adalah :
a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atautigiakgoerwujud barang

tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperalen tindak pidana
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(@)

3)

(1)

korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana diantamdak pidana korupsi
dilakukan, begitu pun harga dari barang yang memigga barang tersebut;

b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebarayalaeknya dengan
harta benda yang diperoleh dari tindak pidana ksirup

c. Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk pedikty lama 1 (satu)
tahun;

d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertéatupgnghapusan atau
sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau ddgadrikan oleh
Pemerintah kepada terpidana;

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti s@ébhaga dimaksud dalam ayat

(1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) busesudah putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka bandanya dapat disita

oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang penitensebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta bendag yarencukupi untuk

membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud @glain{l) huruf b , maka

dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tida&mii ancaman maksimum
dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalaang-undang ini dan

karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dal&unsgupengadilan.

Pasal 19
Putusan pengadilan mengenai perampasan baranggbdmakan kepunyaan
terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihatigeeyang beritikad baik akan

dirugikan.
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(@)

(3)

(4)

()

(1)

(2)

3)

Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimakaladndayat (1) termasuk
juga barang pihak ke yang mempunyai itikad baik anpkak ketiga tersebut
dapat mengajukan surat keberatan kepada pengaditemn bersangkutan dalam
waktu paling lambat 2 (dun) bulan setelah putusargpdilan diucapkan di sidang
terbuka untuk umum.

Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksudn dalat (2) tidak
menangguhkan atau merighentikan pelaksanaan pupesaadilan.

Dalam kaadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat h@gkim meminta
keterangan penuntut umum dan pihak yang berkemgmtin

Penetapan hakim atas surat keberatan sebagainmaksadid dalam ayat (2) dapat

dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemoham pénuntut umum.

Pasal 20
Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh adgas nama suatu korporasi,
maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakidgthadap korporasi dan atau
pengurusnya.
Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabndak pidana tersebut
dilakukan oieh orang-orang baik berdasarkan hubunderja maupun
berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam ling&ankprporasi tersebut baik
sendiri maupun bersama-sama.
Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap k@gomaka korporasi terus

diwakili oleh pengurus.

UNIVERSITAS INDONESIA

Optimalisasi peran..., Golfried Hasiholan, Pascasarjana Ul, 2011.



(4) Penqurus yang mewakili korporasi sebagaimana dintbkialam ayat (3) dapat
diwakili oleh orang lain

(5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korponasighadap sendiri di
pengadilan dan dapat pula memerintahkan supayaupengersebut dibawa ke
sidang pengadilan

(6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap ka@gipmaka panggilan untuk
menghadap dan penyerahan surat panggilan terseslammhikan ke pengurus di
tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurusabhésk

(7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap kospdranya pidana denda,

dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 eatiga).

BAB |11
TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA
KORUPSI
Pasal 21
Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, mepirdEau menggagalkan secara
Langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntai@am pemeriksaan disidang
terdakwa maupun para saksi dalam perkara korupglatia dengan pidana penjara
paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 1@a(delas) tahun dan atau denda
paling sedikit Rp 150.000.000.00 (seratus lima pylia rupiah) dan paling banyak

Rp 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah).
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Pasal 22
Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasalag8) P9, Pasal 35 atau Pasal 36
yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atenberi keterangan yang tidak
benar, dipidana dengan pidana paling singkat a)(tighun dan paling lama 12 (dua
belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 080000.00 (seratus lima puluh
juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000.0@reratus juta rupiah).
Pasal 23
Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap keterdebagaimana dimaksud dalam
pasal 220, pasal 231, Pasal 421, pasal 442, pa9aitdu pasal 430 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana pemaliag singkat 1 (satu)
Tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau deralmg sedikit Rp
50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan palimgyak Rp 300.000.000,00 (Tiga
ratus juta rupiah).
Pasal 24
Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimanakdund dalam pasal 31 dipidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau demdlagpbanyak Rp 150.000.000,00
(Seratus lima puluh juta rupiah).
BAB IV
PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG
PENGADILAN

Pasal 25
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Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidaggra menyerahkan salinan berkas
berita acara sidang tersebut pengadilan dalam n@erkadak pidana korupsi
didahulukan dari perkara lain guna penyelesaiaepsgnya.

Pasal 26

Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sigengadilan terhadap tindak pidana

korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidang Yerlaku, kecuali ditentukan

lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 27
Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yangtsoéimbuktiannya, maka dapat
dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksang§gu
Pasal 28
Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib meawkbe beri keterangan tentang
seluruh harta bendanya dan harta benda istri atmisanak, dan harta benda setiap
orang atau korporasi yang diketahui dan atau yadggd mempunyai hubungan
dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersang
Pasal 29
(1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau p#sean di sidang
pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim wbaang meminta
keterangan kepada bank tentang keadaan keuangandka atau terdakwa.
(2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dlichakalam ayat (1)

diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia melakukasak pidana korupsi,
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(3)

(4)

()

maka keterangan tersebut sesuai dengan peraturandpeg-undangan yang
berlaku.

Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenyigermintaan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam wakambeilt-lambatnya 3 (tiga)
hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaanrigite secara lengkap.

Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat memingpalla bank untuk
memblokir rekening simpanan milik tersangka atadakwa yang diduga hasil
dari korupsi .

Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka tatdakwa tidak diperoleh
bukti yang cukup atas permintaan penyidik, penuotaum, atau hakim, bank

pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

Pasal 30

Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyitatsden kiriman melalui pos,

telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigaimpeanyai hubungan dengan

(1)

perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa

Pasal 31
Dalam penyidikan den pemeriksaan di sidang pemngadsaksi dan orang lain
yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsiaditamenyebut nama atau
alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikamungkinan dapat

diketahuinya identitas pelapor.
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(2) Sebelum perneriksaan dilakukan, larangan sebagaiwiiamaksud dalam ayat (1)

diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut.

Pasal 32

(1) Dalam hal ponyidik menemukan dan berpendapat badaua atau lebih unsur
tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukéidangkan secara nyata telah
ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segemyerahkan berkas
perkara hasil penyidikan tersebut kepada JaksaaearsgNegara untuk dilakukan
gugatan perdata atau diserahkan kepada instansg ydrugikan untuk
mengajukan gugatan.

(2) Putusan bebas dalam perkara tindak pidana korigesk tmenghapuskan hak

untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.

Pasal 33
Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat ukiéak penyidikan,
sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuaegana, maka penyidik segera
menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tetskbpada Jaksa Pengacara
Negara atau diserahkan kepada instansi yang damgikntuk dilakukan gugatan
perdata terhadap ahli warisnya.
Pasal 34
Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat diEkupemeriksaan di sidang
pengadilan, sedangkan secara nyata telah, adai&erkguangan negara, maka

penuntut umum segera menyerahkan salinan berkats laeyara sidang tersebut
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1)

@)

3)

kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkanakeysta@nsi yang dirugikan

untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli wegais

Pasal 35
Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai stdsiahli, kecuali ayah, ibu,
kakek, nenek, saudara kandung. Istri atau suarak, @an cucu dari terdakwa.
Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimaa&gilichdalam ayat (1) dapat
diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghemt#akidisetujui secara tegas
oleh terdakwa.
Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam &yat nfereka dapat
memberikan keterangan sebagai, saksi, tanpa disumpa

Pasal 36

Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaiaiath Pasal 35 berlaku juga

terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat nd@nabat atau jabatannya

(1)

(2)

diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas aggang menurut keyakinannya

harus menyimpan rahasia.

Pasal 37
Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwalaktmelakukan tindak
pidana korupsi.
Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia trdaelkakukan tindak pidana
korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakargaebal yang menguntungkan

baginya.
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3)

(4)

()

1)

(2)

3)

(4)

Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang deloanta bendanya dan harta
benda istri atau suami, anak, dan harta bendapsetang atau korporasi yang
diduga mempunyai hubungan dengan perkara yangriggastzn.

Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentaegayaan yang tidak
seimbang dengan penghasilannya atau sumber penamkeakayaannya, maka
keterangan tersebut dapat digunakan untuk mempealatebukti yang sudah ada
bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana karups

Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayaygit)(2), ayat (3) dan ayat

(4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk memkaktdakwaannya.

Pasal 38
Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, t@dak hadir di sidang
pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dipgpaksa dan diputus tanpa
kehadirannya.
Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya elsetb putusan
dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, danakedketerangan saksi dan
surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebeludiapggap sebagai diucapkan
dalam sidang yang sekarang.
Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwenwinkan oleh penuntut
umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor PémheiDaerah, atau
diberitahukan kepada kuasanya.
Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan bandisgpatasan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1).
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(5) Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putub@tuhkan dan terdapat
bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telalakukan tindak pidana
korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum eta@kan perampasan
barang-barang yang telah disita.

(6) Penetapan perampasan sebagaimana dimaksud dalam(5yaidak dapat
dimohonkan upaya banding.

(7) Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajuiaer&tan kepada pengadilan
yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dithaiksam ayat (5), dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggahgumuman sebagaimana
dimaksud dalam ayat

Pasal 39
Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikayepdikan, penyidikan, dan
penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukarsdma-sama oleh orang yang
tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.
Pasal 40
Dalam hal terdapat cukup alasan untuk mengajukamkape korupsi di
lingkungan Peradilan Militer, maka ketentuan sebagaa dimaksud dalam Pasal
123 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 31 Tah@@7ltentang Peradilan

Militer tidak dapat diberlakukan.
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BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 41
(1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya egemn dan
pemberantasan tindak pidana korupsi.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dgddar(ilp diwujudkan dalam
bentuk :

a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informdanga dugaan telah
terjadi tindak pidana korupsi;

b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, meaigie dan
memberikan informasi adanya dugaan telah terjadiak pidana korupsi
kepada penegak hukum yang menangani perkara tpidaka korupsi;

c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara beastapgawab kepada
penegak hukum yang menangani perkara tindak pikiamngpsi;

d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan griggporannya yang
diberikan kepada penegak hukum dalam waktu pahngal 30 (tiga puluh)
hari;

e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :

1. Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalarhdurudan c;
2. Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikadan di
sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi a&ksi ahli,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undgagg berlaku;
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(1)

(2)

3. Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) omgyaphak dan
tanggung jawab dalam upaya mencegah dan pemberantasdak
pidana korupsi;

4. Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dajlan{2) dan ayat
(3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada saastau ketentuan
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Yeemaku dan
dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya

5. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perannsaslyarakat dalam
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana kosgisigaimana
dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengBReraturan

Pemerintah.

Pasal 42
Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggatgarakat yang telah
berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantésaipeagungkapan tindak
pidana korupsi.
Ketentuan mengenai penghargaan sebagaimana dimdk$am ayat (1) diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
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1)

@)

3)

(4)

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43
Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Ugdamdang ini mulai berlaku,
dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempuogas dan wewenang
melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk mdiaku penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketenpexaturan perundang-
undangan yang berlaku.
Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam @yaterdiri atas unsur
Pemerintah dan unsur masyarakat.
Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisésia kerja,
pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta d@@ag Komisi
sebagaimana dmaksud dalam ayat (1), ayat (2), dgat &3) diatur

dengan Undang-undang.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44
Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, raidgang-undang Nomor 3 Tahun
1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsilfhran Negara Tahun 1971
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958yathkan tidak berlaku.
Pasal 45
Undang-undang Ini mulai berlaku pada tanggal dingllan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undafayagn ini  dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik lisgone
Disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARISNEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMORL40
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPS|

UM UM

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manuasianésia seutuhnya dan
masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, maksejahtera, dan tertib berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk noelkapmasyarakat Indonesia
yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perbaraeterus-menerus ditingkatkan
usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindala pidda umumnya serta tindak
pidana korupsi pada khususnya. Di tengah upayapeguban nasional di berbagai
bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas &omgn bentuk penyimpangan
lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataamya perbuatan korupsi telah
menimbulkan kerugian negara yang sangat besarpeaha gilirannya dapat berdampak
pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk, itupaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan diantensifkan dengan tetap
menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentimgasyarakat. Undang-undang ini
dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang NoTaBun 1971 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dihamapkampu memenuhi dan
mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyadalam rangka mencegah

dan memberantas secara lebih efektif setiap bemdkk pidana korupsi yang sangat
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merugikan keuangan negara atau perekonomian negada khususnya serta

masyarakat pada umumnya. Keuangan negara yang slichaklalah seluruh kekayaan

negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atag tydak dipisahkan, termasuk

didalamnya segala bagian kekayaan negara dan degjaldan kewajiban yang timbul

karena :

(@)

(b)

Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan perta@gjagaban pejabat lembaga
Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;

Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pert@j@gaban Badan Usaha
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan,dmbdukum, dan perusahaan
yang menyertakan modal negara, atau perusahaamyamgertakan modal pihak

ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Skdangng dimaksud dengan
Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomaag yisusun sebagai

usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atsgha masyarakat secara
mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerifak,di tingkat pusat maupun

di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan pegHuti@angan yang berlaku

yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, ldmejahteraan kepada
seluruh kehidupan rakyat. Agar dapat menjangkaldga modus operandi

penyimpangan keuangan negara atau perekonomiaranggey semakin canggih

dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalamasgdundang ini dirumuskan

sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-peanuatemperkaya diri sendiri

atau orang lain atau suatu korporasi secara "meldwéum™ dalam pengertian

formil dan materiil. Dengan perumusan tsh,

pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korugdapat pula
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mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menuarasgan keadilan
masyarakat harus dituntut dan dipidana. Dalam Ugnendang ini, tindak pidana
korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindaknaidermil. Hal ini sangat
penting uantuk pembuktian. Dengan rumusan secarailfgang dianut dalam
Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telahedikalikan kepada negara,
pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke péilgn dan tetap dipidana.
Perkembangan baru yang diatur dalam Undang-undan@dalah korporasi
Sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat
dikenakan sanksi. Hal ini tidak diatur dalam Undamgang No. 3 Tahun 1971.
Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif ukntimencegah dan
memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undangemuat ketentuan pidana
yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, ip@fentukan ancaman
pidana minimum khusus, pidana denda yang lebihgtindan ancaman pidana
mati yang merupakan pemberatan pidana. SelaitJitdang-undang ini memuat
juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana ksirygng tidak dapat membayar
pidana tambahan berupa uang pengganti kerugiamanddiadang-undang ini juga
memperluas pengertian Pegawai Negeri, yang a.laladaang yang menerima
gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakadamatau fasilitas dari
Negara atau masyarakat. Yang dimaksud dengan tdasiadalah perlakuan
istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, Inysabunga pinjaman yang
tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian igamg eksklusif, termasuk
keringanan bea masuk atau pajak yang bertentaregagad peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Hal baru lainnya adalahndddal terjadi tindak pidana
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korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tigabungan yang
dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, sedangkan pnoesegidikan dan penuntutan
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangwgendgang berlaku. Hal ini
dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensitwgdenanganan tindak
pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasusia dari tersangka atau
terdakwa. Untuk memperlancar proses penyidikanumpieman, dan pemeriksaan
tindak pidana korupsi, Undang-undang ini mengatewdnangan penyidik,
penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkaanmmman perkara untuk
dapat langsung meminta keterangan tentang keada@engan tersangka atau
terdakwa kepada bank dengan mengajukan hal tergelpala Gubernur Bank
Indonesia. Di samping itu, Undang-undang ini juganerapkan pembuktian
terbalik yang bersifat terbatas atau berimbangniysrdakwa mempunyai hak
untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindalapa korupsi dan wajib
memberikan keterangan tentang seluruh harta bemdawfan harta
benda istri atau suami, anak, dan harta benda psebeang atau
korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengamaperybs., dan penuntut
umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.abgeindang ini juga
memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada malstycberperan serta
untuk membantu upaya pencegahan dan pemberaniagdak pidana korupsi,
dan terhadap anggota masyarakat yang berperantsergerikan perlindungan
hukum dan penghargaan. Selain memberikan peramrsedyarakat tsb, Undang-
undang ini juga mengamanatkan pembentukan KomisibBentasan Tindak

Pidana Korupsi yang akan diatur dalam Undang-undersgndiri dalam jangka
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waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-ogdai diundangkan.
Keanggotaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidanapsonerdiri atas unsur
Pemerintah dan unsur masyarakat. Berdasarkan partgan tsb di atas, Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasatak iRidana Korupsi

perlu diganti dengan Undang-undang ini.

1. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" daksal fhi mencakup perbuatan
melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arttemil, yakni meskipun
perbuatan tsb tidak diatur dalam peraturan perupdadangan. Namun apabila
perbuatan tsb dianggap tercela karena tidak sesugan rasa keadilan atau norma-
norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Maka p&butsb dapat dipidana.
Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa rligikan keuangan atau
perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidamupsi merupakan delik
formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukumg&n dipenuhinya unsur-unsur
perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan tiuydwkibat. Ayat (2) Yang
dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentmamimaksudkan sebagai
pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apdhbidak pidana tsb dilakukan

pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuaindemgiang-undang yang
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berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasis®idagai pengulangan tindak
pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keddsss ekonomi dan moneter.

Pasal 3

Kata "dapat" dalam ketentuan ini diartikan samagderPenjelasan Pasal 2.

Pasal 4

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimadianaksud dalam
Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsurl piissksud, maka
pengembalian kerugian keuangan negara atau penmekamo negara, tidak
menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidemaPengembalian kerugian
keuangan negara atau perekonomian negara hanypakarusalah satu faktor yang
meringankan.

Pasal 5 dan Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Dalam ketentuan ini, frasa "Angkatan Laut atau Aaigh Darat yang
dimuat dalam Pasal 388 KUHP harus dibaca "Tentasaddal Indonesia”.

Pasal 8 s/d Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan "ketentuan yang berlaku daladang-undang ini" adalah baik

hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil.
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Pasal 15

Ketentuan ini merupakan aturan khusus karena ancamd@ana pada percobaan dan
pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurang{shf® pertiga) dari ancaman
pidananya.

Pasal 16

Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah dan memtesdamdak pidana korupsi yang
bersifat transnasional atau lintas batas teritorsghingga segala bentuk transfer
keuangan/harta kekayaan hasil tindak pidana koraptr negara dapat dicegah
secara optimal dan efektif. Yang dimaksud dengaantiman, kesempatan, sarana,
atau keterangan" dalam ketentuan ini adalah sefem@gan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan perkembangan ilmu pdngaiadan teknologi.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

huruf a dan huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan "penutupan seluruh atau smbagerusahaan” adalah
pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatark urgementara waktu sesuai

dengan putusan pengadilan.
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huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Apabila keberatan pihak ketiga diterima oleh hakisetelah eksekusi,
maka negara berkewajiban mengganti kerugian kepaubak ketiga
sebesar nilai hasil lelang atas barang tsb.

Ayat (4) dan Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengurus" adalah organ kaspoyang menjalankan
kepengurusan korporasi ybs. Sesuai dengan angdasam, termasuk mereka yang
dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut uoteskan kebijakan
korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tkngiaana korupsi.

Ayat (2) s/d Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 21 g/d Pasal 24

Cukup jelas
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Pasal 25

Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih perkara yangh olUndang-undang
ditentukan untuk didahulukan maka mengenai penanfodoritas perkara tsb
diserahkan pada tiap lembaga yang berwenang dpsetoses peradilan.

Pasal 26

Kewenangan penyidik dalam Pasal ini termasuk wengnantuk melakukan
penyadapan (wiretaping).

Pasal 27

Yang dimaksud dengan "tindak pidana korupsi yang pembuktiannya”,a.l tindak
pidana korupsi di bidang perbankan perpajakan pasagal, perdagangan dan
industri. Komoditi berjangka, atau di bidang monetan keuangan yang :

a. Bersifat lintas sektoral;

b. Dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih atau

c. Dilakukan oleh tersangkal terdakwa yang berstatus ebagai

Penyelenggara Negara sebagaimana ditentukan dafatang-undang No. 28 Tahun

1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dbasBdari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)
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Ketentuan ini  bertujuan untuk  meningkatkan efekdivi penyidikan,
penuntutan pemberantasan tindak pidana  korupsi ateng tetap
memperhatikan koordinasi lintas sektoral dengataiss terkait.

Ayat (2) dan Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "rekening simpanan” adalala damg dipercayakan oleh
masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian ippagan dana dalam bentuk
giro deposito, sertifikat deposito, tabungan, deu bentuk lain yang dipersamakan
dengan itu. termasuk penitipan (custodian) danyipgmanan barang atau surat
berharga (safe-deposit box). Rekening simpanan ydihpkir adalah termasuk
bunga deviden, bunga obligasi, atau keuntunganyiaing diperoleh daris impanan
tsb.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 30

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kewenarkggrada penyidik dalam rangka
mempercepat proses penyidikan yang pada dasarmaain Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana untuk membuka, memeriksa atamyitae surat harus
memperoleh izin teriebih dahuiu dari Ketua PengadNegeri.

Pasal 31

Ayat (1)
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Yang dimaksud dengan "pelapor® dalam ketentuan adalah orang yang
memberi informasi kepada penegak hukum mengenadieya suatu tindak pidana
korupsi dan bukan pelapor sebagaimana dimaksudhd&asal 1 angka 24 Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Ridan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada lkerukguangan negara” adalah
kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlatbgralasarkan hasil temuan
instansi yang berwenang atau akuntan publik yatonjdik.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “"putusan bebas" adalah putpsagadilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2)abgdindang No. 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan "ahli waris" dalam Pasal dalah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36
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Yang dimaksud dengan "petugas agama" dalam Pasadafeh hanya petugas Agama
Katholik yang dimintakan bantuan kejiwaan, yangetdcayakan untuk menyimpan
rahasia.

Pasal 37

Ketentuan ini merupakan suatu penyimpangan daenkean Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa jaksa yaajidp membuktikan
dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menkaténtuan ini terdakwa dapat
membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidkoeupsi. Apabila terdakwa
dapat membuktikan hal tsb tidak berarti ia tidakowé&ti melakukan korupsi, sebab
penuntut  umum masih  tetap berkewajiban untuk  memitark
dakwaannya.Ketentuan pasal ini merupakan pembukgapalik yang terbatas,
karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwgeann

Pasal 38

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menyatkam kekayaan negara
sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun, perkarat dipariksa dan diputus oleh
hakim.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Putusan” yang diumumkan ditaeritahukan adalah petikan

surat putusan pengadilan.
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Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan pula untukyakrmatkan kekayaan negara.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk meliggdunpihak ketiga
yang beritikad baik. Batasan waktu 30 (tiga puluhgri dimaksudkan
untuk menjamin dilaksanakannya eksekusi terhadagngebarang yang memang
berasal dari tindak pidana korupsi.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan "mengkoordinasikan” adalah ekewgan Jaksa
Agung sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaldaldm Undang-
undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk meratign efektivitas pencegahan
dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ayat (2)

Huruf a s/d Huruf d
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Cukup jelas

Huruf e

Perlindungan hukum terhadap Pelapor dimaksudkarkunemberikan rasa aman bagi
pelapor yang dilaksanakan sesuai dengan ketenaratupan perundang-undangan.

Ayat (3) s/d Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalandakti pidana
korupsi dengan disertai bukti-bukti, diberikan peaggaan baik berupa
piagam maupun premi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43 /d Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3874
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a.

Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadcara meluas, tidak hanya
merugikan keuangan negara, tetapi juga telah mkamppelanggaran terhadap hak-hak
sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehitigdak pidana korupsi perlu
digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasdwanya dilakukan secara luar biasa;
bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, mertghirkeragaman penafsiran hukum
dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sdsial ekonomi masyarakat, serta
perlakuan secara adil dalam memberantas tindaknaideorupsi, perlu diadakan
perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1988ntg Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi;

. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimdk&amd huruf a dan huruf b, perlu

membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atasngadadang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mengingat :

1.
2.

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat{dang-Undang Dasar 1945;
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum aAfadana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981. Nomor 76, Tambatemharan Negara Nomor 3209);

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penygdeag\Negara yang Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara uRék Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851;

Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantdsalak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Noid®, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3874);

Dengan persetujuan bersama
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK RJANA
KORUPSI.

Pasal |
Beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam ghout@lang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disélasgai berikut :

1. Pasal 2 ayat (2) substansi tetap, penjelasan mhgbih sehingga rumusnya
sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Dasal Bngka 1 Undang-
undang ini.

2. Ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, ®a3akal 10, Pasal 11, dan Pasal
12, rumusnya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasamn Kitab Undang-
undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkaor uassur yang terdapat
dalam masing —masing pasal kitab Undang-undang iHuRidana yang diacu,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5
(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tuYgahun dan paling lama 5 (lima)
tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 51000,00 (lima puluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus poiah juta rupiah) setiap orang
yang :

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai aiteg penyelenggara negara
dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyalengggara tersebut berbuat
atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yaegenbangan dengan
kewajibannya; atau
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(2)

(1)

(2)

(1)

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau peggelen negara karena atau
berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dkagajiban, dilakukan atau
tidak dilakukan dalam jabatannya.

Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yergerima pemberian atau janji

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atad budipidana dengan pidana yang

sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6
Dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) msatdan paling lama 15 (lima belas)
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.00Q00@0 (seratus liam puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (twaibs lima puluh juta rupiah) setiap
orang yang:
a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengeksud untuk
mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadatuk diadili; atau
b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang wnenurut ketentuan
peraturan perundang-undangan ditentukan menjadikatwntuk menghadiri sidang
pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi naaibat pendapat yang akan
diberikan berhubung dengan perkara yang diseraldepada pengadilan untuk
diadili.
Bagi hakim yang menerima pemberian pemberian aaji $ebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang meneriembgrian atau janji sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengatamqa yang sama sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2)(tahun dan paling lama 7 (tujuh)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000000@&eratusjuta rupiah) dan paling

banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juah):

a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membumgubban, atau penjual bahan
bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangoreakuakn perbuatan
curang yang dapat membahayakan keamanan oranghatang, atau keselamatan
negara dalam keadaan perang;
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b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembanguren @Enyerahan bahan
bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curangaetza dimaksud dimaksud
dlam huruf a;

c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barangrlkep Tentara Nasional
Indonesia dan atau Kepolisisan Negara Republik nedia melakukan perbuatan
curang yang dapat membahayakan keselamatan nelganddsadaaan perang; atau

d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahangokeperluan Tentara Nasional
Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik led@n dengan sengaja
membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimak$amd daruf c.

(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangat@anorang yang menerima
penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Isdomian atau Kepolisian Negara

Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan cussmtggaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana denganmadgang sama sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1)

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkatga)tiahun dan paling lama 15 (lima belas)
tahun dan pidana denda sedikit Rp150.000.000,0@t¢selima puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus limklpyuta rupiah), pegawai negeri atau
orang selain pegawai negeri yang ditugaskan metjafa suatu jabatan umum secara
terus menerus atau untuk sementara waktu, denggajaeanenggelapkan uang atau surat
berharga yang disimpan karena jabatannya, atau rad@mb uang atau surat berharga
tersebut diambil atau digelapkan oleh orang latau amembantu dalam melakukan
perbuatan tersebut.

Pasal 9
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat fi\ysaahun dan paling lama 5 (lima)
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000000Qjma puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp150.000.000,00 (dua ratus limatpyltia rupiah) pegawai negeri atau

orang selain pegawai negeri yang diberi tugas nemkan suatu jabatan umum secara
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terus menerus atau untuk sementara waktu, dengayajaememalsu buku-buku atau

daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan adtrasis

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2)(tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun
dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.00G6xafus juta rupiah) dan paling banyak
Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rbpipegawai negeri atau orang selain
pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan sjabi@atan umum secara terus menerus
atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau nanidak dapat dipakai barang,
akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk mekak atau membuktikan di muka
pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jatgaatau

b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancunkemusakkan, atau membuat tidak
dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftaeheatsatau

c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkamusakkan, atau membuat tidak
dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftaelets

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat tu)$ahun dan paling lama 5 (lima) tahun
dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.0000000ima puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh jutpiah) pegawai negeri atau
penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau gadphal diketahui atau patut
diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikarena kekuasaan atau kewenangan
yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang uigukiran orang yang memberikan
hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengatajabz.

Pasal 12
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atiangipenjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan n@idaenda paling sedikit
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pdiagyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah);
a. pegawai negeri atau penyelenggaran negara yangrimaenkadiah atau janji, padahal
diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau jamjsebut diberikan untuk
menggerakkan agar melakukan atau tidak melakuksamase dalam jabatannya, yang

bertentangan dengan kewajibannya;
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pegawai negeri atau penyelenggaran negara yangrimankadiah, padahal diketahui
atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberigbagai akibat atau disebabkan karena
telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dgddratannya yang bertentangan
dengan kewajibannya;

hakim yang menerima hadiah atau janji, padahaltalike atau patut diduga bahwa
hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempergaputusan perkara yang
diserahkan kepadanya untuk diadili.

Seseorang yang menurut ketentuan peraturan pergruti@iangan ditentukan menjadi
advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, mereerlmadiah atau janji, padahal
diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau jaejsebut diberikan untuk
mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan ldiberberhubung dengan perkara
yang diserahkan kepada pegadilan untuk diadili;

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang mengksud menguntungkan diri
sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atangan menyalahgunakan
kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatibayar, atau menerima
pembayaran dengan potongann, atau untuk mengegakaatu bagi dirinya sendiri;
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang wa#itu menjalankan tugas,
meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepgmgmwai negeri atau
penyelenggara Negara yang lain atau kepada kas pysaatah-olah pegawai negeri atau
penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tdrsempunyai utang kepadanya,
padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupaieang;

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yangnzddia menjalankan tugas, meminta
atau menerima pekerjaan, atau menyerahkan barawodphsolah merupakan utang
kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tetdettkan merupakan utang;

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yangvpakia menjalankan tugas, telah
menggunakan tanah negara yang diatasnya terddpptkai, seolah-olah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, telah merugikan orgagg berhak, padahal
diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentardmmgan peraturan perudang-
undangan; atau

Pegawai negeri atau penyelenggara negara baikuaggeaupun tidak langsung dengan
sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadtan,pangawasan yang pada saat
dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagi&amgaBkan untuk mengurus atau

mengawasinya.
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(3) Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 3 (tigaal baru yakni Pasal 12 A, Pasal 12
B, dan Pasal 12 C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 A

(1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana dssimagaimana dimaksud Pasal 5,
Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasian Pasal 12 tidak berlaku bagi
tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari R05.000,00

(2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainyagag dari Rp 5.000.000,00 (lima juta
rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidamgan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling baf®z#0.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).

Pasal 12 B

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau denggaran negara dianggap
pemberian suap, apabila berhubungan dengan jalyatalam yang berlawanan dengan
kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagiaut:

a. Yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupialtgu lebih, pembuktian
bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suapkullan oleh penerima
gratifikasi;

b. Yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluta rupiah), pembuktian
bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh partwmum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggaramaneghagaimana dimaksud dalam
ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atdanpi penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tadan, pidana denda paling sedikit
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan gddanyak Rp 1.000.000.000,00 (satu

milyar rupiah).

Pasal 12 C
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1)

(2)

(3)

(4)

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B (dyaidak berlaku, jika
penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanygdda Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

Penyam,paian laporan sebagaimana dimaksud dalam(Byavajib dilakukan oleh
penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga pulutgri kerja terhithg sejak tanggal
gratifikasi tersebut diterima

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalarktwaaling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporanbamaenetapkan gratifikasi dapat
menjadi milik penerima atau milik negara.

Ketentuan mengenai tata cara penyampaian lapobagaenana dimaksud dalam ayat
(2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimanakdiud dalam ayat (3) diatur dalam
Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tinan& Korupsi.

(4) Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (gatsgl baru menjadi Pasal 26 A yang

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26 A

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaamtimaksud dalam Pasal 188 ayat (2)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum aAd¢ddana, khusus untuk
tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :
a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapldikirim, diterima, atau disimpan

secara elektronik dengan air optik atau yang sedepgan itu; dan

. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasgydapat dijabat, dibaca, dan
atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atmathantuan suatu sarana, baik
yang tertuang di atas kertas, benda fisik apaplainskertas, maupun yang terekam
secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gangeta, rancangan, foto, huruf,

tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

(5) Pasal 37 dipecah menjadi 2 (dua) pasal yakni meRjaskal 37 dan Pasal 37 A dengan

ketentuan sebagai berikut :

a. Pasal 37 dengan substansi yang berasal dari ayatdén ayat (2) dengan

penyempurnaan pada ayat (2) frasa yang berbunterdegan tersebut dipergunakan
sebagai hal yang menguntungkan baginya” diubah aderfpembuktian tersebut

digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk rtekgra bahwa dakwaan tidak
terbukti”, sehingga bunyi keseluruhan Pasal 37adatbagai berikut :
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Pasal 37

(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwaleaktmelakukan tindak
pidana korupsi.

(2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidakakukan tindak pidana
korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan pktgadilan sebagai dasar

untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

b. Pasal 37 A dengan substansi yang berasal dari(3)yatyat (4), dan ayat (5) dengan
penyempurnaan kata “dapat” pada ayat (4) dihapogpdaunjukan ayat (1) dan ayat
(2) pada ayat (5) dihapus, serta ayat (3), ayadgl) ayat (5) masing-masing berubah
menjadi ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sehirtggayi keseluruhan Pasal 37 A adalah
sebagai berikut :

Pasal 37 A

(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang Seltarta bendanya dan
harta benda istri atau suami, anak, dan harta beeifikp orang atau korporasi
yang diduga mempunyai hubungan dengan perkaradidagwakan.

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentkekayaan yang tidak
seimbang dengan penghasilannya atau sumber penamkekayaannya, maka
keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (Ipakgn untuk memperkuat
alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah kmieda tindak pidana
korupsi.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)yddr(2) merupakan tindak
pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksuchddaal 2, Pasal 3, Pasal
4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 ghushalang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 samgngan Pasal 12
Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetagkelbejiban untuk

membuktikann dakwaannya.

(6) Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 ditambahkan 3 (@sgl baru yakni Pasal 38 A, Pasal
38 B, dan Pasal 38 C yang seluruhnya berbunyi sebagkut :
Pasal 38 A
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Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12aB (&y dilakukan pada saat

pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 38 B

1. Setiap orang yang didakwa melakukan salah satakiptiana korupsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, PasRla%a| 14, Pasal 15, dan Pasal 16
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemtasean Tindak Pidana
Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undaayg ini, wajib membuktikan
sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belidmkwakan, tetapi juga diduga
berasal dari tindak pidana korupsi.

2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahweahbenda sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karensakmudana korupsi, harta benda
tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pideoaupsi dan hakim berwenang
memutuskan seluruh atau sebagian harta bendaudedisiimpas untuk negara.

3. Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dindktam ayat (2) diajukan
oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutgacigaperkara pokok.

4. Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimalkaieh édyat (1) bukan berasal
dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwadg saat membacakan
pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulgad@ memori banding dan
memori kasasi.(2) Hakim wajib membuka persidangamykhusus untuk memeriksa
pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dinte#talam ayat (4).

5. Hakim wajib membuka persidangan yang khusus unteieniksa pembuktian yang
diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam 4yat (

6. Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepaisseégala tuntutan hukum dari
perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta lssimgaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Pasal 38 C

Apabila setelah putusan pengadilan telah memperkésuatan hukum tetap, diketahui
masih terdapat harta benda milik terpidana yangg#idatau patut diduga juga berasal
dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakarmpgrasan untuk negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negaratdaplakukan gugatan perdata
terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

7. Diantara Bab VI dan Bab VII ditambah bab baru ydkab VI A mengenai Ketentuan
Peralihan yang berisi 1 (satu) pasal, yakni Pa3ah 4ang diletakan di antara Pasal
43 dan Pasal 44 sehingga keseluruhannya berburagaeberikut :
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BAB VIA KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43 A

1)

(@)

3)

Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undandang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsddngkan, diperiksa dan
diputus berdasarkan ketentuan Undang-undang Nom®ahin 1971 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ketentoaksimum pidana
penjara yang menguntungkan bagi terdakwa diberkutetentuan ketentuan
dalam Pasal 5. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Padah ®asal 10 Undang-undang ini
dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 199@ngnPemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan minimum pidana penjara dalam Pasal Bl Ba®asal 7, Pasal 8, Pasal
9, dan Pasal 10 Undang-undang ini dan Pasal 13 rghagadang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana&ioru

Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum Undandang ini diundangkan,
diperiksa, dan diputus berdasarkan ketentuan Undadgng Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korugsgash ketentuan mengenai
maksimum pidana penjara bagi tindak pidana koryasg nilainya kurang dari
Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) berlaku ketentisebagaimana dimaksud
dalam pasal 12A ayat (2) Undang-undang ini.

. Dalam BAB VIl sebelum Pasal 44 ditambah 1 (satwaps baru yakni Pasal 43 B
yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43 B

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, P&8alPasal 210, Pasal 387, Pasal
388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 448,418, Pasal 420, Pasal 423, Pasal
425, dan pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum PidanaJndang-undang Nomor

1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (BRetaublik Indonesia Il Nomor

9,

Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang lsiakan Berlakunya Undang-

uandang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hi#fdana untuk Pidana seluruh

wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Umgdandang Hukum Pidana

(Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahanb&en Negara Nomor

1660) sebagaimana telah beberapa kali diubah teraldngan Undang-undang
Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undawig;ng Hukum Pidana Yang
Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Netdjagatakan tidak berlaku.
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1.

Pasal Il

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal dingdlan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undaaign ini  dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik lisgone

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Nopember 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Nopember 2001

SEKRETARIS

NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

BAMBANG KOESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMORL34
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

UMUM

Sejak Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangb®emtasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negra Republik Indonesghufi 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor8@4)3diundangkan, terdapat
berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkegibdi masyarakat khususnya
mengenai penerapan Undang-undang tersebut terhi@udgk pidana korupsi yang
terjadi sebelum Undang-undang No0.31 Tahun 1999ddingkan, Hal ini disebabkan
Pasal 44 Undang-undang tersebut menyatakan bahwangrundang Nomor 3 Tahun
1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyaliakan tidak berlaku sejak
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkanngghitimbul suatu anggapan
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adanya kekosongan hukum untuk memproses tindakgiklarupsi yang terjadi sebelum
berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.Dipgagnhal tersebut, mengingat
korupsi di Indonesia terjadi secara sistematik daaluas sehingga tidak hanya
merugikan keuangan negara, tetapi juga telah mg#angakhak sosial dan ekonomi
masyarakat secara luas, maka pemberantasankomnbsidilakukan dengan cara luar
biasa.

Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana kohgss dilakukan dengan
cara yang khusus, antara lain penerapan sistemuyseia terbalik yakni pembuktian
yang dibebankan kepada terdakwa. Untuk mencapaiskiep hukum, menghilangkan
keragaman penafsiran, dan perlakuan adil dalam memtas tindak pidana korupsi,
perlu diadakan perubahan atas Undang-undang NomorTa&hun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Ketentuangsatumengenaii sumber perolehan
alat bukti yang sah yang berupa petunjuk, dirumaskahwa mengenai “petunjuk”
selain diperoleh dari keterangan aksi, surat, a¢derkngan terdakwa, juga diperoleh dari
alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkdikirim, diterima, atau disimpan
secara elektronik dengan alat optik atau yang sedepgan itu tetapi tidak terbatas pada
data penghubung eletronik (electronic data interghy surat elektronik (e-mail),
telegram, teleks, dan faksimili, dan dari dokumgakni setiap rekaman data atau
informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau dideryang dapat dikeluarkan dengan
atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertlia@igs kertas, benda fisik apapun
selain kertas, maupun yang terekam secara elektrgang berupa tulisan, suara,
gambar, peta rancangan, foto, huruf, tanda, angka perforasi yang memiliki
makna.Ketentuan mengenai “pembuktian terbalik” petitambahkan dalam Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasalakl iPidana Korupsi sebagai
ketentuan yang bersifat “premium remidium” dan $igka mengandung sifat prevensi
khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimalaach Pasal 1 angka 2 atau
terhadap penyelenggara Negara sebagaimana dimdktam Pasal 2 Undang-undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negamng frsih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak meladk tindak pidana
korupsi.Pembuktian terbalik ini diberlakukan pamaak pidana baru tentang gratifikasi
dan terhadap tuntutan perampasan harta bendaweardang diduga berasal dari salah
satu tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam PaBalsal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal
14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor &funl 1999 tentang
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal pasatengan Pasal 12 Undang-
undang ini.

Dalam Undang-undang ini diatur pula hak negara kumhengajukan gugatan
perdata terhadap harta benda terpidana yang disgtikbn atau tersembunyi dan baru
diketahui setelah putusan pengadilan memperolebatak hukum tetap. Harta benda
yang disembunyikan atau tersembunyi tersebut diciiga patut diduga berasal dari
tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dilakukahawap terpidana dan atau ahli
warisnya. Untuk melakukan gugatan tersebut, nedapat menunjuk kuasanya untuk
mewakili negara.Selanjutnya dalam Undang-undangjuga diatur ketentuan baru
mengenai maksimum pidana penjara dan pidana deagidibdak pidana korupsi yang
nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima jutaialy). Ketentuan ini dimaksudkan
untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pefailak pidana korupsi, dalam hal
nilai yang dikorup relatif kecil.Di samping itu, ldan Undang-undang ini dicantumkan
Ketentuan Peralihan.

Substansi dalam Ketentuan Peralihan ini pada dgsa®suai dengan asas umum
hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Psal 1 (2y&itab Undang-undang

Hukum Pidana.

I PASAL DEMI PASAL
Pasal |

Angka 1

Pasal 2 ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketenini adalah keadaan yang dapat
dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelakwakiqdana korupsi yaitu apabila
tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dgaag diperuntukan bagi
penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam mhasm@manggulangan akibat
kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan keisithomi dan moneter, dan
pengulangan tindak pidana korupsi.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Yang dimaksud dengan “penyelenggara négal@am Pasal ini adalah

penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalaahZPdsdang-undang Nomor 28
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Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang BiagilBebas dari Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme. Pengertian “penyelenggaran negarséliut berlaku pula untuk pasal-

pasal berikutnya dalam Undang-undang ini.

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Huruf a Cukup jelas

Huruf b Cukup jelas

Huruf ¢ Cukup jelas

Huruf d yang dimaksud dengan “advokat” adalah orgagg berprofesi memberi jasa
hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yamgmenuhi persyaratan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangarbgalagu.

Huruf e Cukup jelas
Huruf f Cukup jelas
Huruf g Cukup jelas
Huruf h Cukup jelas
Huruf | Cukup jelas

Angka 3

Pasal 12 A

Cukup jelas

Pasal 12 B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat idah pemberian dalam arti luas, yakni
meliputi pemberian uang, barang, rabat (discolkatnisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wjgaagobatan cuma-cuma, dan fsilitas
lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterimaddlam negeri maupun di luar negeri

dan yang dilakukan dengan menggunakan saranaaiékatau tanpa sarana elektronik.
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Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 12 C Cukup jelas

Angka 4

Pasal 26 A

Huruf a

Yang dimaksud dengan “disimpan secara elektronilSainya data yang disimpan dalam
mikro film, Compact Disk Read Only Memory (CD-ROMfau Write Once Read Many
(WORM).Yang dimaksud dengan “alat optik atau yaegipa dengan itu” dalam ayat ini
tidak terbatas pada data penghubung elektronikctfel@ic data interchange), surat

elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimil

Huruf b Cukup jelas

Angka 5

Pasal 37

Ayat (1)

Pasal ini sebagai konsekkuensi berimbang atas gesmerpembuktian terbalik terhadap
terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungakuinu yang berimbang atas
pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitagadeatas oraduga tak bersalah

(presumption of innocence) dan menyalahkan dirdse(non self-incrimination).

Ayat (2)
Ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian reeaagatif menurut undang-undang

(negatief wettelijk).

Pasal 37 A
Cukup jelas
Angka 6
Pasal 38 A
Cukup jelas

Pasal 38 B
Ketentuan dalam Pasal ini merupakan pembuktianalikrbyang dikhususkan pada
perampasan harta benda yang diduga keras jugaabetas tindak pidana korupsi

berdasarkan salah satu dakwaan sebagaimana dimadddsud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4,
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Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undaagg Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi daal Basampai dengan Pasal 12
Undang-undang ini sebagai tindak pidana pokok.Rbgihgan apakah seluruh atau
sebagian harta benda tersebut dirampas untuk ndga@hkan kepada hakim dengan
pertimbangan prikemanusiaan dan jaminan hidup legilakwa.Dasar pemikiran

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) mdan logika hukum karena
dibebaskannya atau dilepaskannya terdakwa dariaségatutan hukum dari perkara
pokok, berarti terdakwa bukan pelaku tindak pidesraipsi dalam kasus tersebut.

Pasal 38 C

Dasar pemikiran ketentuan dalam Pasal ini adalatukumemenuhi rasa keadilan
masyarakat terhadap pelaku untuk pidana korupsy yaenyembunyikan harta benda
yang diduga atau patut diduga berasal dari tindd&na korupsi.Harta benda tersebut

diketahui setelah putusan pengadilan memperolehatak hukum tetap.

Dalam hal tersebut, negara memiliki hak untuk mekak gugatan perdata kepada
terpidana dan atau ahli warisnya terhadap hartdeéogang diperoleh sebelum putusan
pengadilan memperoleh kekuatan tetap, baik puttesaebut didasarkan pada Undang-
undang sebelum berlakunya Undang-undang No.31 Ta888 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi atau setelah berlakunya Ugdamdang tersebut.Untuk

melakukan gugatan tersebut negara dapat menunggakya untuk mewakili negara.

Angka 7 Cukup jelas
Angka 8 Cukup jelas

Pasal Il Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 415
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